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UNDANG-UNDANG RI NOMOR 28 TAHUN 2014 
TENTANG HAK CIPTA 
Pasal 8  
Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 
mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.  
Pasal 9 
1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 me-
miliki hak ekonomi untuk melakukan: (a) penerbitan Ciptaan; (b) Penggandaan 
Ciptaan dalam segala bentuknya; (c) penerjemahan Ciptaan; (d) pengadaptasi-
an, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; (e) Pendistribusian 
Ciptaan atau salinannya; (f) pertunjukan Ciptaan; (g) Pengumuman Ciptaan; 
(h) Komunikasi Ciptaan; dan (i) penyewaan Ciptaan. 
2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 
3. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang mela-
kukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. 
SANKSI PELANGGARAN 
Pasal 113 
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ 
atau pidana denda paling banyak Rp.100. 000.000 (seratus juta rupiah). 
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau peme-
gang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h 
untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah).  
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau peme-
gang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g 
untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000. 
000,00 (satu miliar rupiah). 
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000. 
000,00 (empat miliar rupiah). 
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v KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesem-
patan dan kemudahan yang diberikan sehingga Buku dengan judul “Hukum 
Pengungsi Internasional” dapat selesai, walaupun dalam wujud yang sangat 
sederhana. Materi Buku ini merupakan hasil pengayaan materi dan bahan-bahan 
kuliah yang diajarkan sehari-hari oleh tim penulis kepada para mahasiswa yang 
mengambil mata kuliah hukum pengungsi internasional, dan dalam beberapa 
bab juga merupakan hasil penelitian, sehingga sangat berguna bagi para maha-
siswa sebagai buku pegangan dalam membantu memahami dan menambah 
referensi dalam mengikuti proses perkuliahan. 
Penulisan buku ajar dengan judul Hukum Pengungsi Internasional ini 
disamping sebagai pegangan bagi para mahasiswa yang mengambil mata kuliah 
hukum pengungsi internasional juga dalam penulisannya memang mengikuti 
program dan format buku panduan dari Lembaga Kajian dan Pengembangan 
Pendidikan (LKPP) Universitas Hasanuddin. Selain itu juga, LKPP memang 
memprogramkan bagi para dosen di lingkungan Universitas Hasanuddin untuk 
membuat buku ajar di Tahun 2016. 
Buku ajar hukum pengungsi internasional ini terdiri dari 7 (tujuh) bab 
utama, yang secara komprehensif membahas tentang definisi hukum pengungsi 
internasional, istilah-istilah dalam hukum pengungsi internasional, mekanisme 
perlindungan internasional terhadap pengungsi, sumber hukum pengungsi inter-
nasional, peranan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
dalam urusan pengungsi internasional, standar perlakuan penyelesaian masalah 
pengungsi internasional, penyelesaian akhir dan permanen bagi pengungsi 
internasional. Dari ketujuh bab ini kemudian akan dijabarkan secara spesifik 
tentang konvensi yang berkenaan dengan pengaturan tentang pengungsi 
internasional dan peranan dari UNHCR sebagai organ Perserikatan Bangsa-
Bangsa yang memiliki mandat utama bagi perlindungan pengungsi internasional. 
Tim Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, 
untuk itu dengan segala kerendahan hati tim penulis mengharapkan kritik dan 




masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan penu-
lisan buku-buku selanjutnya. Harapan kami, semoga buku ini dapat berguna da-
lam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya bidang 
hukum internasional di masa yang akan datang. 
Akhir kata, 
Selamat membaca . . .   
       Makassar, 07 Nopember 2016 
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1
 BAB I 
PENGERTIAN PENGUNGSI INTERNASIONAL 
 
A.  PENDAHULUAN 
1. Sasaran Pembelajaran 
          Mahasiswa mampu menguraikan pengertian Pengungsi Internasional, dan 
mampu menelaah sejumlah materi yang berkaitan dengan hukum pengungsi 
internasional. 
2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat 
Sebelum mempelajari materi ini mahasiswa harus mempunyai pengeta-
huan awal tentang dasar-dasar ilmu hukum dan sebagai prasyarat mahasiswa 
telah lulus mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Internasional, Hukum 
Perjanjian Internasional. Selain itu mahasiswa harus mempunyai kemampuan 
kognitif, psikomotorik dan afektif dalam mempelajari ruang lingkup hukum peng-
ungsi internasional. 
3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya 
Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman awal kepada maha-
siswa tentang karakterisrik hukum pengungsi internasional menyangkut penger-
tian pengungsi internasional, dan sejumlah materi yang berkaitan dengan hukum 
pengungsi internasional sehingga akan lebih mudah mahasiswa untuk 
memahami atau mempelajari pokok bahasan selanjutnya tentang istilah-istilah 
dalam hokum pengungsi internasional. 
4. Manfaat Bahan Pembelajaran 
Setelah mengikuti dan memahami materi bahasan ini maka mahasiswa 
mampu menguraikan pengertian hukum pengungsi internasional dari berbagai 
sumber, dan mampu menelaah sejumlah materi yang berkaitan dengan hukum 
pengungsi internasional. 
5. Petunjuk Belajar Mahasiswa 
Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa diwajibkan membaca materi 
dalam buku ajar ini. Setelah pemaparan materi bahasan tersebut di atas maha-




siswa diberi kesempatan bertanya atau membentuk kelompok diskusi, serta 
mahasiswa dibebaskan untuk mengemukakan pendapat seluas-luasnya dan 
bertanya kepada fasilitator jika ada materi yang kurang. Selain itu mahasiswa 
juga diberikan tugas mandiri dalam bentuk mahasiswa melakukan penelusuran 
bahan pustaka terkait hukum pengungsi internasional, dan dibahas berdasarkan 
ruang lingkup materi yang telah diajarkan. 
 
B.  PENYAJIAN MATERI BAHASAN 
PENGERTIAN PENGUNGSI INTERNASIONAL 
1. Pengantar 
Hukum pengungsi internasional merupakan sebuah kajian hukum yang 
terbilang baru dalam ranah hukum internasional. Pengungsi dalam kajian ini juga 
sangat berbeda dengan arti pengungsi sebagaimana yang terdapat dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Beberapa pakar berpendapat bahwa hukum 
pengungsi internasional merupakan turunan dari hukum internasional sebagai 
objek kajian baru, namun sebagian pakar yang lain juga mengatakan bahwa 
hukum pengungsi internasional merupakan turunan dari kajian Hukum Humaniter 
ataupun Hak Asasi Manusia Internasional. Namun betapapun banyaknya yang 
berpendapat, faktanya saat ini adalah bahwa hukum pengungsi internasional 
telah menjadi mata kuliah hukum tersendiri yang diprogramkan dalam beberapa 
fakultas hukum di universitas-universitas yang ada di Indonesia. 
2.   Pengertian Pengungsi Internasional Menurut Kamus dan Konven- 
      si 
Menurut Alexander Betts and Gil Loescher dalam tulisannya yang berjudul 
Refugees in International Relations memberikan penjelasan bahwa Refugees are 
people who cross international borders in order to flee human rights abuses and 
conflict. Refugees are prima facie evidence of human rights violations and vulne-
rability. People who are persecuted and deprived of their homes and commu-
nities and means of livelihood are frequently forced to flee across the borders of 
their home countries and seek safety abroad. Historically, wherever states have 
persecuted their own populations or there have been wars, people have left their 
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 country of origin. From the Holocaust to the proxy conflicts of the Cold War, to 
the internal conflicts in the aftermath of the Cold War, to the occupations in 
Afghanistan and Iraq in the context of the 'War on Terror', refugees have 
emerged from just about every significant historical conflict or despotic regime. 
Because refugees find themselves in a situation in which their own government is 
unable or unwilling to ensure their physical safety and most fundamental human 
rights, they are forced to seek protection from the international community. 
Ensuring that refugees receive safety and access to their rights, livelihoods, and 
the possibility to be reintegrated into their country of origin or another state is 
therefore an important human rights issue1 (Pengungsi adalah orang-orang yang 
melintasi perbatasan internasional untuk melarikan diri dari pelanggaran hak 
asasi manusia dan konflik. Pengungsi adalah bukti prima facie pelanggaran hak 
asasi manusia dan kerentanan. Orang yang dianiaya, rumah dan mata penca-
hariannya dirampas, sehingga mereka terpaksa melarikan diri melintasi perba-
tasan dari negara asal mereka dan mencari keselamatan di luar negeri. Dalam 
sejarah, negara manapun melanggar hak-hak masyarakat dari populasi mereka 
sendiri atau telah ada perang, sehingga orang-orang meninggalkan negara asal 
mereka. Dari Holocaust dengan konflik proxy Perang Dingin, dengan konflik 
internal pasca Perang Dingin pekerjaan di Afghanistan dan Irak dalam konteks 
'Perang Melawan Teror', pengungsi telah muncul dari hampir setiap sejarah 
konflik atau rezim despotik. Karena pengungsi menemukan diri mereka dalam 
situasi di mana pemerintah mereka sendiri tidak mampu atau tidak mau untuk 
menjamin keselamatan fisik mereka dan hak asasi manusia yang paling men-
dasar, mereka dipaksa untuk mencari perlindungan dari masyarakat interna-
sional. Memastikan bahwa pengungsi menerima keselamatan dan akses ke hak-
hak mereka, mata pencaharian, dan kemungkinan yang akan diintegrasikan 
kem-bali ke negara asal mereka atau karena itu negara lain mengangap masalah 
hak asasi manusia sangatlah penting). 
                                                          
1 Alexander Betts and Gil Loescher (Ed.), Refugee in International Relations, (New York: 
Oxford University Press, 2011), hlm. 1 




However, refugees are more than simply a human rights issue. Refugee 
movements are also an inherent part of international politics. The 'figure of the 
refugee' is an integral part of the international system, symbolizing the failure of 
the state-citizen-territory relationship assumed by the state system to seamlessly 
ensure international order and justice [Haddad, 2008]. The causes, consequen-
ces, and responses to refugees are all closely intertwined with world politics. The 
causes of refugee movements are underpinned by conflict, state failure, and the 
inequalities of international political economy. The consequences of movements 
have been associated with security, the spread of conflict, terrorism, and trans-
nationalism. Therefore, responding to refugees represents a challenge to world 
order and justice and to the facilita- tion of international cooperation2  (Namun, 
pengungsi lebih dari sekedar isu hak asasi manusia. Pergerakan pengungsi juga 
merupakan bagian yang melekat dari politik internasional. 'sosok pengungsi' 
merupakan bagian integral dari sistem internasional, melambangkan kegagalan 
hubungan negara-warga-wilayah diasumsikan oleh sistem negara untuk mulus 
menjamin ketertiban internasional dan keadilan [Haddad, 2008]. Penyebab, 
konsekuensi, dan tanggapan terhadap pengungsi sangat erat kaitannya dengan 
politik dunia. Penyebab gerakan pengungsi yang didukung oleh konflik, kegaga-
lan negara, dan ketidaksetaraan ekonomi politik internasional. Konsekuensi dari 
gerakan telah dikaitkan dengan keamanan, penyebaran konflik, terorisme, dan 
transnasionalisme. Oleh karena itu, menanggapi pengungsi merupakan tanta-
ngan untuk tatanan dunia dan keadilan dan untuk fasilitator kerjasama interna-
sional).  
Istilah ‘pengungsi’ dan ‘pencari suaka’ memiliki definisi legal dalam hukum 
internasional, tepatnya di dalam Hukum tentang Hubungan Internasional, dan 
juga di dalam Undang-Undang Dasar Indonesia. Seharusnya, tidak ada alasan 
untuk menyamaratakan semua imigran tanpa dokumen sebagai ‘ilegal’. Hingga 
September 2015, ada sekitar 13.000 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. 
Angka tersebut mencakup pengungsi dan pencari suaka dari 44 kewarganega-
raan. Indonesia belum menjadi peserta Konvensi 1951 yang terkait dengan 
                                                          
2 Ibid. 
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 Keadaan Pengungsi (Konvensi Pengungsi) dan Protokol 1967. Para pengungsi 
dan pencari suaka (dan orang yang tidak bernegara) di Indonesia mengalami 
kesulitan untuk tinggal di negara ini. Mereka tidak mempunyai izin bekerja, dan 
tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia 
memperbolehkan para pengungsi dan pencari suaka tersebut untuk tinggal di 
Indonesia selama mereka memiliki dokumen-dokumen pendaftaran dari Kantor 
Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni dari Komisaris Tinggi untuk Pengungsi 
(UNHCR).3 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa akar kata dari 
istilah pengungsi adalah ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu pergi 
meng-ungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat 
yangmemberikan rasa aman), pengungsi adalah kata benda yang berarti orang 
yangmengungsi adalah penduduk suatu negara yang pindah ke negara peng-
ungsi politiklain karena aliran politik yang bertentangan dengan politik penguasa 
negara asalnya.4 Berdasarkan pendapat di atas, terlihat bahwa pengungsi terjadi 
karena adanya bahayan. Misalnya bencana alam (natural disaster)  seperti banjir 
gempa, gunung meletus, kekeringan. Mengungsi juga bisa terjadi karena 
bencana buatan manusia (manmade disaster), seperti konflik bersenjata, per-
gantian rezim politik, penindasan kekebasan fundamental, pelecehan hak asasi 
manusia, dan sebagainya. Mengungsi dapat dilakukan dalam lingkup satu wila-
yah negara ataupun ke negara lain karena adanya perbedaan haluan poli-
tik.5 Sebagaimana penulis telah jelaskan di awal bahwa pengertian pengungsi 
dalam hukum internasional (hukum pengungsi internasional) sangatlah berbeda 
dengan pengertian yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
                                                          
3 SUAKA, Refugees and Asylum Seekers in Indonesia, Indonesian Civil Society Network 
for Refugee Rights Protection, Lihat https://suaka.or.id/public-awareness/refugees-and-asylum-
seekers-in-indonesia/  
 
4 Tim Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, 1995), Hlm. 657 
 
5 Achmad Romsan, dkk, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Interna-
sional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional, (Bandung: Sanic Offset bekerjasama 
dengan UNHCR Jakarta, 2003), Hlm. 35  
 




Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan bahwa pengungsi 
dapat terjadi karena bencana alam, namun dalam Hukum Pengungsi Interna-
sional pengertian pengungsi merujuk pada Pasal 1 Konvensi 1951 yang berarti : 
A. For the purposes of the present Convention, the term “refugee” shall apply 
to any person who (Untuk maksud-maksud Konvensi ini, istilah "peng-
ungsi" akan. berlaku bagi seseorang yang) :  
(1) Has been considered a refugee under the Arrangements of 12 May 
1926 and 30 June 1928 or under the Conventions of 28 October 1933 
and 10 February 1938, the Protocol of 14 September 1939 or the 
Constitution of the International Refugee Organization (Telah diang-
gap sebagai pengungsi nenurut Pengaturan-pengaturan 12 Mei 1926 
dan 30 Juni 1928 atau menurut konvensi-konvensi 28 Oktober 1933 
dan 10 Februari 1938. Protokol 14 September 1939 atau Konstitusi 
Organisasi Pengungsi internasional);  
Decisions of non-eligibility taken by the International Refugee Organi-
zation during the period of its activities shall not prevent the status of 
refugee being accorded to persons who fulfil the conditions of para- 
graph 2 of this section (Keputusan-keputusan tentang tidak dapat 
diakuinya seseorang sebagai pengungsi yang diambil oleh Organisasi 
Pengungsi Internasional dalam periode kegiatan-kegiatannya tidak 
akan menghalangi pemberian status pengungsi kepada orang-orang 
yang memenuhi syarat-syarat ayat 2 bagian ini);  
(2) As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to 
well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, 
nationality, membership of a particular social group or political opinion, 
is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such 
fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or 
who, not having a nationality and being outside the country of his 
former habitual residence as a result of such events, is unable or, 
owing to such fear, is unwilling to return to it (Sebagai akibar peristiwa-
peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan 
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 oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi 
karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada 
kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara ke-
warganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, 
tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang 
yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di 
mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat 
peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan 
tersebut, tidak mau kembali ke negara itu).  
In the case of a person who has more than one nationality, the term 
“the country of his nationality” shall mean each of the countries of 
which he is a national, and a person shall not be deemed to be lacking 
the protec- tion of the country of his nationality if, without any valid 
reason based on well-founded fear, he has not availed himself of the 
protection of one of the countries of which he is a national (Dalam hal 
seseorang mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan, istilah "nega-
ra kewarganegaraannya" akan berarti masing-masing negara di mana 
ia adalah warga negara, dan seseorang tidak akan dianggap tidak 
memperoleh perlindungan negara kewarganegaraannya jika, tanpa 
alasan yang sah yang berdasarkan kecemasan yang sungguh-sung-
guh berdasar, ia tidak memanfaatkan perlindungan salah satu negara 
di mana ia adalah warga negara).  
B. (1) For the purposes of this Convention, the words “events occurring 
before 1 January 1951” in article 1, section A, shall be understood to 
mean either (Untuk maksud-maksud Konvensi ini, cerminan "peris-
tiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951" dalam Pasal 1, 
Bagian A, berarti) : 
(a)  “events occurring in Europe before 1 January 1951” or (peristiwa-
peristiwa yang terjadi di Eropa sebelum 1 Januari 1951, atau); 
(b)  “events occurring in Europe or elsewhere before 1 January 1951”, 
and each Contracting State shall make a declaration at the time of 




signature, ratification or accession, specifying which of these mea-
nings it applies for the purpose of its obligations under this Con-
vention (Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Eropa atau di tempat 
lain sebelum 1 Januari 1951. Dan tiap Negara Pihak, pada waktu 
penandatanganan, ratifikasi atau aksesi, akan membuat deklarasi 
yang menyebutkan secara khusus arti-arti mana dari arti-arti ini 
yang berlaku untuk maksud kewajiban-kewajibannya berdasarkan 
Konvensi ini). 
(2) Any Contracting State which has adopted alternative [a] may at any 
time extend its obligations by adopting alternative [b] by means of a 
notification addressed to the Secretary-General of the United Nations 
(Suatu Negara Pihak yang menerima alternatif [a] Setiap waktu dapat 
memperluas kewajiban-kewajibannya dengan menerima alternatif [b] 
melalui motifikasi yang disampaikanlah kepada Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa).  
C. This Convention shall cease to apply to any person falling under the 
terms of section A if (Konvensi ini akan berhenti berlaku bagi seseorang 
yang termasuk dalam ketentuan-ketentuan bagian A jika) :  
1. He has voluntarily re-availed himself of the protection of the 
country of his nationality; or (la secara sukarela memanfaatkan 
perlindungan negara kewarga-negaraannya ; atau) 
2. Having lost his nationality, he has voluntarily re-acquired it, or 
(Setelah kehilangan kewarganegaraannya, ia secara sukarela 
telah memperolehnya kembali; atau) 
3. He has acquired a new nationality, and enjoys the protection of 
the country of his new nationality; or (la telah memperoleh 
kewarganegaraan baru, dan menikmat perlindungan negara 
kewarganegaraan barunya; atau) 
4. He has voluntarily re-established himself in the country which he 
left or outside which he remained owing to fear of persecution; or 
(la secara sukarela telah menetap kembali di negara yang 
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 ditinggalkannya atau di iuar negara itu di mana ia tetap tinggal 
karena kecemasan akan persekusi; atau) 
5. He can no longer, because the circumstances in connexion with 
which he has been recognized as a refugee have ceased to exist, 
continue to refuse to avail himself of the protection of the country 
of his nationality (la tidak dapat lagi, karena keadaan-keadaan 
yang berhubungan dengan pengakuan atas dirinya sebagai 
pengungsi sudah tidak ada lagi, tetap menolak untuk memanfaat-
kan perlindungan negara kewarganegaraannya);  
Provided that this paragraph shall not apply to a refugee falling 
under section A [1] of this article who is able to invoke compelling 
reasons aris- ing out of previous persecution for refusing to avail 
himself of the pro- tection of the country of nationality (Dengan 
ketentuan bahwa ayat ini tidak akan berlaku bagi pengungsi yang 
termasuk dalam bagian A [1] Pasal ini yang dapat mengajukan 
alasan-alasan yang bersifat memaksa yang timbul dari persekusi 
sebelumnya atas penolakannya untuk memanfaatkan perlindu-
ngan negara kewarganegaraannya); 
6. Being a person who has no nationality he is, because of the 
circumstances in connexion with which he has been recognized as 
a refugee have ceased to exist, able to return to the country of his 
former habitual residence (Sebagai seorang yang tidak mempu-
nyai kewarganegaraan, karena keadaan-keadaan yang berhubu-
ngan dengan pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah 
tidak ada lagi, ia dapat kembali ke negara di mana ia sebelumnya 
bertempat tinggal); 
Provided that this paragraph shall not apply to a refugee falling 
under section A [1] of this article who is able to invoke compelling 
reasons arising out of previous persecution for refusing to return to 
the country of his former habitual residence (Dengan ketentuan 
bahwa ayat ini tidak akan berlaku bagi pengungsi yang termasuk 





dalam bagian A (1) Pasal ini yang dapat mengajukan alasan-ala-
san yang bersifat memaksa yang timbul dari persekusi sebelum-
nya atas penolakannya untuk kembali ke negara di mana ia 
sebelumnya bertempat tinggal).  
D. This Convention shall not apply to persons who are at present receiving 
from organs or agencies of the United Nations other than the United 
Nations High Commissioner for Refugees protection or assistance 
(Konvensi ini tidak akan berlaku bagi orang-orang dewasa menerima 
perlindungan atau bantuan dari organ-organ atau badan-badan Perse-
rikatan Bangsa-Bangsa selain Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-
bangsa untuk urusan pengungsi).  
When such protection or assistance has ceased for any reason, without 
the position of such persons being definitively settled in accordance 
with the relevant resolutions adopted by the General Assembly of the 
United Nations, these persons shall ipso facto be entitled to the benefits 
of this Convention (Apabila perlindungan atau bantuan tersebut telah 
berhenti karena suatu alasan, tanpa terselesaikannya secara definitif 
kedudukan orang-orang termaksud sesuai dengan resolusi-resolusi 
yang relawan yang diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa, orang-orang tersebut ipso facto akan berhak atas keuntungan-
keuntungan Konvensi ini).  
E. This Convention shall not apply to a person who is recognized by the 
competent authorities of the country in which he has taken residence 
as having the rights and obligations which are attached to the 
possession of the nationality of that country (Konvensi ini tidak akan 
berlaku bagi seseorang yang oleh instansi-instansi yang berwenang 
dari negara di mana ia telah bertempat tinggal diakui mempunyai hak-
hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait dimilikinya kewargane-
garaan negara itu).  
F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with 
respect to whom there are serious reasons for considering that (Keten-




 tuan-ketentuan Konvensi ini tidak akan berlaku bagi seseorang yang 
mengenai dirinya terdapat alasan-alasan serius untuk menganggap 
bahwa) :  
(a) He has committed a crime against peace, a war crime, or a crime 
against humanity, as defined in the international instruments 
drawn up to make provision in respect of such crimes (ia telah 
melakukan tindak pidana terhadap perdamaian, tindak pidana 
perang, atau tindak pidana terhadap kemanusiaan, sebagaimana 
didefinisikan dalam instrumen-instrumen internasional yang di-
buat untuk menetapkan ketentuan mengenai tindak-tindak 
pidana termaksud); 
(b) he has committed a serious non-political crime outside the coun-
try of refuge prior to his admission to that country as a refugee (ia 
telah melakukan tindak pidana nonplitis yang serius di luar 
negara pengungsian sebelum ia diterima masuk ke negara itu 
sebagai pengungsi); 
(c) he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles 
of the United Nations (ia telah dinyatakan bersalah atas perbua-
tan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan 
prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa). 
Definisi pengungsi dalam perangkat internasional, selain tertuang dalam 
Konvensi 1951, juga terdapat dalam Konvensi pengungsi OAU (Organization 
Africa Union), Deklarasi Kartagena Amerika Latin 1984 (the Latin American Car-
tagena Declaration)6, serta organ khusus PBB yang mengurusi pengungsi 
UNHCR. Definisi pengungsi yang utama terdapat dalam Konvensi 1951, dan 
didalam Konvensi 1951 definisi pengungsi7 terdiri dari : 
a. pasal penyertaan, menentukan kriteria yang digunakan untuk menen-
tukan apakah seorang individu dapat dianggap pengungsi. Pasal-pasal 
                                                          
6 UNHCR, The 1951 Refugee Convention Questions &  Answers, (Jakarta: UNHCR 
Indonesia, 2007), Hlm. 5 
 
7 UNHCR, Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang 
yang Menjadi Perhatian UNHCR, Jakarta: UNHCR Indonesia, 2005), Hlm. 53 





ini merupakan dasar penentuan apakah seseorang layak diberi status 
pengungsi.  
Didalam pasal penyertaan ini diatur bahwa Untuk memperoleh status 
pengungsi, seseorang harus mempunyai ketakutan yang beralasan 
karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya didalam kelompok 
sosial tertentu atau pendapat politik yang dimilikinya, berada di luar 
Negara kebangsaannya/bekas tempat menetapnya, dan tidak dapat 
atau ingin dikarenakan ketakutannya itu, memperoleh perlindungan dari 
negaranya atau kembali ke negaranya. 
b. pasal pengecualian, menolak pemberian status pengungsi kepada sese-
orang yang memenuhi syarat pada pasal penyertaan atas dasar orang 
tersebut tidak memerlukan atau tidak berhak mendapatkan perlin-
dungan internasional. 
Didalam pasal pengecualian ini diatur bahwa walaupun kriteria pasal 
penyertaan seperti yang telah dijelaskan diatas terpenuhi, permohonan 
status pengungsi seseorang akan ditolak jika ia sudah menerima 
perlindungan atau bantuan dari lembaga PBB selain UNHCR, atau 
diperlakukan sebagai sesama warga di Negara tempatnya menetap, 
dan melakukan pelanggaran yang serius sehingga ia tidak berhak 
menerima status pengungsi. 
c. pasal pemberhentian, menerangkan kondisi-kondisi yang mengakhiri 
status pengungsi karena tidak lagi diperlukan atau dibenarkan. 
Didalam pasal pemberhentian ini diatur bahwa konvensi juga menjabar-
kan keadaan-keadaan yang menghentikan status kepengungsian sese-
orang karena sudah tidak diperlukan lagi atau tidak dapat dibenarkan 
lagi karena tindakan sukarela dari pihak individu, atau perubahan fun-
damental pada keadaan di Negara asal pengungsi. 
Menurut Protokol 1967 : 
Pengertian pengungsi terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Protokol 1967, yaitu : 
“for the purpose of the present protocol, the term “refugee” shall, except as 
regards the application of paragraph 3 of this article, mean any person 




 within the definition of Article 1 of the convention as if the words “As a 
result of events occurring before 1 January 1951 and…”and the words”… 
a result of such events; in Article 1 A (2) were committed”. (…. Dikare-
nakan ketakutan yang beralasan akan menerima penganiayaan karena 
alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaanya di dalam kelompok 
sosial tertentu atau pendapat politiknya, berada di luar negaranya dan 
tidak dapat, dikarenakan ketakutan tersebut, atau tidak ingin untuk mem-
peroleh perlindungan dari negara tersebut; atau seseorang yang tidak 
mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara tempatnya 
menetap sebagai akibat dari peristiwa tertentu, tidak dapat, atau dika-
renakan ketakutannya tersebut, tidak ingin kembali ke negaranya)8. 
Jadi, pengertian pengungsi menurut Konvensi 1951 dengan Protokol 1967 
itu berbeda. Perbedaan pengertian pengungsi di sini membedakan pengungsi 
antara pengungsi sebelum tahun 1951 dengan pengungsi sesudah 1951, 
disamping itu menurut Deklarasi PBB Tahun 1967 tentang Suaka Teritorial (UN. 
Declaration on Territorial Asylum 1967). Dalam Deklarasi Suaka Teritorial tahun 
1967 ini memperluas efektivitas perlindungan internasional terhadap para peng-
ungsi yang dimaksudkan untuk mengembangkan instrumen hukum internasional 
untuk para pengungsi dan juga untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan 
khusus yang berkaitan dengan hak untuk bekerja, jaminan sosial, serta akses 
terhadap dokumen perjalanan.  
Pengertian pengungsi menurut Deklarasi Suaka Teritorial tahun 1967 
adalah “setiap orang yang meninggalkan negaranya, termasuk mendapatkan 
perlakuan yang sewajarnya, dan pemulangan ke negaranya”, jadi dengan kata 
lain instrumen-instrumen tersebut sudah memberikan penjelasan yang mudah 
dipahami mengenai pengertian pengungsi. Menurut penulis pengertian menurut 
instrumen-instrumen di atas saling melengkapi dan menyesuaikan dengan 
kondisi yang ada. Seperti Protokol 1967 memperluas penerapan konvensi 
dengan menambahkan situasi “pengungsi baru,” yakni orang-orang yang 
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walaupun memenuhi definisi konvensi status pengungsi, akan tetapi mereka 
menjadi pengungsi akibat peristiwa yang terjadi setelah 1 Januari 19519. 
Sedangkan instrumen regional yang dimaksudkan disini adalah ketentuan-
ketentuan yang berlaku secara regional atau di wilayah tertentu saja, adapun 
instrumennya terdiri dari atas : 
 Menurut Konvensi Pengungsi OAU. Konvensi Pengungsi OAU ini muncul 
dari pengalaman perang kemerdekaan di afrika dan pada tahun 1965 diben-
tuklah Commission on Refugees (komisi pengungsi) di Afrika10. Konvensi ini 
mewakili perluasan yang penting dari konsep pengungsi karena mengartikan 
pengungsi sebagai orang-orang yang lari dari dampak tanpa pandang bulu dari 
perang sipil, misalnya layak dianggap pengungsi dibawah Konvensi Pengungsi 
OAU walau salah satu unsur penganiayaan dari Konvensi 1951 tidak ada. 
Konvensi Pengungsi OAU, memberikan definisi pengungsi sebagai berikut : 
“Seorang pengungsi adalah seseorang yang terpaksa meninggalkan 
negaranya karena agresi diluar, pendudukan, dominasi asing atau kejadi-
an-kejadian yang mengganggu ketertiban umum secara serius di salah 
satu bagian atau di seluruh negara asal atau negara kebangsaan”11. 
Ketentuan ini mengandung ke lima kriteria yang harus dipenuhi untuk 
menentukan status pengungsi seseorang, yakni : 
a. Ketakutan yang beralasan; 
b. Penganiayaan; 
c. Alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam kelompok 
sosial tertentu atau pendapat politik yang dimilikinya; 
d. Di luar negara kebangsaannya/bekas tempat menetapnya; 
                                                          
9 UNHCR, Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang 
yang Menjadi Perhatian UNHCR, Op.Cit., Hlm. 58 
 
10 D.W. Bowett, Hukum Organisasi Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm. 306 
11UNHCR Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang 
yang Menjadi Perhatian UNHCR, Op.Cit., Hlm. 58 
 




 e. Tidak dapat atau tidak ingin dikarenakan ketakutannya itu memperoleh 
perlindungan dari negaranya atau kembali ke negaranya12. 
Menurut Negara-Negara Amerika Latin. Instrumen hukum yang pertama 
yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap para pengungsi 
adalah the 1928 Havana Convention on Asylum (Konvensi Havana tahun 1928 
tentang Suaka), the 1933 Montevideo Convention on Political Asylum (Konvensi 
Montevideo tahun 1933 tentang Suaka Politik) dan the 1945 Caracas Con-
ventions on Territorial Asylum and Diplomatic Asylum (Konvensi Karakas tentang 
Suaka Teritorial dan Suaka Diplomatik tahun 1945), kesemua konvensi tersebut 
memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi pengungsi dalam 
Konvensi Pengungsi Organization of Africa Union (yang dalam penulisan selan-
jutnya penulis singkat dengan kata OAU), yakni: “Pengungsi adalah orang-orang 
yang terpaksa meninggalkan negaranya karena agresi dari luar, pendudukan, 
dominasi asing atau adanya kejadian yang mengganggu ketertiban umum 
secara serius di salah satu bagian atau di seluruh negara kebangsaan13”. 
Definisi lain mengenai pengungsi juga terdapat dalam Deklarasi Karta-
gena, walaupun bagian dari definisi ini jelas dipengaruhi Konvensi Pengungsi 
OAU14 serta mencerminkan sejarah kepengungsian massal akibat perang sipil di 
negara-negara Amerika. Sementara deklarasi tersebut tidak mengikat secara 
hukum, prinsip-prinsip termasuk definisi pengungsi telah dimasukan ke dalam 
hukum nasional dan pelaksanaan negara-negara Amerika Tengah dan Latin. 
Deklarasi Kartagena memberikan definisi pengungsi sebagai berikut : 
“Pengungsi jika mereka meninggalkan negaranya karena hidup, kesela-
matan atau kebebasannya telah terancam oleh kekerasan umum, agresi 
asing, konflik dalam negeri, pelanggaran berat atas hak azasi manusia 





14 OAU adalah salah satu organisasi regional yang mempunyai keanggotaan terbatas, 
tetapi mempunyai kepentingan yang relative luas. Lihat Sumaryo Suryokusumo, Hukum 
Organisasi Internasional, (Jakarta: UI Press, 1990). Hlm. 14 – 15 
 





atau keadaan-keadaan lain yang mungkin mengganggu ketertiban umum 
secara serius”15. 
Kelemahan konvensi-konvensi di atas, yaitu the 1928 Havana Convention 
on Asylum (Konvensi Havana tahun 1928 tentang Suaka), the 1933 Montevideo 
Convention on Political Asylum (Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Suaka 
Politik) dan the 1945 Caracas Conventions on Territorial Asylum and Diplomatic 
Asylum (Konvensi Karakas tentang Suaka Teritorial dan Suaka Diplomatik tahun 
1945) adalah tidak mengatur tentang peristiwa yang terjadi di tahun 1970-an dan 
1980-an. Karena itu dalam Deklarasi Kartagena, memuat definisi pengungsi 
sama dengan definisi yang ada dalam Konvensi OAU. Konvensi Havana tahun 
1928 tentang Suaka, Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Suaka Politik dan 
Konvensi Karakas tentang Suaka Teritorial dan Suaka Diplomatik tahun 1945 
serta Deklarasi Kartagena kesemuanya ini sama-sama memberikan pengertian 
tentang pengungsi meskipun tempat berlakunya berbeda. Meskipun ada bebe-
rapa kelemahan tertentu hal itu tidak menyebabkan berkurangnya pemahaman 
tentang pengertian pengungsi. 
3.  Pengertian Pengungsi Internasional Menurut Para Ahli 
Sedangkan pengertian pengungsi internasional menurut para ahli yaitu : 
 (1) Menurut Malcom Proudfoot 
Malcom Proudfoot memberikan pengertian pengungsi dengan melihat 
keadaan para pengungsi akibat Perang Dunia II. Walaupun tidak 
secara jelas dalam memberikan pengertian tentang pengungsi, 
pengertiannya yaitu : 
“These forced movements, …were the result of the persecution, 
forcible deportation, or flight of Jews and political opponents of the 
authoritarians governments; the transference of ethnic population back 
to their homeland or to newly created provinces acquired by war or 
treaty; the arbitatry rearrangement of prewar boundaries of sovereign 
states; the mass flight of the air and the terror of bombardment from 
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 the air and under the threat or pressure of advance or retreat of 
armies over immense areas of Europe; the forced removal of popula-
tions from coastal or defence areas underv military dictation; and the 
deportation for forced labour to bloster the German war effort’. (peng-
ungsi adalah orang-orang yang terpaksa pindah ke tempat lain akibat 
adanya penganiayaan, deportasi secara paksa, atau pengusiran 
orang-orang Yahudi dan perlawanan politik pemerintah yang berkua-
sa, pengembalian etnik tertentu ke negara asal mereka atau provinsi 
baru yang timbul akibat perang atau perjanjian, penentuan tapal batas 
secara sepihak sebelum perang terjadi; perpindahan penduduk sipil 
secara besar-besaran akibat adanya serangan udara dan adanya 
tekanan atau ancaman dari para militer di beberapa wilayah Eropa; 
pindahan secara paksa penduduk dari wilayah pantai atau daerah 
pertahanan berdasarkan perintah militer, serta pemulangan tenaga 
kerja paksa untuk ikut dalam perang Jerman)16. 
(2) Menurut Pietro Verri 
Pietro Verri memberikan definisi tentang pengungsi dengan mengutip 
bunyi Pasal 1 Konvensi 1951, definisi yang ia berikan adalah “applies 
to many person who has fled the country of his nationality to avoid 
persecution or the threat of persecution”17. 
Jadi menurut Pietro Verri pengungsi adalah orang-orang yang meninggal-
kan negaranya karena adanya rasa ketakutan akan penyiksaan atau ancaman 
penyiksaan. Jadi terhadap mereka yang mengungsi masih dalam lingkup wilayah 
negaranya belum dapat disebut sebagai pengungsi menurut Konvensi Tahun 
1951. 
Lebih lanjut Prakash Amritlal Shah memaparkan bahwa The concept of 
‘refugee’ is relevant when the migration of an individual or a group of persons 
becomes problematised. Although migration has been a reality throughout known 
human existence, it is only very recently that migration simpliciter and refugee 
                                                          
16Achmad Romsan, dkk, Ibid., Hlm. 35 
 
17Ibid., Hlm. 36-37 





phenomena have been treated as distinct entities in public, academic and legal 
discourses. There exist many ‘primary’ institutions dedicated to administering the 
lives of people classed as refugees as, increasingly, migrations which are 
classed as refugee phenomena are brought into political spaces at local, national 
and global levels. These primary institutions take many different forms. They can 
be of putatively global or international reach, such as the United Nations High 
Commissioner for Refugees [UNHCR], or be brought into being by the consent of 
several States for a specific situation such as the United Nations Relief and 
Works Agency, mandated to contain the Palestinian refugees who were forced to 
flee after 1948. They can be national institutions such as the Home Office, 
Refugee Council or the Refugee Legal Centre in Britain. They can also take the 
form of non-governmental organisations [so called NGOs] which may have local, 
national or transnational reach; they tend to perform some tasks of governing the 
lives of refugees and may be linked through funding to governmental agencies 
[see Ferris, 1993]. These actors tend to generate their own definitions of what or 
who refugees are. It is the existence of a multiplicity of definition- generating 
bodies which underscores the fact that the definition of ‘refugee’ is contingent on 
the situation and the interest that propels the body into action and gives it its 
raison d’être. Above all, legally authoritative definitions tend to prevail, although, 
in practice, they may be deviated from, again depending on the interests of the 
actors18 (Konsep 'pengungsi' relevan ketika migrasi dari individu atau sekelom-
pok orang menjadi permasalahan. Meskipun migrasi telah menjadi kenyataan 
seluruh eksistensi manusia dikenal, hanya baru-baru ini bahwa migrasi dan 
fenomena pengungsi telah diperlakukan sebagai entitas yang berbeda dalam 
wacana publik, akademik dan hukum. Ada banyak lembaga 'utama' yang 
didedikasikan untuk mengelola kehidupan orang-orang digolongkan sebagai 
pengungsi, migrasi yang digolongkan sebagai fenomena pengungsi yang dibawa 
ke ruang politik di tingkat lokal, nasional dan global. Lembaga-lembaga utama 
dapat tergolong dari berbagai bentuk. Mereka bisa dari jangkauan global atau 
                                                          
18 Prakash Amritlal Shah, Refugees, Race and the Legal Concept of Asylum in Britain, 
(London: Cavendish Publishing Limited, 2000), Hlm. 1-2 
 




 internasional, seperti Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi [UNHCR], atau 
dengan persetujuan dari beberapa Negara untuk situasi tertentu seperti Badan 
Bantuan dan Pekerja PBB, mandat untuk membantu pengungsi Palestina yang 
terpaksa mengungsi setelah Tahun 1948. Mereka bisa menjadi lembaga 
nasional seperti Home Office, Dewan pengungsi atau Pusat Hukum pengungsi di 
Inggris. Mereka juga dapat berbentuk organisasi non-pemerintah [disebut LSM] 
yang mungkin memiliki jangkauan lokal, nasional atau transnasional; mereka 
cenderung untuk melakukan beberapa tugas yang mengatur kehidupan peng-
ungsi dan dapat dihubungkan melalui pendanaan untuk lembaga pemerintah 
[lihat Ferris, 1993]. aktor ini cenderung menghasilkan definisi mereka sendiri 
tentang apa atau siapa pengungsi. Ini karena adanya banyak badan memberikan 
definisi yang menggarisbawahi fakta bahwa definisi 'pengungsi' adalah ber-
gantung pada situasi dan kepentingan yang mendorong dalam tindakan dan 
memberikan alasan yang tepat. Di atas semua, definisi otoritatif secara hukum 
cenderung untuk menang, meskipun, dalam prakteknya, mereka mungkin tidak 
sesuai dengan arti yang sebenarnya, sekali lagi tergantung pada kepentingan 
para aktor).  
3.  Rangkuman : 
Terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara pengertian pengungsi 
sebagaimana yang didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan 
pengertian pengungsi dalam Hukum Pengungsi Internasional. Menurut hukum 
pengungsi internasional, pengertian pengungsi adalah sekelompok orang yang 
meninggalkan negaranya (melewati batas negara) karena terpaksa yang 
disebabkan adanya rasa takut akan penganiayaan, penyiksaan atau ancaman 
penyiksaan, pengusiran, adanya perlawanan politik atau pemberontak dengan 











C.  PENUTUP 
1.  Soal Latihan 
Fasilitator memberikan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan 
pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada materi bahasan ini dengan mem-
berikan pertanyaan antara lain sebagai berikut: 
1. Jelaskan pengertian pengungsi internasional? 
2. Jelaskan letak perbedaan antara pengungsi dalam Kamus Besar 
Bahasan Indonesia dengan pengungsi dalam hukum pengungsi inter-
nasional? 
3. Jelaskan perbedaan pengertian yang diberikan oleh Konvensi Havana 
dengan Deklarasi Kartagena? 
4. Jelaskan inti pengertian pengungsi internasional menurut Malcom 
Proudfoot? 
5. Jelaskan inti pengertian pengungsi internasional menurut Pietro Verri? 
2.  Umpan Balik 
Mahasiswa dapat mengajukan hal tentang kondisi yang dialami dan 
diharapkannya untuk memahami materi bahasan terkait. Beberapa tugas mandiri 
mahasiswa direspon dengan memberikan tanggapan balik terkait materi pokok 
bahasan. 
3. Daftar Pustaka 
Achmad Romsan, dkk, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum 
Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional, Bandung: 
Sanic Offset bekerjasama dengan UNHCR Jakarta, 2003. 
Alexander Betts and Gil Loescher (Ed.), Refugee in International Relations, New 
York: Oxford University Press, 2011. 
D.W. Bowett, Hukum Organisasi Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2007. 
Prakash Amritlal Shah, Refugees, Race and the Legal Concept of Asylum in 
Britain, London: Cavendish Publishing Limited, 2000. 
SUAKA, Refugees and Asylum Seekers in Indonesia, Indonesian Civil Society 
Network for Refugee Rights Protection, Lihat https://suaka.or.id/public-
awareness/refugees-and-asylum-seekers-in-indonesia/  




 Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional, Jakarta: UI Press, 
1990. 
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dan Kebudayaan, 1995. 
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 BAB II 
ISTILAH-ISTILAH DALAM 
HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL 
 
A.  PENDAHULUAN 
1. Sasaran Pembelajaran 
          Mahasiswa mampu menguraikan istilah-istilah dalam hukum pengungsi 
internasional. 
2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat 
Sebelum mempelajari materi ini mahasiswa harus mempunyai penge-
tahuan awal tentang dasar-dasar ilmu hukum dan sebagai prasyarat mahasiswa 
telah lulus mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Internasional, Hukum 
Perjanjian Internasional. Selain itu mahasiswa harus mempunyai kemampuan 
kognitif, psikomotorik dan afektif dalam mempelajari ruang lingkup hukum peng-
ungsi internasional. 
3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya 
Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman awal kepada maha-
siswa tentang karakterisrik hukum pengungsi internasional menyangkut istilah-
istilah dalam hukum pengungsi internasional, sehingga akan lebih mudah maha-
siswa untuk memahami atau mempelajari pokok bahasan selanjutnya tentang 
perlindungan internasional terhadap pengungsi. 
4. Manfaat Bahan Pembelajaran 
Setelah mengikuti dan memahami materi bahasan ini maka mahasiswa 
mampu menguraikan istilah-istilah dalam hukum pengungsi internasional. 
5. Petunjuk Belajar Mahasiswa 
Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa diwajibkan membaca materi 
dalam buku ajar ini. Setelah pemaparan materi bahasan tersebut di atas maha-
siswa diberi kesempatan bertanya atau membentuk kelompok diskusi, serta 
mahasiswa dibebaskan untuk mengemukakan pendapat seluas-luasnya dan 
bertanya kepada fasilitator jika ada materi yang kurang. Selain itu mahasiswa 





juga diberikan tugas mandiri dalam bentuk mahasiswa melakukan penelusuran 
bahan pustaka terkait hukum pengungsi internasional, dan dibahas berdasarkan 
ruang lingkup materi yang telah diajarkan. 
 
B.  PENYAJIAN MATERI BAHASAN 
ISTILAH-ISTILAH DALAM HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL 
Terdapat beberapa istilah di dalam hukum pengungsi internasional. Istilah-
istilah ini seringkali digunakan pada saat membahas mengenai pengungsi inter-
nasional, beberapa istilah inipun sangat melekat, sehingga terkadang banyak 
yang tidak mengetahui batasan pengertian antara istilah yang satu dengan istilah 
lainnya. Istilah-istilah dalam hukum pengungsi internasional yang dimaksud ada-
lah sebagai berikut :19 
1. Economic Migrant (Migran Ekonomi) 
Pengertian Economic Migrant adalah : 
“person who, in pursuit of employment or a better over all standard of living 
(that is, motivated by economic considerations), leave their country to take 
up residence elsewhere”. 
Migran Ekonomi adalah orang-orang yang mencari pekerjaan atau penghi-
dupan yang layak (karena pertimbangan ekonomi) meninggalkan negaranya 
untuk bertempat tinggal dimanapun. 
2. Refugees Sur Place (Pengungsi Sur Place) 
Pengertian Refugees Sur Place adalah : 
“A person who was not a refugee when she left her country, but who became 
a refugee at a later date. A person becames a refugee sur place due to 
circumstances arising in her country of origin during her absence”. 
Pengungsi Sur Place adalah seseorang yang tidak termasuk kategori peng-
ungsi sewaktu dia tinggal di negaranya, tetapi kemudian menjadi pengungsi 
dikarenakan keadaan yang terjadi di negara asalnya selama dia tidak ada. 
                                                          
19Achmad Romsan dkk, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional 
dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional, (Bandung: Sanic Offset bekerjasama dengan 
UNHCR Jakarta, 2003). Hlm. 28 




 3. Statutory Refugees (Pengungsi Statuta) 
Pengertian Statutory Refugees adalah : 
“persons who meet the definitions of international instrumens concerning 
refugees prior to the 1951 Convention are usually referred to as “statutory 
refugees”. 
Pengungsi Statuta adalah orang-orang yang yang memenuhi kriteria sebagai 
pengungsi menurut instrumen-instrumen internasional sebelum tahun 1951. 
Istilah ini hanya dipakai untuk membedakan antara “pengungsi sebelum 
Konvensi 1951” dengan “pengungsi menurut Konvensi 1951”. 
4. War Refugees (Pengungsi Perang) 
War Refugees adalah : 
“persons compelled to leave their country of origin as a result of international 
or national armed conflicts are not normally considered refugees under the 
1951 Conventions or 1967 Protocol. They do, however, have the protection 
provided for in other international instrumens, i. e. the Geneva Convention of 
1949, et.al. In the case of forces invasion and subsequent occupation, occu-
pying forces may begin to persecute segments of the populations. In such 
cases, asylum seekers may meet the conditions of the Convention define-
tion”. 
Pengungsi Perang adalah mereka yang terpaksa meninggalkan negara 
asalnya akibat pertikaian bersenjata yang bersifat internasional atau nasional 
yang tidak dianggap pengungsi biasa menurut Konvensi 1951 atau Protokol 
1967. Pengungsi jenis ini mendapat perlindungan menurut instrumen inter-
nasional yang lain, yakni Konvensi-Konvensi Geneva 1949. 
5. Mandate Refugee (Pengungsi Mandat) 
Pengungsi Mandat dipergunakan untuk menunjuk orang-orang yang diakui 
statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR sesuai dengan fungsi, wewe-
nang, atau mandat yang ditetapkan oleh Statuta UNHCR. Istilah pengungsi 
mandat dipergunakan terhadap para pengungsi yang berada di bawah 
kewenangan atau mandat UNHCR, seperti : 





(a) Orang-orang yang diakui sebagai pengungsi oleh UNHCR, dimanapun 
mereka berada, sebelum berlakunya Konvensi 1951 pada 22 April 
1954 dan / sebelum berlakunya Protokol 1967 pada 4 Oktober 1967, 
(b) Orang-orang yang diakui sebagai pengungsi oleh UNHCR yang 
berada di luar negara-negara Pihak pada Konvensi 1951 (sesudah 
mulai berlakunya sejak 22 April 1954) dan / atau Protokol 1967 (sesu-
dah mulai berlakunya sejak 4 Oktober 1967).  
Pengungsi Mandat adalah seseorang yang memenuhi kriteria Statuta 
UNHCR sebagai pengungsi dan oleh karenanya mendapat perlindungan dari 
PBB, baik yang bersangkutan berada di dalam atau di luar negara Peserta 
Konvensi 1951 atau Protokol 1967. Pengertian lain pengungsi mandat ada-
lah seseorang yang mengklaim dirinya pencari suaka yang diberi status dan 
diberi kartu identitas kepada mereka yang telah dinyatakan sebagai peng-
ungsi, serta dilakukan pencegahan penahanan, pengusiran terhadap mereka 
atau pengembalian paksa ke tempat wilayah pengungsi yang sedang terjadi 
persekusi20. 
6. Statute Refugee (Pengungsi Konvensi) 
Pengungsi Konvensi dipergunakan untuk menunjuk pada orang-orang yang 
berada di dalam wilayah negara-negara pihak pada Konvensi 1951 dan / 
atau Protokol 1967, yang statusnya sebagai pengungsi diakui oleh negara-
negara pihak Konvensi 1951 dan / atau Protokol 1967 berdasarkan ketentu-
an-ketentuan atau kriteria yang ditetapkan oleh instrumen-instrumen terse-
but. Pengungsi Konvensi ini juga adalah termasuk orang-orang yang meme-
nuhi kriteria sebagai pengungsi menurut instrumen-instrumen sebelum tahun 
195121. 
7. Internally Displaced Persons / IDPs (Pengungsi Dalam Negeri) 
Istilah Internally Displaced Persons / IDPs digunakan oleh PBB dan 
UNHCR pertama kali pada tahun 1972 untuk menunjuk orang-orang di 
                                                          
20Enny Soeprapto, Hak Asasi Manusia dan Pengungsi, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 
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21Achmad Romsan, dkk, Op.Cit., Hlm. 32 




 Sudan yang karena terjadi konflik bersenjata internal di negara itu terpaksa 
meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke tempat-tempat lain yang 
lebih aman akan tetapi masih dalam wilayah negara mereka sendiri. Istilah 
ini dipakai sampai pada tahun 1974. Sejak tahun 1975 UNHCR dan PBB 
memakai istilah ini untuk merujuk kepada orang-orang yang meninggalkan 
kampung halamannya untuk pergi ke tempat lain yang dirasanya aman, 
sebagai akibat terjadinya konflik bersenjata di negara asalnya, tetapi yang 
(sudah) berada di luar perbatasan negara asalnya. Untuk displaced persons 
dalam pengertian semula (tetap masih berada dalam wilayah negara yang 
sama), dan untuk itu UNHCR memakai istilah Internally Displaced Persons / 
IDPs. 
Istilah displaced persons dalam berbagai resolusi Majelis Umum tahun 
1975 yang memberikan hak kepada UNHCR untuk memberikan bantuan dan 
perlindungan kepada orang-orang terlantar (persons displaced) di luar 
negara asal yang tidak dimasukkan dalam “kondisi seperti pengungsi”, akibat 
kejadian-kejadian (kadang-kadang sebagai “bencana buatan manusia”) yang 
timbul dalam negara asal mereka. Dalam Guilding Principles on Internal 
Displacement, angka 2: mengenai pengantar, memuat pengertian dari istilah 
Internally Displaced Persons (IDPs) sebagai berikut : 
“…internally displaced persons are persons or groups of persons who 
have been forced or obliged to flee or to leave their homes or places of 
habitual residence, in particular as a result of or in order to avoid the 
effects of armed conflict, situations of generalized violence, violations of 
human rights or natural or human made disasters, and who have not 
crossed an internationally recognized state border”22. 
Internally Displaced Person’s (pengungsi internal) adalah orang-orang / 
kelompok-kelompok orang yang dipaksa / terpaksa melarikan diri / mening-
galkan rumah mereka / tempat mereka dahulu biasa tinggal, terutama akibat 
dari / dalam rangka menghindar dari dampak konflik bersenjata, situasi ra-
wan yang ditandai maraknya tindak kekerasan secara umum, pelanggaran 
                                                          
22Ibid., Hlm. 32-33 





HAM, bencana alam, atau bencana akibat ulah manusia, dan yang tidak 
melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional. 
UNHCR mempunyai peran penting dalam memobilisasi dan meng-
koordinir inisiatif pembagian tanggung jawab dan beban tersebut. Karena 
kepergian pengungsi (Internasional) dan pengungsi Internal (IDPs) sering 
bertumpang tindih, dan hasilnya koordinasi kegiatan secara tunggal sering-
kali menjadi pemecahan yang paling masuk akal, terutama selama operasi 
pemulangan kembali ketika IDP diungsikan atau kembali kelokasi geografis 
yang sama dengan para pengungsi (Internasional)23. Pengertian IDPs 
lainnya adalah orang-orang yang tersingkir dalam negeri yang disebabkan 
oleh manusia atau karena faktor alam. 
8. Stateless Persons (Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan) 
Stateless Persons adalah “persons who either from birth or as result 
of subsequent changes in their country of origin are without citizenship”. Jadi 
orang yang termasuk orang-orang tanpa kewarganegaraan adalah setiap 
orang baik sejak kelahiran atau akibat perubahan di dalam negara asalnya 
menjadikannya tidak memiliki kewarganegaraan. Berarti ada dua penyebab 
seseorang dapat menjadi tidak memiliki kewarganegaraan, yaitu sejak lahir 
atau akibat perubahan dalam negara asalnya. Upaya internasional dalam 
rangka mengurangi “stateless persons” sudah ada yaitu melalui “The Con-
vention on the Reduction of Statelessnes (1961)”. Salah satu bentuk peruba-
han yang terjadi dalam suatu negara yang dapat menyebabkan seseorang 
atau sekelompok orang kehilangan kewarganegaraannya adalah peristiwa 
succession of state (suksesi negara). Menurut Ian Bronwlie bahwa “State 
succession arises when there is a definitive replacement of sovereignty over 
a given territory in conformity with international law24”. 
                                                          
23UNHCR, Pengungsi Dalam Negeri Sendiri (IDP) Pertanyaan dan Jawaban. 
(Switzerland: Komisariat Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi, 2007). Hlm. 13 
 
24Kadarudin, Keterkaitan Antara Stateless Persons, Pencari Suaka dan Pengungsi, 
Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum “Gratia” Volume VIII Nomor 1 April 2012. Makassar: Kopertis 
Wilayah IX Sulawesi. Hlm. 105 




 Untuk menghindari seseorang kehilangan kewarganegaraan dalam 
peristiwa suksesi negara, Resulosi Majelis Umum Nomor 55/153 mengenai 
“Nationally of natural persons in relation to the succession of states” dalam 
Pasal 1 yaitu : 
“Every individual who, on the date of the succession of states, had the 
nationality of the predecessor State, irrespective of the mode of acqui-
sition of that nationality, has the right to the nationality at least one of 
the state concered…..” 
Berdasarkan resolusi ini, maka setiap orang yang pada saat terjadi 
suksesi negara, berkewarganegaraan dari negara lama (predecessor state) 
memiliki hak atas kewarganegaraan dari salah satu negara yang tersangkut. 
Maksudnya orang yang bersangkutan dapat memilih kewarganegaraannya 
baik dari negara lama atau negara pengganti (successor state). Pilihan ini, 
tentunya untuk menghindari agar seseorang tidak kehilangan kewarganega-
raan dan akan menjadi seorang yang tidak memiliki kewarganegaraan (state-
less persons). 
Pengertian lain dari stateless persons adalah seseorang yang berada 
di luar negara kewarganegarannya atau apabila tidak memiliki kewargane-
garaannya, yang disebabkan karena mempunyai atau pernah mempunyai 
rasa kecemasan yang berdasar atas persekusi karena alasan ras, agama, 
rumpun, bangsa atau opini politik yang dapat / tidak dapat, berdasarkan 
kecemasan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan pemerintah 
negara dimana kewarganegaraannya berada. Dengan adanya istilah-istilah 
yang berkaitan dengan hukum pengungsi maka dapat diketahui dan dapat 
dibedakan antara pengungsi itu sendiri dengan isilah-istilah yang berkaitan 
dengan hukum pengungsi, karena terkadang masyarakat awam berpanda-
ngan semuanya itu sama pengertiannya25. 
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9.  Rangkuman : 
1. Migran Ekonomi adalah orang-orang yang mencari pekerjaan atau peng-
hidupan yang layak (karena pertimbangan ekonomi) meninggalkan nega-
ranya untuk bertempat tinggal dimanapun. 
2. Pengungsi Sur Place adalah seseorang yang tidak termasuk kategori 
pengungsi sewaktu dia tinggal di negaranya, tetapi kemudian menjadi 
pengungsi dikarenakan keadaan yang terjadi di negara asalnya selama 
dia tidak ada. 
3. Pengungsi Statuta adalah orang-orang yang yang memenuhi kriteria se-
bagai pengungsi menurut instrumen-instrumen internasional sebelum 
tahun 1951. Istilah ini hanya dipakai untuk membedakan antara “peng-
ungsi sebelum Konvensi 1951” dengan “pengungsi menurut Konvensi 
1951”. 
4. Pengungsi Perang adalah mereka yang terpaksa meninggalkan negara 
asalnya akibat pertikaian bersenjata yang bersifat internasional atau na-
sional yang tidak dianggap pengungsi biasa menurut Konvensi 1951 atau 
Protokol 1967. Pengungsi jenis ini mendapat perlindungan menurut ins-
trumen inter-nasional yang lain, yakni Konvensi-Konvensi Geneva 1949. 
5. Pengungsi Mandat adalah seseorang yang memenuhi kriteria Statuta 
UNHCR sebagai pengungsi dan oleh karenanya mendapat perlindungan 
dari PBB, baik yang bersangkutan berada di dalam atau di luar negara 
Peserta Konvensi 1951 atau Protokol 1967. 
6. Pengungsi Konvensi dipergunakan untuk menunjuk pada orang-orang 
yang berada di dalam wilayah negara-negara pihak pada Konvensi 1951 
dan / atau Protokol 1967, yang statusnya sebagai pengungsi diakui oleh 
negara-negara pihak Konvensi 1951 dan / atau Protokol 1967 ber-
dasarkan ketentuan-ketentuan atau kriteria yang ditetapkan oleh instru-
men-instrumen tersebut. Pengungsi Konvensi ini juga adalah termasuk 
orang-orang yang meme-nuhi kriteria sebagai pengungsi menurut instru-
men-instrumen sebelum tahun 1951.  




 7. Internally Displaced Person’s (pengungsi internal) adalah orang-orang / 
kelompok-kelompok orang yang dipaksa / terpaksa melarikan diri / 
meninggalkan rumah mereka / tempat mereka dahulu biasa tinggal, ter-
utama akibat dari / dalam rangka menghindar dari dampak konflik bersen-
jata, situasi rawan yang ditandai maraknya tindak kekerasan secara 
umum, pelanggaran HAM, bencana alam, atau bencana akibat ulah ma-
nusia, dan yang tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara 
internasional. 
8. Stateless persons adalah seseorang yang berada di luar negara kewar-
ganegarannya atau apabila tidak memiliki kewargane-garaannya, yang 
disebabkan karena mempunyai atau pernah mempunyai rasa kecemasan 
yang berdasar atas persekusi karena alasan ras, agama, rumpun, bangsa 
atau opini politik yang dapat / tidak dapat, berdasarkan kecemasan ter-
sebut tidak mau memanfaatkan perlindungan pemerintah negara dimana 
kewarganegaraannya berada. Dengan adanya istilah-istilah yang berkai-
tan dengan hukum pengungsi maka dapat diketahui dan dapat dibedakan 
antara pengungsi itu sendiri dengan isilah-istilah yang berkaitan dengan 
hukum pengungsi, karena terkadang masyarakat awam berpanda-ngan 
semuanya itu sama pengertiannya. 
 
C.  PENUTUP 
1.  Soal Latihan 
Fasilitator memberikan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan 
pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada materi bahasan ini dengan mem-
berikan pertanyaan antara lain sebagai berikut: 
1. Jelaskan inti perbedaan antara pengungsi internasional dengan IDPs? 
2. Jelaskan perbedaan antara Pengungsi Statuta dengan Pengungsi 
Konvensi? 
3. Jelaskan perbedaan antara Pengungsi Perang dengan Stateless 
Persons? 
4. Jelaskan kapan seorang pengungsi dikategorikan Pengungsi Mandat? 





5. Dapatkah Stateless Persons dengan sendirinya menjadi seorang 
pengungsi internasional menurut hokum pengungsi internasional? 
Jelaskan! 
2. Umpan Balik 
Mahasiswa dapat mengajukan hal tentang kondisi yang dialami dan 
diharapkannya untuk memahami materi bahasan terkait. Beberapa tugas mandiri 
mahasiswa direspon dengan memberikan tanggapan balik terkait materi pokok 
bahasan. 
3. Daftar Pustaka 
Achmad Romsan, dkk, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum 
Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional, Bandung: 
Sanic Offset bekerjasama dengan UNHCR Jakarta, 2003. 
Enny Soeprapto, Hak Asasi Manusia dan Pengungsi, Jakarta: Rajawali Press, 
2002. 
UNHCR, Pengungsi Dalam Negeri Sendiri (IDP) Pertanyaan dan Jawaban, 
(Switzerland: Komisariat Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi, 2007. 
Kadarudin, Keterkaitan Antara Stateless Persons, Pencari Suaka dan Peng-
ungsi, Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum “Gratia” Volume VIII Nomor 1 












 BAB III 
MEKANISME PERLINDUNGAN INTERNASIONAL 
PENGUNGSI 
 
A.  PENDAHULUAN 
1. Sasaran Pembelajaran 
Mahasiswa mampu menguraikan sejarah, konsep dan perkembangan me-
kanisme perlindungan internasional terhadap pengungsi. 
2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat 
Sebelum mempelajari materi ini mahasiswa harus mempunyai penge-
tahuan awal tentang pengertian hukum pengungsi internasional, dan sebagai 
prasyarat mahasiswa telah lulus mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Hukum 
Internasional, dan Hukum Perjanjian Internasional. Selain itu mahasiswa harus 
mempunyai kemampuan kongintif, psikomotorik dan afektif dalam mempelajari 
cakupan mekanisme perlindungan internasional pengungsi.  
3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya 
Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa 
tentang isi materi kerangka hukum perlindungan internasional, kewajiban dalam 
memberikan perlindungan internasional, orang-orang yang membutuhkan perlin-
dungan internasional, dan kerjasama dalam memberikan perlindungan interna-
sional, sehingga akan lebih mudah mahasiswa untuk memahami atau mempe-
lajari pokok bahasan selanjutnya tentang sumber-sumber hukum pengungsi 
internasional. 
4. Manfaat Bahan Pembelajaran  
Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu menguraikan 
kerangka hukum perlindungan internasional, kewajiban dalam memberikan per-
lindungan internasional, orang-orang yang membutuhkan perlindungan interna-
sional, dan kerjasama dalam memberikan perlindungan internasional, sehingga 





mahasiswa dapat mengetahui secara jelas bagaimana perlindungan interna-
sional yang diberikan terhadap pengungsi. 
5. Petunjuk Belajar Mahasiswa 
Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa diwajibkan membaca materi 
dalam buku ajar ini. Setelah pemaparan materi bahasan tersebut di atas maha-
siswa diberi kesempatan bertanya atau membentuk kelompok diskusi, serta 
mahasiswa dibebaskan untuk mengemukakan pendapat seluas-luasnya dan 
bertanya kepada fasilitator jika ada materi yang kurang. Selain itu mahasiswa 
juga diberikan tugas mandiri dalam bentuk mahasiswa melakukan penelusuran 
bahan pustaka terkait hukum pengungsi internasional, dan dibahas berdasarkan 
ruang lingkup materi yang telah diajarkan. 
 
B.  PENYAJIAN MATERI BAHASAN 
MEKANISME PERLINDUNGAN INTERNASIONAL PENGUNGSI 
1.  Kerangka Hukum Perlindungan Internasional 
Dalam membahas mekanisme perlindungan internasional terhadap peng-
ungsi (internasional), maka tidak akan terlepas dari cakupan sub pembahasan 
mengenai kerangka hukum perlindungan internasional, kewajiban dalam mem-
berikan perlindungan internasional, orang-orang yang membutuhkan perlindu-
ngan internasional, dan kerjasama dalam memberikan perlindungan interna-
sional. Oleh karenanya, perlindungan internasional ini menjadi sangat penting 
mengingat substansi konsep dan implementasinya sangat ditekankan, khu-
susnya pada tataran implementasi negara dan UNHCR. 
The legal framework underpinning refugee protection is composed of 
international refugee law, international human rights law and, in certain circums-
tances, international humanitarian law and international criminal law. In turn, 
each of these bodies of law is made up of one or more of the following com-
ponents26 (Kerangka hukum yang mendukung perlindungan pengungsi terdiri 
dari hukum pengungsi internasional, hukum hak asasi manusia internasional 
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 dan, dalam keadaan tertentu, hukum kemanusiaan internasional dan hukum 
pidana internasional. Tiap badan-badan ini terdiri dari satu atau lebih dari kom-
ponen-komponen berikut) :  
- Treaties. These are legally binding agreements among States that can 
either be open to all countries [universal] or specifically confined to a 
few States with a shared interest [usually regional]. A treaty is not 
binding on a State unless the State has chosen to accede to or ratify it 
and has thereby become a Party to it (Perjanjian. Ini mengikat secara 
hukum perjanjian antar Negara yang dapat menjadi terbuka untuk 
semua negara [yang universal] atau secara khusus terbatas pada 
beberapa Negara dengan kepentingan bersama [lingkup regional]. 
Sebuah perjanjian tidak mengikat Negara kecuali negara telah memi-
lih untuk menyetujui atau meratifikasinya, sehingga dengan demikian 
negara tersebut telah menjadi Peserta dalam perjanjian itu);  
- Customary international law. This body of law consists of practices by 
States that have become so firmly established that they have become 
legally binding rules. All countries are considered to be bound by 
customary international law (Hukum kebiasaan internasional. Kerang-
ka hukum ini terdiri dari praktek-praktek dari Negara dan bersifat 
tetap, sehingga dengan demikian bahwa mereka mau mengikatkan 
diri secara hukum. Semua negara dianggap terikat oleh hukum 
kebiasaan internasional);  
- General principles of law. Where neither a treaty nor custom covers a 
particular issue, principles considered common to major legal systems 
throughout the world can also be applied (Prinsip-prinsip umum 
hukum internasional. Di mana tidak ada perjanjian atau kebiasaan 
mencakup isu tertentu, prinsip-prinsip hukum internasional dianggap 
menjadi prinsip umum sebagai suatu sistem hukum yang besar di 
seluruh dunia yang dapat diterapkan);  
- Judicial decisions, made by States’ superior courts, and the opinions 
of respected academics. These decisions and opinions assist in the 





interpretation of international law.  As agreed in the Vienna 
Convention on the Law of Treaties [1969], when States interpret the 
extent of their obligations under a treaty, they must do so in good faith, 
in accordance with the ordinary meaning of the terms used, and in 
light of the treaty’s object and purpose. In arriving at their interpre-
tations, States may examine the prevailing context in which their 
obligations are to be exercised, any subsequent agreements, and their 
own national practices. There are also a number of instruments, 
conclusions, and recommendations that reflect political, rather than 
legal, commitments by States, but that, nonetheless, influence the 
overall legal framework for refugee protection. These are known 
collectively as “soft law”. In some specific situations, legally binding 
resolutions adopted by the United Nations Security Council under 
Chapter VII of the United Nations Charter may also form part of the 
legal framework for international protection (Keputusan Pengadilan-
Pengadilan Internasional, yang dibuat oleh pengadilan, dan pendapat 
dari akademisi sangat dihormati. keputusan ini, dan opini membantu 
dalam penafsiran hukum internasional. Seperti yang disepakati dalam 
Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian [1969], ketika negara-
negara menafsirkan sejauh mana kewajiban mereka di bawah perjan-
jian, mereka harus melakukannya dengan itikad baik, sesuai dengan 
arti dari istilah yang digunakan, dan jelas tujuan dan objek dari suatu 
perjanjian. Pada tataran interpretasi, Negara dapat memeriksa kon-
teks yang berlaku di mana kewajiban mereka harus dilaksanakan, 
perjanjian berikutnya, dan praktik nasional mereka sendiri. Ada juga 
sejumlah instrumen, kesimpulan, dan rekomendasi yang mencermin-
kan politik dan bukan hukum, komitmen oleh Negara tetapi tetap 
mempengaruhi kerangka hukum secara keseluruhan untuk perlindu-
ngan pengungsi. Ini dikenal secara kolektif sebagai "hukum yang 
bersifat lunak". Dalam beberapa situasi tertentu, keputusan yang 
mengikat secara hukum yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB di 




 bawah Bab VII Piagam PBB mungkin juga merupakan bagian dari 
kerangka hukum untuk perlindungan internasional). 
Persoalan pengungsi telah ada sejak lebih kurang abad XX. Persoalan 
tersebut pertama kali timbul ketika terjadi Perang Rusia (ketika revolusi di rusia), 
yaitu ketika para pengungsi dari Rusia berbondong-bondong menuju ke Eropah 
Barat. Jutaan anak-anak, pria dan waita telah menderita akibat eksploitasi konflik 
etnis agama atau perang saudara. Jumlah ini dari tahun ke tahun meningkat 
secara tajam, Misalnya dalam kurun waktu 1992-1995 ada 180 juta pengungsi 
yang disebabkan bencana alam (natural disaster). Melihat hal ini Majelis Umum 
PBB telah mencanangkan periode 1990-2000 sebagai “the International Decade 
for Natural Disaster Reduction”. Saat ini, perlindungan pengungsi masih menjadi 
alasan bagi keberadaan UNHCR Sekitar 26 juta orang di dunia menjadi 
perhatian UNHCR. Mereka mencakup lebih dari 13.2 juta pengungsi, sedikitnya 
4,7 juta orang yang terusir secara internal, 8,1 juta lainnya merupakan korban 
perang dan returnee. Jumlah paling besar berasal dari Afganistan (2,3 juta), 
Rwanda (1,7 juta), Bosnia dan Herzegovina (1,3 juta), Liberia (750.000), Irak 
(630.000), Somalia (466.000), Sudan (424.000), Eritrea (362.000), Angola (324. 
000), dan Sierra Leone (320.000).27 Pada umumnya, pengungsian dilakukan 
karena terjadinya penindasan hak azasi pengungsi di negara mereka. Pada 
umumnya mereka juga mencari tanah atau negara lain sebagai tempat kediaman 
barunya yang tentunya jauh dari penindasan hak azasi manusia. Pencairan 
negara baru oleh pengungsi tentu saja harus dianggap sebagai suatu hak azasi 
manusia.28 Pengungsi adalah orang yang terpaksa memutuskan hubungan 
dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar dan mengalami 
penindasan (persecution). Rasa takut yang berdasar inilah yang membedakan 
pengungsi dengan jenis migran lainnya, seberat apapun situasinya, dan juga dari 
orang lain yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Karena pengungsi tidak 
                                                          
27 UNHCR, Informastion Paper, (Jakarta : Regional office UNHCR, 1998), Hlm. 6 dalam 
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dapat mengandalkan perlindungan dari negara yang seharusnya memberi perlin-
dungan keapad mereka, maka untuk menanggapi situasi menyedihkan yang 
dihadapi pengungsi, persiapan-persiapan khusus harus dibuat oleh masyarakat 
internasional.29 
Penanganan pengungsi ini terutama di dorong oleh rasa kemanusiaan 
untuk memberi perlindungan dan membantu pengungsi. Hal ini dilakukan karena 
mereka keluar dari negaranya dan tidak mendapat perlindungan dari negaranya. 
Masyarakat internasional yang terdiri dari berbagai negara di muka bumi ini 
merasa mempunyai kewajiban memberi perlindungan bagi para pengungsi. 
Keinginan masyarakat internasional itu mulai menemui jalan terang ketika Liga 
Bangsa-Bangsa (LBB) dibentuk pada tahun 1920. Pada waktu LBB dibentuk, 
dunia masih merasakan dampak buruk Perang Dunia I, Revolusi Rusia, dan 
runtuhnya Kekaisaran Turki yang mengakibatkan perpindahan manusia secara 
besar-besaran di Eropa dan Asia Minor.30 Kegiatan masyarakat internasional 
dalam menangani urusan pengungsi dimulai tahun 1921 ketika Liga Bangsa-
Bangsa (LBB) mengangkat seorang yang bernama Fridtjof Nansen seorang 
warga Norwegia dan penjelajah benua Afrika sebagai komisaris tinggi untuk 
pengungsi Rusia di Eropah. Pengungsi-pengungsi tersebut tidak mempunyai 
identitas sebagai bukti diri, akibtanya mereka ini tidak bisa melakukan perbuatan 
hukum, termasuk perbuatan hukum yang sangat esensial, misalnya tidak dapat 
menikah, tidak dapat membuat perjanjianperjanjia, dan dilarang melakukan 
perjalanan/bepergian. Masalah ini akhirnya menimbulkan kerepotan. Untuk 
mengatasi itu maka dibuatlah perjanjian-perjanjian Internasional di antaranya : 
Perjanjian Internasional 1928, 1933, 1938, 1939, dan 1946. Perjanjian-perjanjian 
ini diteruskan oleh PBB dengan diadakan Konferensi mengenai status pengungsi 
tahun 1951, yang dilengkapi dengan Protokol 1967. Pengertian Protokol 1967 
berbeda dengan pengertian Protokol dalam pengertian Treaty 1949, sebab 
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 pengertian Protokol 1967 merupakan persetujuan tetapi tidak merupakan peleng-
kap atau tambahan, satu sama lainnya adalah saling berkaitan.31 
Terlepas dari perdebatan mengenai pengertian Protokol 1967 yang 
merupakan persetujuan tetapi tidak merupakan pelengkap atau tambahan, satu 
sama lainnya adalah saling berkaitan adalah sah-sah saja, sepanjang aturan 
tersebut ada, lagipula dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia yang lebih 
ditekankan adalah mengenai implementasi dari instrument tersebut, dan bukan 
pada perdebatan pengertian substansi. 
2.  Kewajiban dalam Memberikan Perlindungan Internasional 
Setelah pembahasan mengenai kerangka hukum perlindungan interna-
sional tuntas, maka selanjutnya adalah siapa-siapa yang memiliki kewajiban 
dalam memberikan perlindungan internasional? Pertanyaan ini dapat dijawab 
dengan mengetahui siapakah aktor yang terkait langsung dengan pengungsian, 
sehingga demikian berdasarkan jawaban tersebut, maka sudah tentu negara dan 
organisasi yang diberi mandat oleh PBB yang khusus mengurus permasalahan 
pengungsi (dalam hal ini adalah UNHCR). Sehingga secara sederhana dapat 
dikatakan bahwa negara dan UNHCR adalah actor utama yang memiliki 
kewajiban dalam memberikan perlindungan internasional terhadap pengungsi. 
 Each State is responsible for ensuring that the rights of its citizens are 
respected. The need for international protection therefore only arises when this 
national protection is denied or is otherwise unavailable. At that point, the primary 
responsibility for providing international protection lies with the country in which 
the individual has sought asylum. All States have a general duty to provide 
international protection as a result of obligations based on international law, 
including international human rights law and customary international law. States 
that are parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and/or 
or its 1967 Protocol have obligations in accordance with the provisions of these 
instruments32 (Setiap Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-
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hak warganya dihormati. Perlunya perlindungan internasional karena itu hanya 
muncul ketika perlindungan nasional ini ditolak atau dinyatakan tidak tersedia. 
Pada saat itu, tanggung jawab utama untuk memberikan perlindungan inter-
nasional terletak pada negara di mana individu telah meminta suaka. Semua 
Negara memiliki kewajiban umum untuk memberikan perlindungan internasional 
sebagai akibat dari kewajiban berdasarkan hukum internasional, termasuk 
hukum hak asasi manusia internasional dan hukum kebiasaan internasional. 
Negara yang merupakan pihak dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi 
dan / atau Protokol 1967 memiliki kewajiban sesuai dengan ketentuan instrumen 
ini). 
As mentioned above, UNHCR also has a responsibility to provide inter-
national protection to refugees. Indeed, it remains the only international organi-
zation with a specific mandate to protect refugees at the global level. Under its 
Statute and subsequent General Assembly and ECOSOC resolutions, and in 
conjunction with the 1951 Convention, the High Commissioner’s responsibilities 
relate primarily to several groups of people known collectively as “persons of 
concern to UNHCR”. These generally include refugees and asylum-seekers, 
returnees, stateless persons and, under certain conditions, internally displaced 
persons. Thus, UNHCR’s mandate is wider than the obligations assumed by 
States party to the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol. In addition to their 
obligations under these treaties, States may also have responsibilities for 
refugees and asylum-seekers in accordance with other instruments to which they 
are parties, with principles of international law, or under their own national 
legislation33 (Seperti disebutkan di atas, UNHCR juga memiliki tanggung jawab 
untuk memberikan perlindungan internasional untuk pengungsi. Memang, tetap 
satu-satunya organisasi internasional dengan mandat khusus untuk melindungi 
pengungsi di tingkat global. Di bawah Statuta dan selanjutnya resolusi Majelis 
Umum dan ECOSOC, dan dalam hubungannya dengan Konvensi 1951, tang-
gung jawab Komisariat Tinggi PBB untuk urusan Pengungsi berhubungan 
terutama untuk beberapa kelompok orang yang dikenal secara kolektif sebagai 
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 "orang yang menjadi perhatian UNHCR". Ini umumnya termasuk pengungsi dan 
pencari suaka, orang tanpa kewarganegaraan, dan dalam kondisi tertentu, peng-
ungsi internal / IDPs. Dengan demikian, mandat UNHCR lebih besar dari kewa-
jiban sebagaimana yang diatur dalam Konvensi 1951 dan / atau Protokol 1967. 
Selain kewajiban mereka di bawah perjanjian ini, negara-negara juga memiliki 
tanggung jawab untuk pengungsi dan pencari suaka sesuai dengan instrumen 
lain yang mereka pihak, dengan prinsip-prinsip hukum internasional, atau di 
bawah undang-undang nasional mereka sendiri).  
Berdasarkan penjelasan di atas, maka negara (selaku subjek utama 
hukum internasional) dan UNHCR (sebagai satu-satunya organisasi PBB yang 
diberi mandate secara global untuk mengurusi pengungsi) memiliki kewajiban 
dalam memberikan perlindungan internasional terhadap pengungsi. 
3.  Orang-Orang yang Membutuhkan Perlindungan Internasional 
Setelah pembahasan mengenai kerangka hukum perlindungan internasio-
nal tuntas, dan negara (selaku subjek utama hukum internasional) dan UNHCR 
(sebagai satu-satunya organisasi PBB yang diberi mandate secara global untuk 
mengurusi pengungsi) memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan 
internasional terhadap pengungsi, maka selanjutnya yang terkait dengan 
pembahasan mengenai mekanisme perlindungan internasional adalah siapa-
siapa saja yang membutuhkan perlindungan internasional? Hal ini sangat 
menarik untuk dikaji, karena pertanyaan mengenai siapa-siapa saja tersebut 
menunjukkan objek dari pemberian perlindundungan internasional, sehingga 
negara dan UNHCR sebagai aktor penting dalam memberikan perlindungan 
internasional wajib mengimplementasikannya terhadap objek dimaksud. Ada 4 
(empat) kategori orang yang membutuhkan perlindungan internasional, keempat 
kategori tersebut adalah sebagai berikut :34 
(1) Refugees and asylum-seekers (Para pengungsi dan Pencari Suaka)  
Under UNHCR’s mandate, a refugee is any person who is outside his 
or her country of origin or habitual residence and is unable or unwilling 
to return there owing to (Di bawah mandat UNHCR, pengungsi adalah 
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setiap orang yang berada di luar negara asalnya atau tempat tinggal-
nya dan mampu atau tidak mau kembali ke sana karena) : 
- A well-founded fear of persecution for one of the reasons set 
out in the 1951 Convention (Sebuah ketakutan karena penga-
niayaan untuk salah satu alasan yang ditetapkan dalam Kon-
vensi 1951); 
- Serious and indiscriminate threats to life, physical integrity or 
freedom resulting from generalized violence or events seriously 
disturbing public order (ancaman serius dan melanggar hak 
untuk hidup, integritas secara fisik, atau kebebasan, yang diha-
silkan dari kekerasan atau peristiwa serius yang mengganggu 
ketertiban umum. 
An asylum-seeker is an individual who is seeking international protect-
tion whether as on individual or on a group basis. In countries with 
individualized procedures, an asylum-seeker is someone whose claim 
has not yet been finally decided on by the country in which he or she 
has submitted it. Not every asylum-seeker will ultimately be recognized 
as a refugee, but every refugee is initially an asylum-seeker (Sebuah 
pencari suaka adalah seorang individu yang mencari perlindungan 
internasional baik sebagai individu atau secara kelompok. Di negara-
negara dengan prosedur individual, sebuah pencari suaka adalah 
seseorang yang belum mendapatkan keputusan oleh negara di mana 
ia telah mengajukan suaka. Tidak setiap pencari suaka akhirnya akan 
diakui sebagai pengungsi, tapi setiap pengungsi awalnya merupakan 
pencari suaka).  
Although refugees are increasingly confused with other migrants, the 
difference is, in principle, quite clear. Refugees do not choose to leave 
their countries, but are forced to do so out of a fear of persecution. By 
contrast, other migrants do enjoy the protection of their home countries 
but decide to leave of their own volition, for instance, to improve their 
economic situation or because of family links (Meskipun kedudukan 




 sebagai pengungsi sulit dibedakan dengan migran, perbedaannya 
adalah, pada prinsipnya, cukup jelas. Pengungsi tidak memilih untuk 
meninggalkan negara mereka, tetapi dipaksa untuk melakukannya 
karena rasa takut akibat penganiayaan. Sebaliknya, migran yang 
menikmati perlindungan dari negara asal mereka, tetapi memutuskan 
untuk meninggalkan negaranya karena kemauan mereka sendiri, 
misalnya, untuk memperbaiki situasi ekonomi mereka atau karena 
hubungan keluarga). 
(2) Returnees (Orang-Orang yang Kembali) 
Returnees are former refugees or internally displaced persons [IDPs] 
who return to their country or area of origin, whether spontaneously or 
in an organized manner. It is crucial that they return voluntarily in 
safety and dignity to at least minimum conditions of physical, legal and 
material safety (Orang-orang yang kembali adalah mantan pengungsi 
atau pengungsi internal [IDPs] yang kembali ke negara atau daerah 
asal mereka, apakah secara spontan atau dengan cara yang terorga-
nisasi. Sangat penting memberikan perlindungan internasional kepada 
mereka yang kembali secara sukarela untuk keselamatan hidup dan 
martabat, setidaknya kondisi keselamatan fisik, hukum dan materi).   
(3) Stateless persons (Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan) 
These are men, women and children who are not considered to be 
nationals by any State. As such, they are without any effective national 
protection and may face discrimination when it comes to accessing 
rights generally available to nationals (Setiap orang, baik laki-laki, 
perempuan dan anak-anak yang tidak dianggap warga negara oleh 
setiap Negara. Dengan demikian, mereka tanpa perlindungan nasional 
yang efektif dan mungkin menghadapi diskriminasi ketika datang dan 
tidak mendapatkan akses hak-hak yang tersedia untuk seorang warga 
negara). 
 





(4) Internally displaced persons / IDPs (Pengungsi Internal / Dalam 
Negeri) 
Internally displaced persons [IDPs] are people who have been forced 
to flee their homes as a result of armed conflict, internal strife, syste-
matic violations of human rights or natural or man- made disasters and 
who are within the territory of their own country. UNHCR is only 
involved with IDPs under certain conditions (Pengungsi internal / dalam 
negeri [IDPs] adalah orang-orang yang telah dipaksa meninggalkan 
rumah mereka akibat konflik bersenjata, perselisihan internal, 
pelanggaran sistematis hak asasi manusia atau bencana alam dan 
berada dalam wilayah negara mereka sendiri. UNHCR hanya terlibat 
dengan pengungsi internal tersebut dalam kondisi tertentu). 
4.  Kerjasama dalam Memberikan Perlindungan Internasional 
Banyak negara, badan, atau organisasi yang memberikan perlindungan 
internasional karena alasan kemanusiaan. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu 
kerjasama yang terorganisir antara negara, badan ataupun organisasi-organisasi 
tersebut, umumnya yang melakukan kerjasama dalam memberikan perlindungan 
internasional dimaksud, adalah sebagai berikut :35 
(1) States (Negara) 
Since protecting refugees is primarily the responsibility of States, 
cooperation between them and UNHCR is essential. Governments 
work with UNHCR in a number of ways, such as by granting asylum in 
accordance with their international obligations and by providing funding 
for UNHCR’s operations throughout the world. UNHCR ensures that 
States uphold their commitments to protect refugees by, for example, 
monitoring national practices, intervening on behalf of individual 
refugees where necessary and helping governments to improve their 
capacity to provide asylum. In some countries, this may mean that 
UNHCR assesses individual asylum claims. UNHCR also works with 
regional inter-governmental organizations, such as the African Union, 
                                                          
35 Ibid., Hlm. 14-16 




 the European Union and the Organization of American States, to 
harmonize and improve the provision of international protection in their 
regions (Sejak melindungi pengungsi terutama tanggung jawab 
Negara, kerjasama antara mereka / negara dan UNHCR sangat pen-
ting. Pemerintah bekerja dengan UNHCR dalam berbagai cara, misal-
nya dengan pemberian suaka sesuai dengan kewajiban internasional 
mereka dan dengan menyediakan dana untuk operasi UNHCR di 
seluruh dunia. UNHCR memastikan bahwa Negara menjunjung tinggi 
komitmen mereka untuk melindungi pengungsi, misalnya, memantau 
praktik nasional, intervensi atas nama pengungsi individu bilamana 
pemerintah diperlukan dan membantu untuk meningkatkan kapasitas 
mereka untuk memberikan suaka. Di beberapa negara, ini mungkin 
berarti bahwa UNHCR menilai klaim suaka individu. UNHCR juga 
bekerja dengan organisasi-organisasi antar-pemerintah ditingkat regio-
nal, seperti Uni Afrika, Uni Eropa dan Organisasi Negara-negara 
Amerika, untuk menyelaraskan dan meningkatkan penyediaan perlin-
dungan internasional di daerah mereka). 
Cooperation among States is also vital for resolving refugee problems, 
particularly when there is a sudden and massive displacement of 
people across borders. International action can significantly reduce the 
burden faced by frontline States. Initiatives can include efforts to 
resolve the political crisis in the refugee-producing country, financial 
and material aid to help countries of asylum provide for refugees, and 
offers to resettle members of the refugee population. UNHCR has a 
critical role in mobilizing and coordinating such international response-
bility and burden-sharing initiatives (Kerja sama antar Negara ini juga 
penting untuk menyelesaikan masalah pengungsi, terutama ketika ada 
perpindahan / arus pengungsian secara tiba-tiba dan dalam jumlah 
yang besar di seluruh perbatasan. tindakan internasional dapat secara 
signifikan mengurangi beban yang dihadapi oleh perbatasan negara-
negara. Inisiatif dapat mencakup upaya untuk menyelesaikan krisis 





politik di negara, bantuan keuangan dan material pengungsi untuk 
membantu negara-negara suaka menyediakan fasilitas bagi peng-
ungsi, dan menawarkan untuk memukimkan kembali anggota peng-
ungsi tersebut. UNHCR memiliki peran penting dalam memobilisasi 
dan mengkoordinasikan bidang tanggung jawab dan pembagian beban 
inisiatif internasional). 
(2) United Nations bodies (Organ-Organ PBB) 
The need for partnerships goes well beyond simply that between 
UNHCR and States. Although UNHCR is the only United Nations 
agency with a specific global mandate relating to refugees, it regularly 
works with a range of other United Nations bodies. These include, but 
are not limited to (Kebutuhan kemitraan diperlukan hanya antara 
UNHCR dan negara-negara. Meskipun UNHCR adalah satu-satunya 
badan PBB dengan mandat global khusus yang berkaitan dengan 
pengungsi, secara teratur bekerja dengan berbagai badan PBB lain-
nya, namun tidak terbatas pada) : 
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs / OCHA, which coordinates United Nations assistance in 
humanitarian crises that go beyond the capacity and mandate 
of any single agency, often in returnee and IDP situations 
(Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan / OCHA, 
yang mengkoordinasikan bantuan PBB dalam krisis kemanusia-
an yang melampaui kapasitas dan mandat dari setiap lembaga 
tunggal, seperti pengungsi yang kembali ke negara asalnya dan 
situasi yang dialami oleh IDP); 
- World Food Programme / WFP, which supplies relief food aid, 
including to refugee camps (Program Pangan Dunia / WFP, 
yang memasok bantuan pangan, termasuk ke kamp-kamp 
pengungsi); 
- United Nations Children’s Fund / UNICEF, which promotes 
children’s rights through programmes focusing on children’s 




 health, nutrition, education, training and social services, and 
whose activities often complement UNHCR’s efforts on behalf 
of refugee boys and girls (Dana PBB untuk Anak-Anak / 
UNICEF, yang mempromosikan hak-hak anak melalui program 
yang berfokus pada kesehatan anak-anak, gizi, pendidikan, 
pelatihan dan pelayanan sosial, dan yang aktivitasnya sering 
melengkapi upaya UNHCR baik anak laki-laki dan perempuan 
sebagai pengungsi); 
- World Health Organization / WHO, which directs and coordina-
tes international health work and is active in immunization and 
reproductive health campaigns (Organisasi Kesehatan Dunia / 
WHO, yang mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja kese-
hatan internasional dan aktif dalam imunisasi dan kampanye 
kesehatan reproduksi); 
- United Nations Development Programme / UNDP, which 
coordinates all United Nations development activities, including 
the oversight of long-term development activities following a 
refugee emergency and assisting in the integration of refugees 
into countries of asylum or their reintegration on return home 
(Program PBB untuk Pembangunan / UNDP, yang mengkoor-
dinasikan semua kegiatan pembangunan PBB, termasuk pe-
ngawasan kegiatan pembangunan jangka panjang menyusul 
darurat pengungsi dan membantu dalam integrasi pengungsi ke 
negara-negara suaka atau reintegrasi mereka kembali pulang 
ke negara asalnya); 
- Joint United Nations Programme on HIV/AIDS [UNAIDS], 
which, as the leading advocate for global action against this 
epidemic, spearheads initiatives to care for and support those 
affected (Program Bersama PBB untuk HIV / AIDS [UNAIDS], 
yang memberikan advokasi untuk aksi global melawan epidemi, 





ujung tombak inisiatif untuk merawat dan mendukung mereka 
yang terkena dampak dari penyakit ini); 
- Office of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights / OHCHR, which coordinates United Nations action for 
human rights and responds to severe violations of human 
rights. In recent years, greater efforts have been made to 
improve cooperation among United Nations agencies working in 
humanitarian crises, both through networks at headquarters 
[such as the Inter-Agency Standing Committee] and through 
coordination at the field level (Kantor Komisaris Tinggi PBB 
untuk Hak Asasi Manusia / OHCHR, yang mengkoordinasikan 
tindakan PBB untuk hak asasi manusia dan merespon pelang-
garan berat hak asasi manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, 
upaya yang lebih besar telah dilakukan untuk meningkatkan 
kerja sama antar badan-badan PBB yang bekerja pada krisis 
kemanusiaan, baik melalui jaringan di kantor pusat [seperti 
Komite Tetap Antar Lembaga] dan melalui koordinasi di tingkat 
lapangan). 
(3) Non-governmental organizations (Organisasi Non-Pemerintah) 
There are also many non-governmental organizations [NGOs] that play 
an invaluable role in strengthening international protection. Indeed, 
UNHCR’s Statute calls on the High Commissioner to establish contact 
with “private organizations”. NGOs vary in size, range of activities, 
source of funding and scope of geographical operation. More than 500 
NGOs work with UNHCR as implementing partners, usually delivering 
material assistance to refugees or helping to establish and maintain 
refugee camps. As such, they are often in a prime position to monitor 
and report on violations of refugee rights. Some NGOs provide legal 
counselling and representation for asylum-seekers and visit them in 
detention centres, assist resettled refugees, and lobby governments on 
behalf of individual refugees or for improvements in national asylum 




 policies (Ada banyak organisasi non-pemerintah [LSM] yang memain-
kan peran yang sangat berharga dalam memperkuat perlindungan 
internasional. Memang, Statuta UNHCR menyerukan Komisaris Tinggi 
untuk menjalin kontak dengan "organisasi swasta". LSM bervariasi 
dalam ukuran, berbagai kegiatan, sumber pendanaan dan ruang ling-
kup operasi geografis. Lebih dari 500 LSM bekerja dengan UNHCR 
sebagai mitra pelaksana, biasanya memberikan bantuan materi kepa-
da para pengungsi atau membantu untuk membangun dan memper-
tahankan kamp-kamp pengungsi. Dengan demikian, mereka sering 
bersama dalam posisi untuk memantau dan melaporkan pelanggaran 
hak-hak pengungsi. Beberapa LSM memberikan konseling dan per-
wakilan hukum untuk pencari suaka dan mengunjungi mereka di pusat 
penahanan, membantu pengungsi dipindahkan, dan melobi pemerin-
tah atas nama pengungsi individu atau untuk perbaikan dalam kebija-
kan suaka nasional). 
(4) Other organizations (Organisasi Lainnya) 
UNHCR works with the International Committee of the Red Cross 
[ICRC], an independent agency that acts to help all victims of war, in-
cluding those of internal conflicts, and to ensure respect for interna-
tional humanitarian law. This body of law regulates the way in which 
conflicts are fought by, among other measures, providing for the pro-
tection of civilians. The organization also works with the International 
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies [IFRC] which, 
through its national societies, provides humanitarian relief to people 
affected by emergencies and promotes international humanitarian law 
(UNHCR bekerja dengan Komite Palang Merah Internasional [ICRC], 
sebuah lembaga independen yang bertindak untuk membantu semua 
korban perang, termasuk orang-orang dari konflik internal, dan untuk 
menjamin penghormatan terhadap hukum kemanusiaan internasional. 
Badan ini secara hukum mengatur cara di mana korban konflik diper-
juangkan dan mengambil langkah-langkah perbaikan, menyediakan 





tempat perlindungan bagi warga sipil. Organisasi ini juga bekerja 
dengan Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah 
[IFRC] yang, melalui masyarakat nasional, memberikan bantuan kema-
nusiaan kepada orang-orang yang terkena dampak keadaan darurat 
dan mempromosikan hukum humaniter internasional). 
The International Organization for Migration [IOM], an inter-govern-
mental organization which provides migration services, is another 
important partner in UNHCR’s work, often in the context of voluntary 
repatriation (Organisasi Internasional untuk Migrasi [IOM], sebuah 
organisasi antar-pemerintah yang menyediakan layanan migrasi, ada-
lah mitra penting dalam kerja UNHCR, sering bekerjasama dalam 
konteks repatriasi sukarela). 
(5) Refugees and other persons of concern to UNHCR (Pengungsi dan 
Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR) 
The beneficiaries of international protection should always also be 
partners in its delivery. Refugees and other persons of concern under-
stand their communities better than anyone else. It is essential that 
they participate in determining the needs of their communities and in 
designing and implementing programmes. All sections of the refugee 
population, including women, children and the elderly, should be 
consulted and included in all aspects and phases of protection and 
assistance activities. If refugee men, women and children are actively 
involved, they are more likely to have greater confidence in those 
assisting them and to feel a sense of ownership regarding the 
programmes being implemented (Penerima manfaat dari perlindungan 
internasional harus selalu juga menjadi mitra dalam perpindahan 
pengungsi. Pengungsi dan orang lain yang menjadi perhatian 
memahami komunitas mereka lebih baik daripada orang lain. Adalah 
penting bahwa mereka berpartisipasi dalam menentukan kebutuhan 
masyarakat dan dalam merancang dan melaksanakan program. 
Semua bagian dari populasi pengungsi, termasuk wanita, anak-anak 




 dan orang tua, harus berkonsultasi dan termasuk dalam semua aspek 
dan tahapan kegiatan perlindungan dan bantuan. Jika pengungsi laki-
laki, perempuan dan anak-anak secara aktif terlibat, mereka lebih 
cenderung memiliki keyakinan yang lebih besar dan membantu keber-
hasilan mengenai program yang sedang dilaksanakan).  
5.  Rangkuman 
5.1 Kerangka hukum yang mendukung perlindungan pengungsi terdiri dari 
hukum pengungsi internasional, hukum hak asasi manusia internasional dan, 
dalam keadaan tertentu, hukum kemanusiaan internasional dan hukum 
pidana internasional. Tiap badan-badan ini terdiri dari satu atau lebih dari 
komponen-komponen yang diantaranya adalah perjanjian internasional, 
hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum hukum internasional, 
dan keputusan-keputusan pengadilan internasional. 
5.2 Negara (selaku subjek utama hukum internasional) dan UNHCR (sebagai 
satu-satunya organisasi PBB yang diberi mandate secara global untuk 
mengurusi pengungsi) memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan 
internasional terhadap pengungsi 
5.3 Siapa-siapa saja yang membutuhkan perlindungan internasional? Hal ini 
sangat menarik untuk dikaji, karena pertanyaan mengenai siapa-siapa saja 
tersebut menunjukkan objek dari pemberian perlindundungan internasional, 
sehingga negara dan UNHCR sebagai aktor penting dalam memberikan 
perlindungan internasional wajib mengimplementasikannya terhadap objek 
dimaksud. Ada 4 (empat) kategori orang yang membutuhkan perlindungan 
internasional, keempat kategori tersebut adalah para pengungsi dan pencari 
suaka, orang-orang yang kembali ke negara asalnya, orang-orang tanpa 
kewarganegaraan, dan pengungsi internal (dalam negeri). 
5.4 Banyak negara, badan, atau organisasi yang memberikan perlindungan 
internasional karena alasan kemanusiaan. Oleh karenanya, dibutuhkan 
suatu kerjasama yang terorganisir antara negara, badan ataupun organisasi-
organisasi tersebut, umumnya yang melakukan kerjasama dalam membe-
rikan perlindungan internasional dimaksud, adalah negara, organ-organ 





PBB, Organisasi Non Pemerintah (LSM), organisasi lainnya, dan orang-
orang yang menjadi fokus UNHCR untuk diberikan perlindungan 
internasional. 
 
C.  PENUTUP 
1. Soal Latihan 
Fasilitator memberikan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan 
pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada materi bahasan ini dengan 
memberikan pertanyaan antara lain sebagai berikut: 
1. Jelaskan yang dimaksud dengan kerangka hukum perlindungan 
internasional? 
2. Sebut dan jelaskan actor utama yang memiliki kewajiban dalam 
memberikan perlindungan internasional terhadap pengungsi? 
3. Sebut dan jelaskan siapa-siapa saja yang membutuhkan perlindungan 
internasional? 
4. Apasajakah yang menjadi komponen terhadap badan-badan yang 
mendukung perlindungan pengungsi? 
5. Jelaskan pentingnya kerjasama dalam memberikan perlindungan 
internasional? 
2. Umpan Balik 
 Mahasiswa dapat mengajukan hal tentang kondisi yang dialami dan diha-
rapkannya untuk memahami materi bahasan terkait. 
3. Daftar Pustaka 
UNHCR, An Introduction to International Protection, Protecting Persons of 
Concern to UNHCR, (Geneva: UNHCR, 2005. 
UNHCR, Informastion Paper, Jakarta : Regional office UNHCR, 1998.  
ELSAM, Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional, 
Jakarta: ELSAM, 2014. 
Sukanda Husin, UNHCR dan Perlindungan Hak Azasi Manusia. Jurnal Hukum 
Nomor 7 Tahun V/1998, Padang : FH Universitas Andalas. 
 




 BAB IV 
SUMBER HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL 
 
A.  PENDAHULUAN 
1. Sasaran Pembelajaran 
Mahasiswa mampu menyebut dan menguraikan sumber-sumber hukum 
pengungsi internasional, seperti Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, dan 
Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. 
2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat 
Sebelum mempelajari materi ini mahasiswa harus mempunyai pengeta-
huan awal tentang pengertian hukum pengungsi internasional, istilah-istilah 
dalam hukum pengungsi internasional, dan mekanisme perlindungan interna-
sional terhadap pengungsi.  
3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya 
Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa 
tentang sumber-sumber hukum pengungsi internasional, seperti Konvensi 1951 
tentang Status Pengungsi, dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, sehing-
ga akan lebih mudah mahasiswa untuk memahami atau mempelajari pokok 
bahasan selanjutnya tentang hubungan antara peranan UNHCR terhadap peng-
ungsi internasional. 
4. Manfaat Bahan Pembelajaran 
Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu menyebut dan 
menguraikan sumber-sumber hukum pengungsi internasional, seperti Konvensi 
1951 tentang Status Pengungsi, dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. 
5.  Petunjuk Belajar Mahasiswa 
Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa diwajibkan membaca materi 
dalam buku ajar ini. Setelah pemaparan materi bahasan tersebut di atas maha-
siswa diberi kesempatan bertanya atau membentuk kelompok diskusi, serta 
mahasiswa dibebaskan untuk mengemukakan pendapat seluas-luasnya dan 
bertanya kepada fasilitator jika ada materi yang kurang. Selain itu mahasiswa 





juga diberikan tugas mandiri dalam bentuk mahasiswa melakukan penelusuran 
bahan pustaka terkait hukum pengungsi internasional, dan dibahas berdasarkan 
ruang lingkup materi yang telah diajarkan. 
 
B.  PENYAJIAN MATERI BAHASAN 
SUMBER HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL 
1.  Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi 
Berikut isi dari naskah resmi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi 
(dan terjemahannya) : 
Convention Relating to the Status of Refugees, 1951  
The High Contracting Parties,  
Preamble  
- Considering that the Charter of the United Nations and the Universal Dec- 
laration of Human Rights approved on 10 December 1948 by the General 
Assembly have affirmed the principle that human beings shall enjoy funda- 
mental rights and freedoms without discrimination, 
- Considering that the United Nations has, on various occasions, manifes-
ted its profound concern for refugees and endeavoured to assure refugees 
the widest possible exercise of these fundamental rights and freedoms, 
- Considering that it is desirable to revise and consolidate previous 
internation- al agreements relating to the status of refugees and to extend 
the scope of and protection accorded by such instruments by means of a 
new agreement,  
- Considering that the grant of asylum may place unduly heavy burdens on 
certain countries, and that a satisfactory solution of a problem of which the 
United Nations has recognized the international scope and nature cannot 
therefore be achieved without international co-operation, 
- Expressing the wish that all States, recognizing the social and humanita-
rian nature of the problem of refugees, will do everything within their 
power to prevent this problem from becoming a cause of tension between 
States,  




 - Noting that the United Nations High Commissioner for Refugees is 
charged with the task of supervising international conventions providing 
for the protection of refugees, and recognizing that the effective co-
ordination of measures taken to deal with this problem will depend upon 
the co-operation of States with the High Commissioner,  
Have agreed as follows:  
Chapter I : 
General Provisions 
Article 1 
Definition of the term “refugee” 
A. For the purposes of the present Convention, the term “refugee” shall apply to 
any person who :  
(1) Has been considered are fugee under the Arrangements of 12 May 1926 and 
30 June 1928 or under the Conventions of 28 October 1933 and 10 February 
1938, the Protocol of 14 September 1939 or the Constitution of the Inter-
national Refugee Organization; 
Decisions of non-eligibility taken by the International Refugee Organ- ization 
during the period of its activities shall not prevent the status of refugee being 
accorded to persons who fulfil the conditions of para- graph 2 of this section; 
(2) As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well- 
founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, 
membership of a particular social group or political opinion, is outside the 
country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to 
avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality 
and being outside the country of his former habitual residence as a result of 
such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it. 
In the case of a person who has more than one nationality, the term “the 
country of his nationality” shall mean each of the countries of which he is a 
national, and a person shall not be deemed to be lacking the protection of the 
country of his nationality if, without any valid reason based on well-founded 





fear, he has not availed himself of the protection of one of the countries of 
which he is a national.  
B. (1)  For the purposes of this Convention, the words “events occurring before 1 
January 1951” in article 1, section A, shall be understood to mean either  
(a) “events occurring in Europe before 1 January 1951”; or  
(b) “events occurring in Europe or elsewhere before 1 January 1951”, 
and each Contracting State shall make a declaration at the time of 
signature, ratification or accession, specifying which of these mea-
nings it applies for the purpose of its obligations under this Con-
vention. 
(2)  Any Contracting State which has adopted alternative (a) may at any time 
extend its obligations by adopting alternative (b) by means of a notifi-
cation addressed to the Secretary-General of the United Nations.  
C. This Convention shall cease to apply to any person falling under the terms of 
section A if:  
(1) He has voluntarily re-availed himself of the protection of the country of 
his nationality; or  
(2) Having lost his nationality, he has voluntarily re-acquired it, or  
(3) He has acquired a new nationality, and enjoys the protection of the 
country of his new nationality; or  
(4) He has voluntarily re-established himself in the country which he left or 
outside which he remained owing to fear of persecution; or  
(5) He can no longer, because the circumstances in connexion with which 
he has been recognized as a refugee have ceased to exist, continue 
to refuse to avail himself of the protection of the country of his 
nationality; Provided that this paragraph shall not apply to a refugee 
falling under section A (1) of this article who is able to invoke 
compelling reasons arising out of previous persecution for refusing to 
avail himself of the protection of the country of nationality; 
(6) Being a person who has no nationality he is, because of the circums-
tances in connexion with which he has been recognized as a refugee 




 have ceased to exist, able to return to the country of his former 
habitual residence;  
Provided that this paragraph shall not apply to a refugee falling under 
section A (1) of this article who is able to invoke compelling reasons 
arising out of previous persecution for refusing to return to the country 
of his former habitual residence.  
D. This Convention shall not apply to persons who are at present receiving from 
organs or agencies of the United Nations other than the United Nations High 
Commissioner for Refugees protection or assistance.  
When such protection or assistance has ceased for any reason, without the 
position of such persons being definitively settled in accordance with the 
relevant resolutions adopted by the General Assembly of the United Nations, 
these persons shall ipso facto be entitled to the benefits of this Convention.  
E. This Convention shall not apply to a person who is recognized by the 
competent authorities of the country in which he has taken residence as 
having the rights and obligations which are attached to the possession of the 
nationality of that country.  
F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to 
whom there are serious reasons for considering that:  
(a) He has committeed a crime against peace, a war crime, or a crime 
against humanity, as defined in the international instruments drawn up to 
make provision in respect of such crimes;  
(b) he has committed a serious non-political crime outside the country of 
refuge prior to his admission to that country as a refugee;  
(c) he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the 
United Nations. 
Article 2 
General Obligations  
Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require 
in particular that he conform to its laws and regulations as well as to measures 
taken for the maintenance of public order.  







The Contracting States shall apply the provisions of this Convention to refugees 
without discrimination as to race, religion or country of origin.  
Article 4 
Religion 
The Contracting States shall accord to refugees within their territories treatment 
at least as favourable as that accorded to their nationals with respect to freedom 
to practice their religion and freedom as regards the religious education of their 
children.  
Article 5 
Rights Granted Apart from this Convention 
Nothing in this Convention shall be deemed to impair any rights and benefits 
granted by a Contracting State to refugees apart from this Convention.  
Article 6 
the Term “in the same circumstances” 
For the purposes of this Convention, the term “in the same circumstances” 
implies that any requirements (including requirements as to length and conditions 
of sojourn or residence) which the particular individual would have to fulfil for the 
enjoyment of the right in question, if he were not a refugee, must be fulfilled by 
him, with the exception of requirements which by their nature a refugee is 
incapable of fulfilling.  
Article 7 
Exemption from Reciprocity 
1. Except where this Convention contains more favourable provisions, a 
Contracting State shall accord to refugees the same treatment as is 
accorded to aliens generally.  
2. After a period of three years’ residence, all refugees shall enjoy exemption 
from legislative reciprocity in the territory of the Contracting States.  
3. Each Contracting State shall continue to accord to refugees the rights and 
benefits to which they were already entitled, in the absence of reciprocity, 




 at the date of entry into force of this Convention for that State.  
4. The Contracting States shall consider a vourably the possibility of accor-
ding to refugees, in the absence of reciprocity, rights and benefits beyond 
those to which they are entitled according to paragraphs 2 and 3, and to 
extending exemption from reciprocity to refugees who do not fulfil the 
conditions provided for in paragraphs 2 and 3.  
5. The provisions of paragraphs 2 and 3 apply both to the rights and benefits 
referred to in articles 13, 18, 19, 21 and 22 of this Convention and to rights 
and benefits for which this Convention does not provide.  
Article 8 
Exemption from Exceptional Measures 
With regard to exceptional measures which may be taken against the person, 
property or interests of nationals of a foreign State, the Contracting States shall 
not apply such measures to a refugee who is formally a national of the said State 
solely on account of such nationality. Contracting States which, under their 
legislation, are prevented from applying the general principle expressed in this 
article, shall, in appropriate cases, grant exemptions in favour of such refugees.  
Article 9 
Provisional Measures 
Nothing in this Convention shall prevent a Contracting State, in time of war or 
other grave and exceptional circumstances, from taking provisionally measures 
which it considers to be essential to the national security in the case of a 
particular person, pending a determination by the Contracting State that that 
person is in fact a refugee and that the continuance of such meas- ures is 
necessary in his case in the interests of national security.  
Article 10 
Continuity of Residence 
1. Where a refugee has been forcibly displaced during the Second World War 
and removed to the territory of a Contracting State, and is resident there, the 
period of such enforced sojourn shall be considered to have been lawful 
residence within that territory.  





2. Where a refugee has been forcibly displaced during the Second World War 
from the territory of a Contracting State and has, prior to the date of entry into 
force of this Convention, returned there for the purpose of taking up 
residence, the period of residence before and after such enforced displace-
ment shall be regarded as one uninterrupted period for any purposes for 
which uninterrupted residence is required.  
Article 11 
Refugee Seamen 
In the case of refugees regularly serving as crew members on board a ship flying 
the flag of a Contracting State, that State shall give sympathetic consideration to 
their establishment on its territory and the issue of travel documents to them or 
their temporary admission to its territory particularly with a view to facilitating their 
establishment in another country. 




1. The personal status of a refugee shall be governed by the law of the country 
of his domicile or, if he has no domicile, by the law of the country of his 
residence.  
2. Rights previously acquired by a refugee and dependent on personal status, 
more particularly rights attaching to marriage, shall be respected by a 
Contracting State, subject to compliance, if this be necessary, with the 
formalities required by the law of that State, provided that the right in 
question is one which would have been recognized by the law of that State 
had he not become a refugee.  
Article 13 
Movable and Immovable Property 
The Contracting States shall accord to a refugee treatment as favourable as 
possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens 
generally in the same circumstances, as regards the acquisition of movable and 




 immovable property and other rights pertaining thereto, and to leases and other 
contracts relating to movable and immovable property.  
Article 14 
Artistic Rights and Industrial Property 
In respect of the protection of industrial property, such as inventions, designs or 
models, trade marks, trade names, and of rights in literary, artistic, and scientific 
works, a refugee shall be accorded in the country in which he has his habitual 
residence the same protection as is accorded to nationals of that country. In the 
territory of any other Contracting State, he shall be accorded the same protection 
as is accorded in that territory to nationals of the coun- try in which he has his 
habitual residence.  
Article 15 
Right of Association 
As regards non-political and non-profit-making associations and trade unions the 
Contracting States shall accord to refugees lawfully staying in their territory the 
most favourable treatment accorded to nationals of a foreign country, in the same 
circumstances.  
Article 16 
Access to Courts 
1. A refugee shall have free access to the courts of law on the territory of all 
Contracting States.  
2. A refugee shall enjoy in the Contracting State in which he has his habitual 
residence the same treatment as a national in matters pertaining to access to 
the Courts, including legal assistance and exemption from cautio judicatum 
solvi.  
3. A refugee shall be accorded in the matters referred to in paragraph 2 in 
countries other than that in which he has his habitual residence the treatment 













1. The Contracting State shall accord to refugees lawfully staying in their 
territory the most favourable treatment accorded to nationals of a foreign 
country in the same circumstances, as regards the right to engage in wage- 
earning employment.  
2. In any case, restrictive measures imposedon alien sort he employment of 
aliens for the protection of the national labour market shall not be applied to a 
refugee who was already exempt from them at the date of entry into force of 
this Convention for the Contracting State concerned, or who fulfils one of the 
following conditions:  
(a) He has completed three years’ residence in the country;  
(b) He has a spouse possessing the nationality of the country of 
residence. A refugee may not invoke the benefits of this provision if 
he has abandoned his spouse;  
(c) He has one or more children possessing the nationality of the 
country of residence.  
3. The Contracting States shall give sympathetic consideration to assimi- lating 
the rights of all refugees with regard to wage-earning employment to those of 
nationals, and in particular of those refugees who have entered their territory 




The Contracting States shall accord to a refugee lawfully in their territory 
treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than 
that accorded to aliens generally in the same circumstances, as regards the right 
to engage on his own account in agriculture, industry, handicrafts and commerce 
and to establish commercial and industrial companies.  




 Article 19 
Liberal Professions 
1. Each Contracting State shall accord to refugees lawfully staying in their 
territory who hold diplomas recognized by the competent authorities of that 
State, and who are desirous of practicing a liberal profession, treatment as 
favourable as possible and, in any event, not less favourable than that 
accorded to aliens generally in the same circumstances.  
2. The Contracting States shall use their best endeavours consistently with their 
laws and constitutions to secure the settlement of such refugees in the 
territories, other than the metropolitan territory, for whose international 
relations they are responsible.  




Where a rationing system exists, which applies to the population at large and 
regulates the general distribution of products in short supply, refugees shall be 
accorded the same treatment as nationals.  
Article 21 
Housing 
As regards housing, the Contracting States, in so far as the matter is regulated 
by laws or regulations or is subject to the control of public authorities, shall 
accord to refugees lawfully staying in their territory treatment as favourable as 
possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens 
generally in the same circumstances.  
Article 22 
Public Education 
1. The Contracting States shall accord to refugees the same treatment as is 
accorded to nationals with respect to elementary education.  
2. The Contracting States shall accord to refugees treatment as favourable as 
possible, and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens 





generally in the same circumstances, with respect to education other than 
elementary education and, in particular, as regards access to studies, the 
recognition of foreign school certificates, diplomas and degrees, the remis-
sion of fees and charges and the award of scholarships.  
Article 23 
Public Relief 
The Contracting States shall accord to refugees lawfully staying in their territory 
the same treatment with respect to public relief and assistance as is accorded to 
their nationals.  
Article 24 
Labour Legislation and Social Security 
1. The Contracting States shall accord to refugees lawfully staying in their 
territory the same treatment as is accorded to nationals in respect of the following 
matters:  
(a) In so far as such matters are governed by laws or regulations or are 
subject to the control of administrative authorities: remuneration, inclu-
ding family allowances where these form part of remuneration, hours of 
work, overtime arrangements, holidays with pay, restrictions on home 
work, minimum age of employment, apprenticeship and training, 
women’s work and the work of young persons, and the enjoyment of the 
benefits of collective bargaining;  
(b) Social security (legal provisions in respect of employment injury, 
occupational diseases, maternity, sickness, disability, old age, death, 
unemployment, family responsibilities and any other contingency which, 
according to national laws or regulations, is covered by a social security 
scheme), subject to the following limitations:  
(i) There may be appropriate arrangements for the maintenance of 
acquired rights and rights in course of acquisition;  
(ii) National laws or regulations of the country of residence may 
prescribe special arrangements concerning benefits or portions of 
benefits which are payable wholly out of public funds, and concer-




 ning allowances paid to persons who do not fulfil the contribuion 
conditions prescribed for the award of a normal pension.  
2. The right to compensation for the death of a refugee resulting from employ-
ment injury or from occupational disease shall not be affected by the fact that 
the residence of the beneficiary is outside the territory of the Contracting 
State.  
3. The Contracting States shall extend to refugees the benefits of agreements 
concluded between them, or which may be concluded between them in the 
future, concerning the maintenance of acquired rights and rights in the 
process of acquisition in regard to social security, subject only to the 
conditions which apply to nationals of the States signatory to the agreements 
in question.  
4. The Contracting States will give sympathetic consideration to extending to 
refugees so far as possible the benefits of similar agreements which may at 
any time be in force between such Contracting States and non-contracting 
States.  




1. When the exercise of a right by a refugee would normally require the assis-
tance of authorities of a foreign country to whom he cannot have recourse, 
the Contracting States in whose territory he is residing shall arrange that 
such assistance be afforded to him by their own authorities or by an 
international authority.  
2. The authority or authorities mentioned in paragraph 1 shalldeliveror cause to 
be delivered under their supervision to refugees such documents or certifi-
cations as would normally be delivered to aliens by or through their national 
authorities.  
3. Documents or certifications so delivered shall stand in the stead of the official 
instruments delivered to aliens by or through their national authori- ties, and 





shall be given credence in the absence of proof to the contrary.  
4. Subject to such exceptional treatment as may be granted to indigent per-
sons, fees may be charged for the services mentioned herein, but such fees 
shall be moderate and commensurate with those charged to nationals for 
similar services.  
5. The provisions of this article shall be without prejudice to articles 27 and 28.  
Article 26 
Freedom of Movement 
Each Contracting State shall accord to refugees lawfully in its territory the right to 
choose their place of residence to move freely within its territory, subject to any 
regulations applicable to aliens generally in the same circumstances.  
Article 27 
Identity Papers 
The Contracting States shall issue identity papers to any refugee in their ter- 
ritory who does not possess a valid travel document.  
Article 28 
Travel Documents 
1. The Contracting States shall issue to refugees lawfully staying in their 
territory travel documents for the purpose of travel outside their territory, 
unless compelling reasons of national security or public order otherwise 
require, and the provisions of the Schedule to this Convention shall apply 
with respect to such documents. The Contracting States may issue such a 
travel document to any other refugee in their territory; they shall in particu- lar 
give sympathetic consideration to the issue of such a travel document to 
refugees in their territory who are unable to obtain a travel document from 
the country of their lawful residence.  
2. Travel documents issued to refugees under previous international agree-
ments by parties thereto shall be recognized and treated by the Contracting 
States in the same way as if they had been issued pursuant to this article.  
Article 29 
Fiscal Charges 




 1. The Contracting States shall not impose upon refugees duties, charges or 
taxes, of any description whatsoever, other or higher than those which are or 
may be levied on their nationals in similar situations.  
2. Nothing in the above paragraph shall prevent the application to refugees of 
the laws and regulations concerning charges in respect of the issue to aliens 
of administrative documents including identity papers.  
Article 30 
Transfer of Assets 
1. A Contracting State shall, in conformity with its laws and regulations, permit 
refugees to transfer assets which they have brought into its territory, to 
another country where they have been admitted for the purposes of reset-
tlement.  
2. A Contracting State shall give sympathetic consideration to the application of 
refugees for permission to transfer assets wherever they may be and which 
are necessary for their resettlement in another country to which they have 
been admitted.  
Article 31 
Refugees Unlawfully in the Country of Refugee 
1. The Contracting States shall not impose penalties, on account of their illegal 
entry or presence, on refugees who, coming directly from a territory where 
their life or freedom was threatened in the sense of article 1, enter or are 
present in their territory without authorization, provided they present 
themselves without delay to the authorities and show good cause for their 
illegal entry or presence.  
2. The Contracting States shall not apply to the movements of such refugees 
restrictions other than those which are necessary and such restrictions shall 
only be applied until their status in the country is regularized or they obtain 
admission into another country. The Contracting States shall allow such refu-
gees a reasonable period and all the necessary facilities to obtain admission 
into another country.  
 







1. The Contracting States shall not expel a refugee lawfully in their territory 
save on grounds of national security or public order.  
2. The expulsion of such a refugee shall be only in pursuance of a decision 
reached in accordance with due process of law. Except where compelling 
reasons of national security otherwise require, the refugee shall be allowed 
to submit evidence to clear himself, and to appeal to and be represented for 
the purpose before competent authority or a person or persons specially 
designated by the competent authority.  
3. The Contracting States shall allow such a refugee a reasonable period within 
which to seek legal admission into another country. The Contracting States 
reserve the right to apply during that period such internal measures as they 
may deem necessary.  
Article 33 
Prohibition of Expulsion or Return (“refoulement”) 
1. No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any 
manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom 
would be threatened on account of his race, religion, nationality, member- 
ship of a particular social group or political opinion.  
2. The benefit of the present provision may not, however, be claimed by a 
refugee whom there are reasonable grounds for regarding as a danger to the 
security of the country in which he is, or who, having been convicted by a 
final judgment of a particularly serious crime, constitutes a danger to the 
community of that country.  
Article 34 
Naturalization 
The Contracting States shall as far as possible facilitate the assimilation and 
naturalization of refugees. They shall in particular make every effort to expedite 
naturalization proceedings and to reduce as far as possible the charges and 
costs of such proceedings.  




 Chapter VI : 
Executory and Transitory Provisions 
Article 35 
Co-Operation of the National Authorities with the United Nations 
2. The Contracting States undertake to co-operate with the Office of the United 
Nations High Commissioner for Refugees, or any other agency of the United 
Nations which may succeed it, in the exercise of its functions, and shall in 
particular facilitate its duty of supervising the application of the pro- visions of 
this Convention.  
3. In order to enable the Office of the High Commissioner or any other agency 
of the United Nations which may succeed it, to make reports to the compe-
tent organs of the United Nations, the Contracting States undertake to 
provide them in the appropriate form with information and statistical data 
requested concerning:  
(a) The condition of refugees,  
(b) The implementation of this Convention, and;  
(c) Laws, regulations and decrees which are, or may hereafter be, in force 
relating to refugees.  
Article 36 
Information on National Legislation 
The Contracting States shall communicate to the Secretary-General of the United 
Nations the laws and regulations which they may adopt to ensure the application 
of this Convention.  
Article 37 
Relation to Previous Conventions 
Without prejudice to article 28, paragraph 2, of this Convention, this Convention 
replaces, as between parties to it, the Arrangements of 5 July 1922, 31 May 
1924, 12 May 1926, 30 June 1928 and 30 July 1935, the Conventions of 28 
October 1933 and 10 February 1938, the Protocol of 14 September 1939 and the 
Agreement of 15 October 1946.  
 








Settlement of Disputes 
Any dispute between parties to this Convention relating to its interpretation or 
application, which cannot be settled by other means, shall be referred to the 
International Court of Justice at the request of any one of the parties to the 
dispute.  
Article 39 
Signature, Ratification and Accession 
1. This Convention shall be opened for signature at Geneva on 28 July 1951 
and shall thereafter be deposited with the Secretary-General of the United 
Nations. It shall be open for signature at the European Office of the United 
Nations from 28 July to 31 August 1951 and shall be re-opened for signature 
at the Headquarters of the United Nations from 17 September 1951 to 31 
December 1952.  
2. This Convention shall be open for signature on behalf of all States Members 
of the United Nations, and also on behalf of any other State invited to attend 
the Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless 
Persons or to which an invitation to sign will have been addressed by the 
General Assembly. It shall be ratified and the instruments of ratifica- tion 
shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.  
3. This Convention shall be open from 28 July 1951 for accession by the States 
referred to in paragraph 2 of this article. Accession shall be effected by the 
deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the 
United Nations.  
Article 40 
Territorial Application Clause 
1. Any State may, at the time of signature, ratification or accession, declare that 
this Convention shall extend to all or any of the territories for the inter- 
national relations of which it is responsible. Such a declaration shall take 




 effect when the Convention enters into force for the State concerned.  
2. At any time there after any such extension shall be made by notification 
addressed to the Secretary-General of the United Nations and shall take 
effect as from the ninetieth day after the day of receipt by the Secretary-Gen- 
eral of the United Nations of this notification, or as from the date of entry into 
force of the Convention for the State concerned, whichever is the later.  
3. With respect to those territories to which this Convention is not extended at 
the time of signature, ratification or accession, each State concerned shall 
consider the possibility of taking the necessary steps in order to extend the 
application of this Convention to such territories, subject, where necessary 




In the case of a Federal or non-unitary State, the following provisions shall apply:  
(a) With respect to those articles of this Convention that come within the 
legislative jurisdiction of the federal legislative authority, the obliga- tions of 
the Federal Government shall to this extent be the same as those of Parties 
which are not Federal States;  
(b) With respect to those articles of this Convention that come within the 
legislative jurisdiction of constituent States, provinces or cantons which are 
not, under the constitutional system of the federation, bound to take 
legislative action, the Federal Government shall bring such articles with a 
favourable recommendation to the notice of the appropriate authori- ties of 
states, provinces or cantons at the earliest possible moment.  
(c) A Federal State Party to this Convention shall, at the request of any other 
Contracting State transmitted through the Secretary-General of the United 
Nations, supply a statement of the law and practice of the Federation and its 
constituent units in regard to any particular provi- sion of the Convention 
showing the extent to which effect has been given to that provision by 
legislative or other action.  







1. At the time of signature, ratification or accession, any State may make 
reservations to articles of the Convention other than to articles 1, 3, 4, 16(1), 
33, 36-46 inclusive.  
2. Any State making are servation in accordance with paragraph 1 of this article 
may at any time withdraw the reservation by a communication to that effect 
addressed to the Secretary-General of the United Nations.  
Article 43 
Entry into Force 
1. This Convention shall come into force on the ninetieth day following the day 
of deposit of the sixth instrument of ratification or accession.  
2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the 
sixth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into 
force on the ninetieth day following the date of deposit by such State of its 
instrument or ratification or accession.  
Article 44 
Denunciation 
1. Any Contracting State may denounce this Convention at any time by a 
notification addressed to the Secretary-General of the United Nations.  
2. Such denunciation shall take effect for the Contracting State concerned one 
year from the date upon which it is received by the Secretary-General of the 
United Nations.  
3. Any State which has made a declaration or notification under article 40 may, 
at any time thereafter, by a notification to the Secretary-General of the United 
Nations, declare that the Convention shall cease to extend to such territory 
one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.  
Article 45 
Revision 
1. Any Contracting State may request revision of this Convention at any time by 
a notification addressed to the Secretary-General of the United Nations.  




 2. The General Assembly of the United Nations shall recommend the steps, if 
any, to be taken in respect of such request.  
Article 46 
Notifications by the Secretary-General of the United Nations 
The Secretary-General of the United Nations shall inform all Members of the 
United Nations and non-member States referred to in article 39:  
(a) of declarations and notifications in accordance with section B of article1;  
(b) of signatures, ratifications and accessions in accordance with article 39;  
(c) of declarations and notifications in accordance with article 40;  
(d) of reservations and withdrawals in accordance with article 42;  
(e) of the date on which this Convention will come into force in accordance 
with article 43;  
(f) of denunciations and notifications in accordance with article 44;  
(g) of requests for revision in accordance with article 45.  
- In faith whereof the undersigned, duly authorized, have signed this Conven- 
tion on behalf of their respective Governments, 
- Done at Geneva, this twenty-eighth day of July, one thousand nine hundred 
and fifty-one, in a single copy, of which the English and French texts are 
equally authentic and which shall remain deposited in the archives of the 
United Nations, and certified true copies of which shall be delivered to all 
Members of the United Nations and to the non-member States referred to in 
article 39.  
 
Terjemahan resmi Konvensi 1951 dari Website UNHCR sebagai berikut : 
KONVENSI 1951 MENGENAI STATUS PENGUNGSI 
PEMBUKAAN 
PIHAK-PIHAK AGUNG YANG BERJANJI,  
- Menimbang bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia yang disetujui oleh Majelis Umum pada 10 
Desember 1948 menegaskan prinsip bahwa nanusia harus menikmati hak-
hak dan kebebasan-kebebasan fundamental tanpa diskriminasi, 





- Menimbang bahwa Perserikatan Bangsa-bangsa, pada berbagai kesem-
patan, telah memanifestasikan keprihatinannya yang dalam mengenai para 
pengungsi dan telah berikhtiar untuk menjamin para pengungsi atas 
penggunaan seluas mungkin hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamen-
tal ini, 
- Menimbang bahwa seyogianya dilakukan perubahan dan penyatuan per-
setujuan-persetujuan internasional sebelumnya mengenai status pengungsi 
serta perluasan ruang lingkup dan perlindungan yang diberikan oleh 
persetujuan-persetujuan termaksud dengan jalan pembuatan persetujuan 
baru,  
- Menimbang bahwa pemberian suaka dapat menimbulkan beban terlalu berat 
pada negara-negara tertentu, dan bahwa penyelesaian secara memuaskan 
atas masalah yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa telah diakui sebagai 
masalah yang beruang lingkup dan bersifat internasional, oleh karena itu 
tidak dapat dicapai tanpa kerja sama internasional, 
- Menyatakan keinginan bahwa semua Negara, yang mengakui sifat sosial 
dan humaniter masalah pengungsi, akan melakukan segalanya yang berada 
di dalam kekuasaannya, untuk nencegah masalah ini menjadi sebab 
ketegangan antara Negara-negara, 
- Mencatat bahwa Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk uru-
san pengungsi ditugaskan untuk memgawasi konvensi-konvensi yang 
mengatur perlindungan para pengungsi, dan mengakui bahwa koordinasi 
yang efektif, tindakan-tindakan yang diambil guna menangani masalah ini 

















DEFINISI ISTILAH "PENGUNGSI" 
A. Untuk maksud-maksud Konvensi ini, istilah "pengungsi" akan. berlaku bagi 
seseorang yang :  
(1) Telah dianggap sebagai pengungsi nenurut Pengaturan-pengaturan 12 
Mei 1926 dan 30 Juni 1928 atau menurut konvensi-konvensi 28 Oktober 
1933 dan 10 Februari 1938. Protokol 14 September 1939 atau Konstitusi 
Organisasi Pengungsi internasional; 
Keputusan-keputusan tentang tidak dapat diakuinya seseorang sebagai 
pengungsi yang diambil oleh Organisasi Pengungsi Internasional dalam 
periode kegiatan-kegiatannya tidak akan menghalangi pemberian status 
pengungsi kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syarat ayat 2 
bagian ini; 
(2) Sebagai akibar peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 
dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar 
akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keang-
gotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar 
negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan 
tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau 
seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar 
negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai 
akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kece-
masan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu. 
Dalam hal seseorang mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan, 
istilah "negara kevarganegaraannya" akan berarti masing-masing negara 
di mana ia adalah warga negara, dan se- seorang tidak akan dianggap 
tidak memperoleh perlindungan negara kewarganegaraannya jika, tanpa 





alasan yang sah yang berdasarkan kecemasan yang sungguh-sungguh 
berdasar, ia tidak memanfaatkan perlindungan salah satu negara di 
mana ia adalah warga negara.  
B. (1) Untuk maksud-maksud Konvensi ini, kaca-kaca "peristiwa-peristiwa yang 
terjadi sebelum 1 Januari 1951" dalam Pasal 1, Bagian A, berarti. (a) 
“peristiwa-peristiwa yang terjadi di Eropa sebelum 1 Januari 1951"; atau(b) 
"Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Eropa atau di tempat lain sebelum 1 
Januari 1951",  
Dan tiap Negara Pihak, pada waktu penandatanganan, ratifikasi atau 
aksesi, akan membuat deklarasi yang menyebutkan secara khusus arti-
arti mana dari arti-arti ini yang berlaku untuk maksud kewajiban-kewa-
jibannya berdasarkan Konvensi ini.  
(2) Suatu Negara Pihak yang menerima alternatif (a) Setiap waktu dapat 
memperluas kewajiban-kewajibannya dengan menerima alternatif (b) me-
lalui motifikasi yang disampaikanlah kepada Sekretaris Jenderal Perse-
rikatan Bangsa-Bangsa.  
C. Konvensi ini akan berhenti berlaku bagi seseorang yang termasuk dalam 
ketentuan-ketentuan bagian A jika:  
(1) la secara sukarela memanfaatkan perlindungan negara kewarga-
negaraannya ; atau  
(2) Setelah kehilangan kewarganegaraannya, ia secara sukarela telah 
memperolehnya kembali; atau  
(3) la telah memperoleh kewarganegaraan baru, dan menikmat perlin-
dungan negara kewarganegaraan barunya; atau 
(4) la secara sukarela telah menetap kembali di negara yang ditinggal-
kannya atau di iuar negara itu di mana ia tetap tinggal karena kece-
masan akan persekusi; atau 
(5) la tidak dapat lagi, karena keadaan-keadaan yang berhubungan 
dengan pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah tidak ada 
lagi, tetap menolak untuk memanfaatkan perlindungan negara ke-
warganegaraannya;  




 Dengan ketentuan bahwa ayat ini tidak akan berlaku bagi pengungsi 
yang termasuk dalam bagian A (l) Pasal ini yang dapat mengajukan 
alasan-alasan yang bersifat memaksa yang timbul dari persekusi 
sebelumnya atas penolakannya untuk memanfaatkan perlindungan 
negara kewarganegaraannya; 
(6) Sebagai seorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan, karena 
keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pengakuan atas diri-
nya sebagai pengungsi sudah tidak ada lagi, ia dapat kembali ke 
negara di mana ia sebelumnya bertempat tinggal; 
Dengan ketentuan bahwa ayat ini tidak akan berlaku bagi pengungsi 
yang termasuk dalam bagian A (l) Pasal ini yang dapat mengajukan 
alasan-alasan yang bersifat memaksa yang timbul dari persekusi 
sebelumnya atas penolakannya untuk kembali ke negara di mana ia 
sebelumnya bertempat tinggal.  
D. Konvensi ini tidak akan berlaku bagi orang-orang dewasa menerima per-
lindungan atau bantuan dari organ-organ atau badan-badan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa selain Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk 
urusan pengungsi.  
Apabila perlindungan atau bantuan tersebut telah berhenti karena suatu 
alasan, tanpa terselesaikannya secara definitif kedudukan orang-orang ter-
maksud sesuai dengan resolusi-resolusi yang relawan yang diterima oleh 
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, orang-orang tersebut ipso facto 
akan berhak atas keuntungan-keuntungan Konvensi ini.  
E. Konvensi ini tidak akan berlaku bagi seseorang yang oleh instansi-instansi 
yang berwenang dari negara di mana ia telah bertempat tinggal diakui 
mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait dimilikinya kewar-
ganegaraan negara i tu .  
F. Ketentuan-ketentuan Konvensi ini tidak akan berlaku bagi seseorang yang 
mengenai dirinya terdapat alasan-alasan serius untuk menganggap bahwa:  
(a) ia telah melakukan tindak pidana terhadap perdamaian, tindak pidana 
perang, atau tindak pidana terhadap kemanusiaan, sebagaimana dide-





finisikan dalam instrumen-instrumen internasional yang dibuat untuk 
menetapkan ketentuan mengenai tindak-tindak pidana termaksud; 
(b) ia telah melakukan tindak pidana nonplitis yang serius di luar negara 
pengungsian sebelum ia diterima masuk ke negara itu sebagai pengungsi;  
(c) ia telah dinyatakan bersalah atas perbuatan-perbuatan yang bertentangan 
dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa .  
Pasal 2 
KEWAJIBAN UMUM 
Tiap pengungsi mempunyai kewajiban-kewajiban pada negara dimana ia berada, 
yang mengharuskannya terutama untuk mentaati undang-undang serta 
peraturan-peraturan negara itu dan juga tindakan-tindakan yang diambil untuk 
memelihara ketertiban umum,  
Pasal 3 
NON-DISKRIMINASI  
Negara-negara Pihak akan menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini pada 
para pengungsi tanpa diskriminasi mengenai ras, agama atau negara asal.  
Pasal 4 
AGAMA 
Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang berada di 
dalan wilayahnya perlakuan yang setidak-tidaknya sama dengan perlakuan yang 
diberikan kepada warganegaranya mengenai kebebasan menjalankan agama 
dan kebebasan tentang pendidikan anak-anak mereka.  
Pasal 5 
HAK YANG DIBERIKAN YANG TERPISAH DARI KONVENSI INI 
Tiada suatu ketentuan pun dalam Konvensi ini yang akan dianggap Mengurangi 
hak-hak dan keuntungan-keuntungan apa pun yang terpisah dari Konvensi ini 
yang diberikan oleh suatu Negara Pihak kepada para pengungsi.  
Pasal 6 
ISTILAH "DALAM KEADAAN YANG SAMA" 
Untuk maksud Konvensi ini, istilah "dalam keadaan yang sama" mengandung arti 
bahwa tiap persyaratan (termasuk persyaratan tentang jangka waktu dan syarat-




 syarat untuk berdiam atau bertempat tinggal) yang harus dipenuhi oleh individu 
tertentu untuk menikmati hak yang bersangkutan, jika ia bukan pengungsi, harus 
dipenuhinya kecuali persyaratan yang karena sifatnya tidak dapat dipenuhi oleh 
seorang pengungsi.  
Pasal 7 
PEMBEBASAN DARI RESIPROSITAS   
1. Kecuali apabila Konvensi ini memuat ke tentuan-ketentuan yang lebih baik, 
Negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi perlakuan yang 
sama dengan perlakuan yang diberikan kepada orang-orang asing 
umumnya. 
2. Setelah periode tiga tahun bertempat tinggal, sesuai pengungsi akan 
menikmati pengecualian dari resiprositas legislatif di Negara-negara Pihak. 
3. Tiap Negara Pihak. akan terus memberikan kepada para pengungsi hak-hak 
dan keuntungan-keuntungan yang telah dimilikinya, apabila tidak ada 
resiprositas, pada tanggal mulai diberlakunya Konversi ini untuk Negara itu. 
4. Negara Pihak akan mempertimbangkan dengan baik kemungkinan 
pemberian kepada para pengungsi, apabila tidak ada resiprositas, hak-hak 
dan keuntungan-keuntungan yang melebihi hak-hak dan keuntungan-keun-
tungan yang dmilikinya menurut ayat 2 dan 3, dan untuk memperluas 
pengecualian dari resiprositas pada para pengungsi yang tidak memenuhi 
syarat-syarat yang dalam ayat 2 dan 3.  
5. Ketentuan-ketentuan ayat 2 dan 3 berlaku baik bagi hak-hak dan keuntu-
ngan-keuntungan sebagaimnana disebut dalam Pasal 13, 18, 19, 21 dan 22 
Konvensi ini maupun bagi hak-hak dan keuntungan-keuntungan yang tidak 
ditetapkan oleh Konvensi ini. 
Pasal 8 
PEMBEBASAN DARI TINDAKAN LUAR BIASA  
Mengenai tindakan-tindakan yang mungkin diambil terhadap pribadi, hak milik 
atau kepentingan-kepentingan warga negara suatu Negara asing, Negara-
negara Pihak tidak akan menerapkan tindakan-tindakan demikian terhadap 
pengungsi yang secara formal adalah warga negara dari Negara asing itu 





semata-maa karena kewarganegaraan tersebut. Negara-negara Pihak, yang 
menurut peraturan perundang-undangannya, tidak dapat menerapkan prinsip 
umum yang dinyatakan dalam Pasal ini, dalam kasus-kasus yang cocok, akan 
memberikan pembebasan-pembebasan kepada para pengungsi termaksud.  
Pasal 9 
TINDAKAN SEMENTARA 
Tiada suatu ketentuan pun dalam Konvensi ini yang mencegah suatu Negara 
Pihak, dalan waktu perang atau keadaan-keadaan gawat atau luar biasa lainnya, 
untuk mengambil tindakan-tindakan sementara yang di anggapnya esensial bagi 
keamanan nasional dalam kasus sesorang tertentu, sementara menunggu 
penentuan oleh Negara Pihak itu bahwa orang tersebut sebenarnya adalah 
seorang pengungsi dan bahwa kelanjutan tindakan-tindakan demikian adalah 
perlu dalam kasus orang tersebut demi kepentingan keamanan nasional  
Pasal 10 
KESINAMBUNGAN TEMPAT TINGGAL 
1. Dalam hal seorang pengungsi telah tersingkir secara paksa pada waktu 
Perang Dunia Kedua dan dipindahkan ke wilayah suatu Negara Pihak dan 
menjadi penduduk Negara Pihak itu, periode berdiam yang dipaksakan 
tersebut akan dianggap sebagai bertempat tinggal secara sah dalam wilayah 
itu.  
2. Dalam hal seorang pengungsi telah tersingkir secara paksa pada waktu 
Perang Dunia Kedua dari wilayah suatu Negara Pihak dan, sebelum tanggal 
mulai berlakunya Konvensi ini, telah kembali ke wilayah tersebut dengan 
maksud untuk bertempat tinggal, periode bertempat tinggal sebelum dan 
sesudah tersingkirnya secara paksa tersebut akan dipandang sebagai satu 
periode yang tidak terputus untuk maksud-maksud yang mensyaratkan tidak 
terputusnya periode bertempat tinggal.  
Pasal 11 
PELAUT PENGUNGSI 
Dalam hal pengungsi yang secara teratur bekerja sebagai anggota awak kapal' 
berbendera suatu Negara Pihak, Negara itu akan mepertimbangkan secara 




 simpatik pemukiman para pengungsi tersebut di wilayahnya dan dikeluarkannya 
dokumen perjalanan kepada mereka atau diizinkannya mereka masuk untuk 
sementara ke wilayahnya untuk memudahkan pemukiman mereka di negara lain.  




1. Status pribadi seorang pengungsi akan ditentukan oleh hukum negara 
domisilinya atau, jika ia tidak mempunyai domisili, oleh hukum negara tempat 
tinggalnya.  
2. Hak-hak yang sebelumnya dipunyai seorang pengungsi dan yang tergantung 
pada status pribadi, terutama sekali hak-hak yang berkaitan dengan perka-
winan, akan dihormati oleh Negara Pihak, tergantung pada dipenuhinya jika 
hal ini perlu, formalitas-formalitas yang disyaratkan oleh hukum Negara itu, 
dengan ketentuan bahwa hak termaksud adalah hak yang akan diakui oleh 
hukum Negara tersebut seandainya ia tidak menjadi pengungsi.  
Pasal 13 
MILIK BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK 
  Negara-negara Pihak akan memberikan kepada pengungsi perlakuan yang 
sebaik mungkin dan biar bagaimana pun, tidak kurang baiknya dari pada 
perlakuan yang diberikan kepada orang-orang asing umumnya dalam keadaan 
yang sama mengenai perolehan milik bergerak dan tidak bergerak serta hak-hak 
lain yang berkaitan dengannya, dan mengenai sewa serta kontrak-kontrak 
lainnya yang berkaitan dengan milik bergerak atau tidak bergerak.  
Pasal 14 
HAK KARYA SENI PERINDUSTRIAN 
Mengenai perlindungan milik Perindustrian, seperti penemuan, desain atau 
model, merek dagang, nama dagang, dan hak-hak atas karya-karya sastra, seni 
dan ilmu, seorang pengungsi akan diberikan di negara di mana ia biasanya 
bertempat tinggal perlindungan yang sama seperti yang diberikan kepada warga 
negara dari negara tersebut. Di wilayah suatu Negara pihak lainnya, ia akan 





diberikan perlindungan yang sama seperti yang diberikan di wilayah tersebut 
kepada warga negara dari negara dimana ia biasanya bertempat tinggal.  
Pasal 15 
HAK BERSERIKAT 
Mengenai asosiasi-asosiasi nonpolitis dan yang tidak mencari keuntungan serta 
serikat-serikat pekerja, Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para 
pengungsi yang tinggal secara sah diwilayah negara-negara tersebut perlakuan 
yang paling baik yang diberikan kepada warga negara dari negara asing, dalam 
keadaan yang sama.  
Pasal 16 
AKSES KE PENGADILAN  
1. Seorang pengungsi akan mempunyai akses bebas ke pengadilan-pengadilan 
di wilayah semua Negara Pihak.  
2. Seorang pengungsi akan menikmati di Negara Pihak di mana ia biasanya 
bertempat tinggal perlakuan yang sama seperti warga negara dalam hal-hal 
yang berkaitan dengan akses ke Pengadilan-pengadilan, termasuk bantuan 
hukuam dan pembebasan dari cautio judicatum solvi. 
3. Seorang pengungsi akan diberikan dalam hal-hal sebagaimana disebut 
dalam ayat 2 di negara-negara selain negara di mana ia biasanya bertempat 
tinggal perlakuan yang diberikan kepada warga negara dari negara di mana 
ia biasanya bertempat tinggal.  
BAB III : 
Pekerjaan yang Memberi Penghasilan 
Pasal 17 
PEKERJAAN YANG MENGHASILKAN UPAH 
2. Negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang tinggal secara 
sah di wilayah Negara tersebut perlakuan yang paling baik yang diberikan 
kepada warga negara dari negara asing dalam keadaan yang sama 
mengenai hak untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan upah.  
3. Biar bagaimanapun, tindakan-tindakan pembatasan yang diterapkan pada 
orang-orang asing atau pada penggunaan tenaga kerja orang-orang asing 




 untuk melindungi pasar kerja nasional tidak akan diterapkan pada pengungsi 
yang sudah bebas dari tindakan-tindakan pembatasan tersebut pada tanggal 
mulai berlakunya Konvensi ini bagi Negara Pihak yang bersangkutan, atau 
yang memenuhi salah satu dari syarat-syarat berikut:  
a) la telah bertempat tinggal selama tiga tahun di Negara Pihak tersebut. 
b) la mempunyai suami atau istri yang berkewarganegaraan negara 
tempat tinggalnya. Seorang pengungsi tidak boleh memohon keuntu-
ngan-keuntungan dari ketentuan ini jika ia telah meninggalkan istri 
atau suaminya.  
c) la mempunyai seorang anak atau lebih yang memiliki kewarga-
negaraan negara tempat tinggalnya.  
4. Negara-negara Pihak akan mempertimbangkan secara simpatik asimilasi 
hak-hak semua pengungsi mengenai pekerjaan yang menghasilkan upah 
dengan hak-hak warga negara mengenai hal tersebut, dan terutama peng-
ungsi yang masuk ke dalam wilayah Negara-negara Pihak sesuai dengan 




Negara-negara Pihak akan memberikan kepada pengungsi yang berada secara 
sah di wilayahnya perlakuan yang sebaik mungkin dan biar bagairaanapun, tidak 
kurang baiknya dari pada perlakuan yang diberikan kepada orang-orang asing 
umumnya dalam keadaan yang sama, mengenai hak untuk melakukan usaha 
sendiri dalam pertanian, industri, kerajinan dan perdagangan dan untuk mendi-
rikan perusahaan dagang dan perusahaan industri. 
Pasal 19 
PROFESI BEBAS 
1. Tiap Negara Pihak akan memberikan kepada pengungsi yang tinggal secara 
sah di wilayahnya yang mempunyai ijazah yang diakui oleh instansi-instansi 
yang berwenang Negara tersebut, dan yang ingin menjalankan profesi bebas 
perlakuan yang sebaik mungkin dan, biar bagainaina pun, tidak kurang 





baiknya daripada perlakuan yang diberikan kepada orang-orang asing 
umumnya dalam keadaan yang sama.  
2. Negara-negara Pihak akan berusaha sebaik-baiknya sesuai dengan undang-
undang dan konstitusinya untuk memukimkan para pengungsi termaksud di 
wilayah-wilayah, selain wilayah metropolitan, yang hubungan internasional-





Bila terdapat sistem pensatuan, yang berlaku bagi penduduk umumnya dan yang 
mengatur distribusi umum produk-produk yang persediaannya kurang, para 
pengungsi akan diberikan perlakuan yang sama dengan warga negara.  
Pasal 21 
PERUMAHAN   
Mengenai perumahan, Negara-negara Pihak, sejauh masalah itu diatur oleh 
undang-undang atau peraturan-peraturan atau ditempatkan di bawah penga-
wasan instansi-instansi publik, akan memberikan kepada para pengungsi yang 
tinggal secara sah di wilayahnya perlakuan yang sebaik mungkin dan, biar 
bagaimana pun, tidak kurang baiknya daripada perlakuan yang diberikan kepada 
orang-orang asing umumnya dalam keadaan yang sama.  
Pasal 22 
PENDIDIKAN UMUM 
1. Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi perlakuan 
yang sama dengan perlakuan yang diberikan kepada warga negara menge-
nai pendidikan dasar.  
2. Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi perlakuan 
yang sebaik mungkin, dan biar bagaimanapun tidak kurang baiknya dari 
pada perlakuan yang diberikan kepada orang-orang asing umumnya dalam 
keadaan yang sama, mengenai pendidikan selain pendidikan dasar dan 
terutama, mengenai akses ke studi, pengakuan serifikat-sertifikat sekolah 




 asing, ijazah-ijazah dan gelar-gelar, pembebasan biaya-biaya dan pungutan-
pungutan suara pemberian beasiswa-beasiswa. 
Pasal 23 
PERTOLONGAN PUBLIK 
Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang tinggal 
secara sah diwilayahnya perlakuan yang sama mengenai pertolongan dan 
bantuan publik seperti yang diberikan kepada negara-negaranya .  
Pasal 24 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN 
DAN JAMINAN SOSIAL 
1. Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang secara 
sah di wilayahnya perlakuan sama seperti yang diberikan kepada warga 
negaranya mengenai hal-hal berikut :  
(a) Sejauh hal-hal termaksud diatur dengan undang-undang atau peraturan-
peraturan atau berada dibawah pengawasan instansi-instansi pemerintah 
: upah, termasuk tunjangan-tunjangan, keluarga dimana tunjangan-tunja-
ngan tersebut merupakan bagian dari upah, jam-jam kerja, pengaturan- 
pengaturan lembur, liburan dengan pembayaran, pembatasan-pemba-
tasan tentang pekerjaan rumah, usia kerja minimum, pemagangan dan 
pelatihan, pekerjaan wanita dan pekerjaan orang muda, serta penikmatan 
keuntungan-keuntungankesepakatan kolektif; 
(b) Jaminan sosial (ketentuan-ketentuan yuridis mengenai cedera dalam 
pekerjaan, penyakit-penyakit karena pekerjaan, kehamilan, gangguan 
kesehatan, cacat, usia lanjut, kematian, pengangguran, tanggung jawab 
keluarga dan hal-hal lain yang mungkin terjadi, yang menurut undang-
undang atau peraturan-peraturan diliput oleh pengaturan jaminan sosial), 
tergantung pada pembatasan- pembatasan berikut:  
(1) Mungkin ada pengaturan-pengaturan yang cocok bagi di pertahan-
kannya hak-liak yang sudah diperoleh dan yang sedang dalam 
perolehan; 
(2) Undang-undang atau peraturan-peraturan nasional negara tempat 





tinggal mungkin menerapkan pengaturan-pengaturan khusus menge-
nai keuntungan-keuntungan atau bagian-bagian keuntungan-keun-
tungan yang seluruhnya dapat dibayarkan dari dana publik, dan 
mengenai tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada orang-orang 
yang tidak memenuhi syarat-syarat pemberian pensiun normal.  
2. Hak untuk memperoleh kompensasi atas kematian seorang pengungsi 
sebagai akibat dari cedera karena pekerjaan atau dari penyakit karena 
pekerjaan tidak akan terpengaruh oleh kenyataan bahwa tempat tinggal 
penerima berada di luar wilayah Negara Pihak.  
3. Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi keuntu-
ngan-keuntungan persetujuan- persetujuan yang telah dibuat antara negara-
negara itu, atau yang mungkin dibuat antara negara-negara itu dikemudian 
hari, mengenai dipertahankannya hak-hak yang sudah diperoleh dan hak-
hak yang sedang dalam proses perolehan tentang jaminan sosial, tergantung 
semata-mata pada syarat-syarat yang berlaku bagi warga negara dari 
negara-negara penandatangan persetujuan yang bersangkutan. 
4. Negara-negara Pihak akan memberikan pertimbangan secara simpatik 
pemberian kepada para pengungsi, apabila mungkin keuntungan-keuntu-
ngan persetujuan-persetujuan sejenis yang mungkin sewaktu.-waktu berlaku 





1. Apabila pelaksanaan suatu hak oleh seorang pengungsi biasanya akan 
memerlukan bantuan instansi-instansi negara asing yang kepadanya ia tidak 
dapat mengajukannya, Negara-negara Pihak di mana pengungsi itu bertem-
pat tinggal akan mengatur agar bantuan termaksud diberikan kepadanya 
oleh instansi-instansinya sendiri atau oleh suatu instansi internasional.  
2. Instansi atau instansi-instansi sebagaimana disebut dalam ayat 1 akan 
menyampaikan atau di bawah pengawasannya membuat disampaikannya 




 dokumen-dokumen atau sertifikasi-sertifikasi yang biasanya disampaikan 
kepada orang-orang asing oleh atau melalui instansi-instansi nasional.  
3. Dokumen-dokumen atau sertifikasi-sertifikasi yang disampaikan demikian 
akan berlaku sebagai pengganti dokumen-dokumen resmi yang disampaikan 
kepada orang-orang asing oleh atau melalui instansi-instansi nasional 
Negara-negara Pihak, dan akan dipercaya kesahannya apabila tidak terda-
pat bukti sebaliknya.  
4. Tergantung pada perlakuan khusus yang mungkin diberikan kepada orang-
orang miskin biaya-biaya dapat dipungut bagi pelayanan sebagaimana 
disebut dalam Pasal ini, namun biaya-biaya termaksud harus moderat dan 
sebanding dengan biaya-biaya yang dibebankan pada warga negara untuk 
pelayanan sejenis. 
5. Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak akan mengurangi arti pasal 27 dan pasal 
28. 
Pasal 26 
KEBEBASAN BERPINDAH TEMPAT  
Tiap Negara Pihak akan memberikan kepada para pengungs yang berada 
secara sah diwilayahnya hak untuk memilih tempat tinggal mereka dan untuk 
berpindah tempat secara bebas dalam wilayahnya sesuai, dengan peraturan-
peraturan yang berlaku bagi orang-orang asing umumnya dalam keadaan yang 
lama .  
Pasal 27 
SURAT IDENTITAS 
Negara-negara Pihak akan mengeluarkan surat-surat identitas untuk tiap peng-
ungsi di wilayahnya yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang berlaku.     
Pasal 28 
DOKUMEN PERJALANAN  
1. Negara-negara Pihak akan mengeluarkan untuk para pengungsi yang tinggal 
secara sah di wilayahnya, dokumen-dokumen perjalanan untuk maksud 
bepergian keluar wilayahnya, kecuali apabiia alasan-alasan keamanan 
nasional atau ketetiban umum yang memaksa mengharuskan lain, dan 





ketentuan- ketentuan skedul yang terlampir pada Konvensi ini akan berlaku 
bagi dokumn-dokumen termaksud. Negara-negara Pihak dapat mengeluar-
kan dokumen perjalanan termaksud untuk tiap pengungsi lain yang berada di 
wilayahnya; Negara-negara Pihak terutama mempertimbangkan secara 
simpatik dikeluarkannya dokumen perjalanan termaksud untuk para peng-
ungsi yang berada di dalam wilayahnya yang tidak dapat nemperoleh 
dokumen perjalanan di negara tempat tinggal mereka yang sah.  
2. Dokumen-dokumen perjalanan yang dikeluarkan untuk pengungsi berdasar-
kan persetujuan-persetujuan internasional sebelumnya oleh pihak-pihak 
pada persetujuan-persetujuan Internasional tersebut akan diakui dan diper-
lakukan oleh negara-negara Pihak secara seakan-akan perjalanan itu dike-
luarkan berdasarkan Pasal ini.  
Pasal 29 
PUNGUTAN FISKAL 
1. Negara-negara Pihak tidak akan membebankan pada para pengungsi bea-
bea, pungutan-pungutan atau pajak-pajak, apa pun deskripsinya, yang lain 
atau yang lebih tinggi dari pada bea-bea, pungutan- pungutan atau pajak-
pajak yang dikenakan pada warga negara dalam keadaan yang sama.  
2. Tiada suatu ketentuan pun dalam ayat di atas yang akan menghalangi 
pemberlakuan pada para pengungsi undang-undang dan peraturan-
peraturan mengenai pungutan-pungutan yang berkaitan dengan pengeluaran 
dokumen-dokumen administratif termasuk surat-surat identitas untuk orang-
orang asing.  
Pasal 30 
PEMINDAHAN ASET  
1. Suatu Negara Pihak, sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peratu-
rannya, akan mengirinkan para pengungsi untuk memindahkan aset yang 
telah mereka bawa ke dalam wilayah NegaraPihak tersebut ke negara lain di 
mana mereka telah diterima masuk untuk maksud-maksud penukiman.    
2. Suatu Negara Pihak akan mempertimbangkan secara simpatik permintaan 
para pengungsi untuk meoperoleh izin bagi pemindahan aset di mana pun 




 aset itu berada dan yang perlu bagi pemukiman mareka di negara lain 
dimana mereka telah diterima masuk.  
Pasal 31 
PENGUNGSI YANG BERADA SECARA TIDAK SAH 
DI NEGARA PENGUNGSIAN 
1. Negara-negara Pihak tidak akan mengenakan hukuman pada para pengung-
si, karena masuk atau keberadaannya secara tidak sah, yang datang 
langsung dari wilayah di mana hidup atau kebebasannya terancam dalam 
arti Pasal 1, masuk ke atau berada di wilayah Negara-negara Pilhak tanpa 
izin, asalkan mereka segera melaporkan diri kepada instansi-instansi 
setempat dan menunjukkan alasan yang layak atas masuk atau keberadaan 
mereka secara tidak sah itu.   
2. Negara-negara Pihak tidak akan mengenakan pembatasan-pembatasan 
terhadap perpindahan para pengungsi termaksud ke-cuali pembatasan-
pembatasan yang perlu dan pembatasan-pembatasan demikian. hanya akan 
diberlakukan sampai status mereka di negara itu disahkan atau mereka 
mendapat izin masuk ke negara lain. Negara-negara Pihak akan memberi 
waktu yang layak dan segala kemudahan yang perlu kepada para pengungsi 
tersebut untuk mendapat izin masuk ke negara lain.  
Pasal 32 
PENGUNGSIAN 
1. Negara-negara Pihak tidak akan mengusir pengungsi yang berada secara 
tidak sah di wilayahnya kecuali karena alasan-alasan keamanan nasional 
atau ketertiban umura.  
2. Pengusiran pengungsi demikian hanya akan dilakukan sebagai pelaksanaan 
suatu keputusan yang dicapai sesuai dengar proses hukum yang 
semestinya. Kecuali "apabila alasan-alasan keamanan nasional yang bersifat 
memaksa mengharuskan lain, pengungsi itu akan diizinkan menyampaikan 
bukti untuk membersihkan dirinya, serta untuk mengajukan banding kepada, 
dan untuk maksud itu diwakili di depan, instansi yang berwenang atau 
seorang atau orang-orang yang khusus dirunjuk oleh instansi yang berwe-






3. Negara-negara Pihak akan menberikan kepada pengungsi tersebut jangka 
waktu yang layak untuk mengupayakan diterima masuknya secara sah ke 
negara lain dalam jangka waktu yang diberikan itu. Negara-negara Pihak 
mencadangkan haknya untuk menerapkan dalam jangka waktu tersebut 
tindakan- tindakan internal yang dianggapnya perlu.  
Pasal 33 
Larangan Pengusiran atau Pengembalian (“Refoulement”) 
1. Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan 
("refouler") pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah 
di mana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, 
kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini poli-
tiknya.    
2. Namun, keuntungan ketentuan ini tidak boleh diklaim oleh pengungsi di 
mana terdapat alasan-alasan yang layak untuk menganggapnya sebagai 
bahaya terhadap keamanan negara di mana ia berada atau, karena telah 
dijatuhi hukuman oleh putusan hakim yang bersifat final atas tindak pidana 
sangat berat ia merupakan bahaya bagi masyarakat negara itu.  
Pasal 34 
Pewarganegaraan 
Negara-negara Pihak sejauh mungkin akan memudahkan asimilasi dan pewar-
ganegaraan para pengungsi. Negara-negara Pihak terurama akan melakukan 
segala upaya untuk mempercepat proses pewarganegaraan itu dan untuk me-
ngurangi sejauh mungkin pungutan-pungutan dan biaya-biaya proses termaksud.  
BAB VI 
KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PERALIHAN 
Pasal 35 
Kerja Sama Instansi Nasional dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa 
1. Negara-negara Pihak berjanji untuk bekerja sama dengan komisariat Tinggi 
Perserikatan Bangsa- Bangsa Urusan Pengungsi, atau suatu badan Per-
serikatan Bangsa-Bangsa lain yang mungkin menggantikannya, dalam men-




 jalankan fungsinya, dan khususnya akan memudahkan tugasnya dalam 
mengawasi penerapan ketentuan-ketentuan konvensi ini   
2. Agar Komisariat Tinggi Persarikatan Bangsa-Bangsa, atau suatu badan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa lain yang mungkin menggantikannya, dapat 
membuat laporan-laporan kepada organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa 
yang berwenang, Negara Pihak berjanji untuk memberikan kepada organ-
organ termaksud informasi dan data statistik yang diminta, dalam bentuk 
sebagaimana mestinya, mengenai :  
(a) Kondisi pengungsi;  
(b) Pelaksanaan Konvensi ini, dan  
(c) Undang-undang, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang 
berlaku, atau yang kemudian berlaku mengenai para pengungsi. 
Pasal 36 
Informasi tentang Peraturan Perundang-undangan Nasional  
Negara-negara Pihak akan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perseri-
katan Bangsa-Bangsa undang-undang dan peraturan-peraturan yang mungkin 
dibuat oleh Negara-negara Pihak untuk memastikan pelaksanaan Konvensi ini.  
Pasal 37 
Hubungan dengan Konvensi-konvensi Sebelumnya 
Tanpa mengurangi arti Pasal 28, ayat 2 Konvensi ini, Konvensi ini menggantikan, 
bagi pihak-pihak padanya, Pengaturan-pengaturan 5 Juli 1922. 31 Mei 1924, 12 
Mei 1926. 30 Juni 1928 dan 30 Juli 1935, Konvensi-konvensi 28 Okcober 1933 






Tiap perselisihan antara pihak-pihak pada Konvensi ini yang menyangkut 
penafsiran atau pelaksanaannya, yang cidak dapat diselesaikan dengan cara 
lain, akan diajukan kepada Mahkamah Internasional atas permintaan salah satu 





pihak dalam perselisihan.  
Pasal 39 
Penandatanganan, Ratifikasi dan Aksesi 
1. Konvensi ini akan dibuka bagi penandatanganan di Jenewa pada 28 Juli 
1951 dan sesudah itu akan disimpankan pada Sekretaris Jenderal Perse-
rikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi ini akan terbuka bagi penanda-tanganan 
di Kantor Eropa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dari 28 Juli sampai 31 
Agustus 1951 dan akan dibuka kembali bagi penandatanganan di Markas 
Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa dari 17 September 1951 sampai 31 
Desember 1952.    
2. Konvensi ini akan terbuka bagi penandatangan untuk semua Negara 
Anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa, dan juga untuk tiap Negara lain yang 
diundang untuk menghadiri Konferensi Wakil-wakil Berkuasa Penuh tentang 
Status Pengungsi dan Orang Tanpa Kewarganegaraan atau untuk Negara- 
negara jang telah menerina undangan yang disampaikan oleh Majelis Umun 
untuk menandatanganinya. Konvensi ini akan diratifikasi dan piagam ratifi-
kasi akan disimpankan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-
Bangsa.  
3. Konvensi ini akan terbuka mulai 28 Juli 1951 untuk aksesi oleh Negara-
negara sebagaimana disebut dalam ayat 2 Pasai ini. Aksesi akan dilakukan 
dengan penyinpanan piagam aksesi pada Sekretaris Jenderal Perserikatan 
Bangsa-Bangsa.  
Pasal 40 
Ketentuan Pemberlakuan Toritorial 
1. Tiap Negara, pada waktu penandatanganan, ratifikasi atau aksesi, dapat 
mengeluarkan deklarasi yang menyatakan bahwa Konvensi ini diperluas 
berlakunya sampai kesemua atau suatu wilayah yang hubungan interna-
sionalnya menjadi tanggung jawab Negara itu. Deklarasi demikian akan 
berlaku bila Konvensi ini mulai berlaku bagi Negara yang bersangkutan.  
2. Setiap waktu sesudah itu tiap perluasan demikian akan dibuat dengan 
motifikasi yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan 




 Bangsa-Bangsa dan akan berlaku terhitung mulai hari kesembilan puluh 
setelah diterimanya notifikasi tersebut oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan 
Bangsa- Bangsa, atau terhitung mulai tanggal mulai berlakunya Konvensi 
bagi Negara yang bersangkutan, tanggal mana saja dari dua tanggal 
tersebut yang belakangan. 
3. Mengenai wilayah-wilayah di mana Konvensi ini tidak diberlakukan pada 
waktu penandatanganan ratifikasi atau aksesi, tiap Negara yang 
bersangkutan akan mempertimbangkan kemungkinan diambilnya langkah-
langkah yang perlu guna memperluas berlakunya Konvensi ini ke wilayah-
wilayah termaksud, apabila perlu karena alasan-alasan konstitutional, 
dengan persetujuan pemerintah wilayah-wilayah tersebut.  
Pasal 41 
Klausul Federal 
Dalam hal Negara Federal atau bukan kesatuan akan berlaku ketentuan-
ketentuan berikut: :  
(a) Mengenai Pasal-pasal Konvensi ini yang temasuk dalam yurisdiksi 
legislatif kekuasaan legislatif federal kewajiban-kewajiban Pemerintah 
Federal pada tingkat ini akan sama dengan kewajiban-kevajiban Pihak-
pihak yang bukan Negara-negara Federal;  
(b) Mengenai Pasal-pasal Konvensi ini yang termasuk dalam yurisdiksi 
legislatif Negara-negara bagian, provinsi-provinsi atau kanton-kanton 
yang menurut sistem kontitutional federasi tidak berkewajiban untuk 
mengambil tindakan legislatif, Pemerincah Federal akan menyampaikan 
Pasal-pasal termaksud dengan rekoimendasi yang baik kepada pengua-
sa-penguasa yang tepat dari Negara- negara bagian, provinsi-provinsi 
atau kanton-kanton secepat mungkin untuk diperhatikan.  
(c) Negara Federal Pihak pada Konvensi ini, atas permintaan suatu Negara 
Pihak lain yang disampaikan melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, akan memberi keterangan tentang undang-undang dan 
praktik Federasi dan unit-unit yang menjadi bagian Federasi mengenai 
ketentuan tertentu yang menunjukkan jangkauan berlakunya ketentuan 





tersebut yang ditentukan oleh tindakan legislatif atau tindakan lain.  
Pasal 42 
Reservasi  
1. Pada waktu penandatangan, ratifikasi atau aksesi, tiap Negara dapat mem-
buat reservasi terhadap pasal-pasal Konvensi selain Pasal-pasal 1, 3, 4, 16 
(1), 33, 36 sampai .dengan 46.  
2. Tiap Negara yang membuat reservasi sesuai dengan ayat (1) Pasal ini setiap 
waktu dapat-menarik kembali reservasi tersebut dengan pemberitahuan 
untuk maksud itu yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserika-
tan Bangsa-Bangsa.  
Pasal 43 
Mulai Berlaku 
1. Konvensi ini akan mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah 
penyimpanan piagam ratifikasi atau aksesi yang ke enam.  
2. Dagi tiap Negara yang meratifikasi atau beraksesi pada Konvensi setelah 
penyimpanan. piagam ratifikasi atau aksesi yang keenam, Konvensi akan 
mulai berlaku pada hari kesembilan setelah penyimpanan piagam ratifikasi 
atau aksesi oleh negara termaksud. 
Pasal 44 
Pembatalan 
1. Tiap Negara Pihak dapat membatalkan Konvensi ini setiap waktu dengan 
motfiikasi yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bang-
sa-Bangsa.  
2. Pembatalan termaksud akan berlaku bagi Negara Pihak yang bersangkutan 
satu tahun sejak tanggal diterimanya pembatalan itu oleh Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
3. Tiap Negara yang telah membuat deklarasi atau motifikasi berdasarkan 
Pasal 40, setiap waktu sesudahnya, dengan motifikasi kepada Sekretaris 
Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa, dapat menyatakan bahwa Konvensi 
akan berhenti perluasan berlakunya untuk wilayah termaksud satu tahun 
setelah tanggal diterimanya motifikasi itu oleh Sekretaris Jenderal.  




 Pasal 45 
Revisi 
1. Tiap Negara Pihak setiap waktu dapat menerima revisi Konvensi ini dengan 
motifikasi yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderai Perserikatan Bang-
sa-Bangsa.  
2. Majelis Umun Perserikatan Bangsa-bangsa akan merekomendasikan. 
Langkah-langkah, jika ada, yang harus diambil mengenai permintaan ter-
maksud. 
Pasal 46 
Notifikasi oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa 
Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-bangsa akan menyampaikan penberita-
huan kepada semua Negara Anggota dan Negara-negara bukan anggota 
Perserikatan Bangsa-bangsa sebagaimana disebut dalam Pasal 39:  
(a) Tentang deklarasi-deklarasi dan notifikasi-notifikasi sesuai dengan 
Bagian B Pasal 1;  
(b) tentang penandatanganan-penandatanganan, ratifikasi-ratifikasi dan 
aksesi-aksesi sesuai dengan Pasal 39;  
(c) tentang deklarasi-deklarasi dan notifikasi-notifikasi sesuai dengan Pasal 
40;  
(d) tentang reservasi-reservasi dan penarikan-penarikan kembali sesuai 
dengan Pasal 42;  
(e) tentang tanggal akan mulai berlakunya Konvensi ini sesuai dengan Pasal 
43;  
(f) tentang pembatalan-pembatalan dan notifikasi-notifikasi sesuai dengan 
Pasal 44;  
(g) tentang permintaan-permintaan revisi sesuai dengan Pasal 45.  
 
- UNTUK MENYAKSIKANNYA yang bertandatangan di bawah ini, yang 
dikuasakan sebagaiman mestinya, telah menandatangani konvensi ini atas 
nama pemerintahnya masing-masing. 
- DIBUAT di Jenewa, pada hari ke dua puluh delapan Juli, seribu sembilan 





ratus lima puluh satu, dalam kopi tunggal, yang naskah-naskahnya dalam 
bahasa Inggris dan Perancis sama autentiknya dan yang akan tetap 
disimpan dalam arsip perserikatan Bangsa-bangsa, dan yang salinan-
salinannya yang benar dan disahkan akan disampaikan kepada semua 
Anggota perserikatan Bangsa-bangsa dan kepada negara-negara bukan 
anggota sebagaimana disebut dalam Pasal 39.  
 
 2. Protokol 1967 tentang Status Pengungsi 
Berikut isi dari naskah resmi Protokol 1967 tentang Status Pengungsi (dan 
terjemahannya) : 
 
PROTOCOL RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES, 1967 
the States Parties to the Present Protocol,  
- Considering that the Convention relating to the Status of Refugees done at 
Geneva on 28 July 1951 (hereinafter referred to as the Convention) covers 
only those persons who have become refugees as a result of events 
occurring before 1 January 1951, 
- Considering that new refugee situations have arisen since the Convention 
was adopted and that the refugees concerned may therefore not fall within 
the scope of the Convention,considering that it is desirable that equal status 
should be enjoyed by all refugees covered by the definition in the Convention 
irrespective of the dateline 1 January 1951, 
Have agreed as follows:  
Article I 
General Provision 
1. The States Parties to the present Protocol undertake to apply articles 2 to 34 
inclusive of the Convention to refugees as hereinafter defined.  
2. For the purpose of the present Protocol, the term “refugee” shall, except as 
regards the application of paragraph 3 of this article, mean any person within 
the definition of article 1 of the Convention as if the words “As a result of 




 events occurring before 1 January 1951 and ...” “and the words”... “a result of 
such events”, in article 1 A (2) were omitted.  
3. The present Protocol shall be applied by the States Parties hereto with- out 
any geographic limitation, save that existing declarations made by States 
already Parties to the Convention in accordance with article 1 B (1) (a) of the 
Convention, shall, unless extended under article 1 B (2) thereof, apply also 
under the present Protocol.  
Article II 
Co-Operation of the National Authorities with the United Nations 
1. The States Parties to the present Protocol undertake to co-operate with the 
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, or any other 
agency of the United Nations which may succeed it, in the exercise of its 
functions, and shall in particular facilitate its duty of supervising the 
application of the provisions of the present Protocol.  
2. In order to enable the Office of the High Commissioner, or any other agency 
of the United Nations which may succeed it, to make reports to the 
competent organs of the United Nations, the States Parties to the present 
Protocol undertake to provide them with the information and statistical data 
requested, in the appropriate form, concerning:  
(a) The condition of refugees;  
(b) The implementation of the present Protocol;  
(c) Laws, regulations and decrees which are, or may hereafter be, in force 
relating to refugees.  
Article III 
Information on National Legislation 
The States Parties to the present Protocol shall communicate to the Secre- tary-
General of the United Nations the laws and regulations which they may adopt to 
ensure the application of the present Protocol.  
Article IV 
Settlement of Disputes 





Any dispute between States Parties to the present Protocol which relates to its 
interpretation or application and which cannot be settled by other means shall be 
referred to the International Court of Justice at the request of any one of the 
parties to the dispute.  
Article V 
Accession 
The present Protocol shall be open for accession on behalf of all States Parties 
to the Convention and of any other State Member of the United Nations or 
member of any of the specialized agencies or to which an invitation to accede 
may have been addressed by the General Assembly of the United Nations. 
Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the 
Secretary-General of the United Nations.  
Article VI 
Federal Clause 
In the case of a Federal or non-unitary State, the following provisions shall apply:  
(a) With respect to those articles of the Convention to be applied in accordance 
with article I, paragraph 1, of the present Protocol that come within the 
legislative jurisdiction of the federal legislative authority, the obligations of the 
Federal Government shall to this extent be the same as those of States 
Parties which are not Federal States;  
(b) With respect to those articles of the Convention to be applied in accordance 
with article I, paragraph 1, of the present Protocol that come within the 
legislative jurisdiction of constituent States, provinces or cantons which are 
not, under the constitutional system of the federation, bound to take 
legislative action, the Federal Government shall bring such articles with a 
favourable recommendation to the notice of the appropriate authorities of 
States, provinces or cantons at the earliest possible moment;  
(c) A Federal State Party to the present Protocol shall, at the request of any 
other State Party hereto transmitted through the Secretary-General of the 
United Nations, supply a statement of the law and practice of the Federation 
and its constituent units in regard to any particular provision of the 




 Convention to be applied in accordance with article I, paragraph 1, of the 
present Protocol, showing the extent to which effect has been given to that 
provision by legislative or other action.  
Article VII 
Reservations and Declarations 
1. At the time of accession, any State may make reservations in respect of 
article IV of the present Protocol and in respect of the application in 
accordance with article I of the present Protocol of any provisions of the 
Convention other than those contained in articles 1, 3, 4, 16 (1) and 33 
thereof, provided that in the case of a State Party to the Convention 
reservations made under this article shall not extend to refugees in respect of 
whom the Convention applies.  
2. Reservations made by States Parties to the Convention in accordance with 
article 42 thereof shall, unless withdrawn, be applicable in relation to their 
obligations under the present Protocol.  
3. Any State making a reservation in accordance with paragraph 1 of this article 
may at any time withdraw such reservation by a communication to that effect 
addressed to the Secretary-General of the United Nations.  
4. Declarations made under article 40, paragraphs 1 and 2, of the Convention 
by a State Party thereto which accedes to the present Protocol shall be 
deemed to apply in respect of the present Protocol, unless upon accession a 
notification to the contrary is addressed by the State Party concerned to the 
Secretary-General of the United Nations. The provisions of article 40, 
paragraphs 2 and 3, and of article 44, paragraph 3, of the Convention shall 
be deemed to apply mutatis mutandis to the present Protocol.  
Article VIII 
Entry into Force 
1. The present Protocol shall come into force on the day of deposit of the sixth 
instrument of accession.  






2. For each State acceding to the Protocol after the deposit of the sixth 
instrument of accession, the Protocol shall come into force on the date of 
deposit by such State of its instrument of accession.  
Article IX 
Denunciation 
1. Any State Party hereto may denounce this Protocol at any time by a 
notification addressed to the Secretary-General of the United Nations.  
2. Such denunciation shall take effect for the State Party concerne done year 




By the Secretary-General of the United Nations 
The Secretary-General of the United Nations shall inform the States referred to in 
article V above of the date of entry into force, accessions, reservations and 
withdrawals of reservations to and denunciations of the present Protocol, and of 
declarations and notifications relating hereto.  
Article XI 
Deposit in the Archives 
of the Secretariat of the United Nations 
A copy of the present Protocol, of which the Chinese, English, French, Russian 
and Spanish texts are equally authentic, signed by the President of the General 
Assembly and by the Secretary-General of the United Nations, shall be deposited 
in the archives of the Secretariat of the United Nations. The Secretary-General 
will transmit certified copies thereof to all States Members of the United Nations 











 Terjemahan resmi Protokol 1967 dari Website UNHCR sebagai berikut : 
 
PROTOKOL 1967 MENGENAI STATUS PENGUNGSI 
NEGARA-NEGARA PIHAK PADA PROTOKOL INI, 
- Menimbang bahwa Konvensi mengenai Status Pengungsi yang dibuat di 
Jenewa pada 28 Juli 1951 (untuk selanjutnya disebut Konvensi) hanya 
mencakup orang-orang yang telah menjadi pengungsi sebagai akibat peris-
tiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951, 
- Menimbang bahwa situasi-situasi pengungsi baru telah timbul sejak 
direrirnanya Konvensi dan bahwa berhubung dengan itu. Para pengungsi 
yang bersangkutan mungkin tidak termasuk ruang lingkup Konvensi, 
- Menimbang bahwa seyogianya status yang sama dinikmati oleh semua 
pengungsi yang diliput oleh definisi dalam Konvensi terlepas dari batas 
waktu 1 Januari 1951,  
Telah bersepakat sebagai berikut :    
Pasal I 
Ketentuan Umum 
(1) Negara-negara Pihak pada Protokol ini berjanji untuk menerapkan Pasal 2 
sampai dengan Pasal 34 Konvensi pada para pengungsi sebagaimana 
didefinisikan berikut ini.  
(2) Untuk maksud Protokol ini, istilah "pengungsi", kecuali mengenai 
pelaksanaan ayat 3 Pasal ini akan berarti tiap orang yang termasuk dalan 
definisi Pasal 1 Konvensi sekan-akan kata-kata "Sebagai akibat peristiwa-
peristiwa yang terjadi sebelun 1 Januari 1951 dan ..." dan kata-kata "... 
sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud", dalam pasal 1A (2) 
ditiadakan.  
(3) Protokol ini akan dilaksanakan oleh Negara-negara Pihak pada Protokol ini 
tanpa suatu penbatasan geografis, kecuali apabila deklarasi-deklarasi yang 
ada yang dibuat oleh Negara-negara yang telah menjadi pihak pada 
Konvensi sesuai dengan Pasal lB (l) (a) Konvensi, kecuali apabila; diperluas 






berdasarkan Pasal 13 (2) Konvensi, akan berlaku juga berdasarkan Protokol 
ini.  
Pasal II  
Kerja Sama Instansi Nasional dengan Perserikatan Bangsa-bangsa 
1. Negara-negara Pihak pada Protokol ini berjanji untuk bekerja sama dengan 
Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi, atau suatu 
badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lain yang mungkin nenggantikannya, 
dalam menjalankan fungsi-fungsinya, dan terutama akan memudahkan 
tugasnya dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan Protokol ini.  
2. Agar Komisariat Tinggi, atau suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lain 
yang mungkin menggantikannya, dapat membuat laporan-laporan kepada 
organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berwenang, Negara-negara 
Pihak pada Protokol ini berjanji untuk memberikan kepada organ-organ 
termaksud informasi dan data statistik yang diminta, dalam bentuk sebagai-
mana mestinya, mengenai:  
(a) Kondisi para pengungsi;  
(b) Pelaksanaan Protokol ini; 
(c) Undang-undang, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang 
berlaku, atau yang kemudian mungkin berlaku, mengenai pengungsi. 
Pasal III 
Informasi tentang Peraturan Perundang-Undangan Nasional 
Negara-negara Pihak pada Protokol ini akan menyampaikan kepada Sekrertaris 
Jenderal Perserikaran bangsa-bangsa undang-undang dan peraturan-peraturan 
yang mungkin dibuat untuk Memastikan pelaksanaan Protokol ini.  
Pasal IV 
Penyelesaian Perselisihan 
Tiap perselisihan antara Negara-negara Pihak pada Protokol ini yang berkaitan 
dengan penafsiran atau pelaksanaannya dan yang tidak dapat diselesaikan 
dengan cara lain akan diajukan kepada mahkamah Internasional atas permin-
taan salah satu pihak dalam perselisihan.  
 





 Pasal V 
Aksesi 
Protokol ini akan terbuka untuk aksesi bagi semua Negara Pihak pada Konvensi 
dan tiap Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, atau tiap anggo-
ta badan khusus atau tiap negara yang mungkin diundang oleh Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk beraksesi. Aksesi akan diakukan dengan 




Dalam hal Negara Federal atau Negara yang bukan negara kesatuan akan 
berlaku ketentuan-ketentuan berikut :  
(a) Mengenai pasal-pasal Konvensi yang akan diterapkan sesuai dengan Pasal 
I, ayat 1 Protokol ini yang termasuk dalam yurisdiksi legislatif kekuasaan 
legislatif federal, kewajiban-kewajiban Pemerintah Federal pada tingkat ini 
sama dengan kewajiban-kewajiban Negara-negara Pihak yang bukan 
Nagara-negara Federal;  
(b) Mengenai pasal-pasal Konvensi yang akan diterapkan sesuai dengan Pasal 
I, ayat 1 Protokol ini yang termasuk dalam yurisdiksi legislatif Negara-negara 
bagian, provinsi-provinsi atau kanton- kanton, yang menurut sistem konsti-
tusional federasi, tidak berkewajiban untuk mengambil tindakan legislatif, 
Pemerintah Federal akan menyampaikan pasal-pasal termaksud dengan 
rekomendasi yang baik kepada instans-instansi yang cocok dari Negara-
negara bagian, provinsi-provinsi atau kanton-kanton secepat mungkin untuk 
diperhatikan;  
(c) Negara Federal Pihak pada Protokol ini, atas permintaan Negara pihak lain 
pada Protokol ini yang disampaikan melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, akan memberikan keterangan tentang undang-undang dan 
praktik Federasi & unit-unit bagiannya mengenai ketentuan tertentu Konvensi 
yang akan dilaksanakan sesuai dengan Pasal I, ayat 1 Protokol ini, yang 






menunjukkan jangkauan berlakunya ketentuan itu yang ditentukan oleh 
tindakan legislatif atau tindakan lain.  
Pasal VII 
Reservasi dan Deklarasi 
1. Ada waktu aksesi, tiap Negara dapat membuat reservasi mengenai Pasal IV 
Protokol ini dan mengenai pelaksanaan. sesuai dengan Pasal I Protokol ini 
dari suatu ketentuan Konvensi selain yang tercantum dalam Pasal-pasal 1, 
2, 3, 4, 16(1) dan 33 Konvensi, dengan ketentuan bahwa dalam hal Negara 
Pihak pada Konvensi reservasi-reservasi yang dibuat berdasarkan Pasal ini 
tidak akan mencakup para pengungsi yang termasuk liputan berlakunya 
Konvensi.  
2. Reservasi-reservasi yang dibuat oleh Negara-negara Pihak pada Konvensi 
sesuai dengan Pasal 42 Konvensi, kecuali apabila ditarik kembali, akan 
berlaku dalam hubungan dengan kewajiban-kewajiban Negara-negara ter-
maksud berdasarkan protokol ini.  
3. Tiap Negara yang membuat reservasi sesuai dengan ayat 1 Pasal ini setiap 
waktu dapat menarik kembali reservasi tersebut dengan pemberitahuan 
untuk maksud itu yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perse-
rikatan Bangsa-Bangsa.  
4. Deklarasi-deklarasi yang dibuat berdasarkan Pasal 60, ayat 1 dan 2 
Konvensi oleh suatu Negara Pihak pada Konvensi yang beraksesi pada 
Protokol ini akan dianggap berlaku bagi Protokol, kecuali apabila pada waktu 
aksesi notifikasi yang menyatakan sebaliknya disampaikan oleh Negara 
Pihak yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-
Bangsa. Ketentuan-ketentuan Pasal 40. ayat 2 dan 3, serta Pasal 44, ayat 3 
konvensi akan dianggap berlaku mutatis mutandtis untuk Protokol ini.  
Pasal VIII 
Mulai Berlaku 
(1) Protokol ini akan mulai berlaku pada tanggal penyimpanan piagam aksesi 
yang keenam.  





 (2) Bagi tiap Negara yang beraksesi pada Protokol ini selelah penyimpanan 
piagam aksesi yang keenam, Protokol ini dengan mulai berlaku pada tanggal 
penyimpanan piagam aksesi oleh Negara termaksud.  
Pasal IX 
Pembatalan  
(1) Tiap Negara Pihak pada Protokol ini setiap waktu dapat membatalkan 
Protokol ini dengan notifikasi yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa.  
(2) Pembatalan termaksud akan berlaku bagi Negara Pihak yang bersangkutan 
satu tahun sejak tanggal diterimanya penempatan itu oleh Sekretaris 
Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.  
Pasal X 
Notifikasi oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa 
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahukan kepada 
Negara-negara sebagaimana disebut dalam Pasal V di atas mulai berlakunya 
aksesi-aksesi pada reservasi-reservasi terhadap & pembatalan-pembatalan 
Protokol ini, serta deklarasi-deklarasi dan notifikasi-notifikasi mengenai Protokol 
ini.  
Pasal XI 
Penyimpanan dalam Arsip Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa 
Kopi Protokol ini yang naskah-naskahnya dalam bahasa Tionghoa, Inggris, 
Perancis, Rusia dan Spanyol sama autentiknya, yang ditandatangani oleh 
Presiden Majelis Umum dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, 
akan disimpan dalam arsip Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris 
Jenderal akan menyampaikan salinan-salinannya yang disahkan kepada semua 
Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kepada Negara-negara lain 











3.  Rangkuman 
3.1. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Status Pengungsi 
secara formal disahkan pada tanggal 28 Juli 1951, untuk mengatasi 
masalah pengungsi di Eropa setelah Perang Dunia ke-2. Perjanjian global 
ini mendefinisikan mereka yang memenuhi syarat sebagai pengungsi, 
orang yang memiliki ketakutan akan persekusi karena alasan-alasan ras, 
agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini 
politik-serta menjabarkan hak dan kewajiban pengungsi serta negara yang 
menerima pengungsi. Sebagai landasan hukum yang sah yang mendasari 
kerja UNHCR, Konvensi ini memungkinkan UNHCR membantu jutaan 
pengungsi untuk memulai kehidupan mereka kembali selama 60 tahun 
terakhir ini. Saat ini Konvensi Pengungsi 1951 masih menjadi dasar bagi 
perlindungan pengungsi. Konvensi ini telah beradaptasi dan bertahan 
selama enam dekade yang penuh akan perubahan, namun hingga saat ini 
tetap menghadapi berbagai tantangan yang berbeda satu dengan yang 
lainnya. Salah satu amanat dari Konvensi 1951 yang cukup penting adalah 
diaturnya bagi negara-negara Pihak tidak akan mengenakan hukuman 
pada para pengungsi, karena masuk atau keberadaannya secara tidak sah, 
yang datang langsung dari wilayah di mana hidup atau kebebasannya 
terancam dalam arti Pasal 1, masuk ke atau berada di wilayah Negara-
negara Pilhak tanpa izin, asalkan mereka segera melaporkan diri kepada 
instansi-instansi setempat dan menunjukkan alasan yang layak atas masuk 
atau keberadaan mereka secara tidak sah itu. Negara-negara Pihak tidak 
akan mengenakan pembatasan-pembatasan terhadap perpindahan para 
pengungsi termaksud ke-cuali pembatasan-pembatasan yang perlu dan 
pembatasan-pembatasan demikian. hanya akan diberlakukan sampai 
status mereka di negara itu disahkan atau mereka mendapat izin masuk ke 
negara lain. Negara-negara Pihak akan memberi waktu yang layak dan 
segala kemudahan yang perlu kepada para pengungsi tersebut untuk 
mendapat izin masuk ke negara lain.  





 3.2. Protokol 1967 tentang Status Pengungsi menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Salah satu amanat 
dari Protokol 1967 yang cukup penting adalah diaturnya bagi negara-negara 
Pihak pada Protokol ini berjanji untuk bekerja sama dengan Komisaris 
Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi, atau suatu badan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa lain yang mungkin nenggantikannya, dalam 
menjalankan fungsi-fungsinya, dan terutama akan memudahkan tugasnya 
dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan Protokol ini. Agar 
Komisariat Tinggi, atau suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lain yang 
mungkin menggantikannya, dapat membuat laporan-laporan kepada organ-
organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berwenang, Negara-negara Pihak 
pada Protokol ini berjanji untuk memberikan kepada organ-organ termaksud 
informasi dan data statistik yang diminta, dalam bentuk sebagaimana 
mestinya, mengenai (1) Kondisi para pengungsi; (2) Pelaksanaan Protokol 
ini; (3) Undang-undang, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan 
yang berlaku, atau yang kemudian mungkin berlaku, mengenai pengungsi. 
4.3. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sebenarnya telah memberikan jaminan 
hak-hak bagi pengungsi untuk mendapatkan perlindungan internasional, 
namun yang menjadi masalah kemudian adalah ketika suatu negara yang 
wilayahnya terkena arus pengungsian tidak mau memberikan perlindungan 
internasional ditambah lagi karena ia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan 
Protokol 1967. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka satu-
satunya jalan agar pengungsi mendapatkan perlindungan internasional 
adalah ditaatinya prinsip-prinsip umum hukum pengungsi internasional oleh 
suatu negara. Setidaknya, ada 3 (tiga) prinsip utama yang terkait langsung 
dengan pengungsi internasional, ketiga prinsip dimaksud adalah Prinsip 










C.  PENUTUP 
1. Soal Latihan 
 Fasilitator memberikan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan 
pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada materi bahasan ini dengan mem-
berikan pertanyaan antara lain sebagai berikut: 
1. Sebutkan hak-hak pengungsi yang diatur dalam Konvensi 1951? 
2. Bagaimana perlindungan internasional yang diatur dalam Konvensi 
1951? 
3. Kewajiban-kewajiban apa saja yang harus ditaati oleh pengungsi yang 
diatur dalam Konvensi 1951? 
4. Jelaskan peran negara yang diatur dalam Protokol 1967? 
5. Sebut dan jelaskan prinsip-prinsip umum hukum pengungsi interna-
sional? 
2. Umpan Balik 
 Mahasiswa dapat mengajukan hal tentang kondisi yang dialami dan diha-
rapkannya untuk memahami materi bahasan terkait.  
3. Daftar Pustaka 
A. Shacknove, From Asylum to Containment, International Journal of Refugee 
Law Volume 5 Issue 4 (1993). 
B. Frelick, Preventive Protection and the Right to  Seek Asylum: A Preliminary 
Look at Bosnia and Croatia, International Journal of Refugee Law Volume 
4 Issue 4 (1992). 
E. Burton, Leasing Rights: A New International Instrument for Protecting 
Refugees and Compensating Host Countries, Columbia Human Rights 
Law Review Volume 1 Issue 9 (1987).  
ELSAM, Pengungsi dan Pencari Suaka, Referensi HAM, Jakarta: ELSAM, tanpa 
tahun. 
Irna Rahmawati, Perjanjian Ekstradisi, Artikel yang Diposting pada Tahun 2012. 
James C. Hathaway, The Rights of Refugees Under International Law, London: 
Cambridge University Press, 2005. 





 Kadarudin, Hubungan Indonesia Dengan Prinsip Non Refoulement Dalam 
Perspektif Hukum Internasional, Jurnal Amanna Gappa Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin Volume 20 Nomor 2 (2012). 
Michelle Foster, Protection Elsewhere: the Legal Implications of Requiring 
Refugees to seek Protection in Another State. Michigan Journal of 
International Law Volume 28:223 (2007). 













































 BAB V  
PERANAN UNHCR DALAM URUSAN 
PENGUNGSI INTERNASIONAL 
 
A.  PENDAHULUAN 
1. Sasaran Pembelajaran 
Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan peranan UNHCR 
dalam urusan pengungsi internasional, tugas dan kewenangan UNHCR, mandat 
UNHCR bagi IDPs, kriteria-kriteria keterlibatan UNHCR, dan aktivitas UNHCR. 
2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat  
Sebelum mempelajari materi ini mahasiswa harus mempunyai penge-
tahuan awal tentang pengertian hukum pengungsi internasional, istilah-istilah 
dalam hukum pengungsi internasional, sumber hukum pengungsi internasional, 
dan mekanisme perlindungan internasional bagi pengungsi sebagai prasyarat 
mahasiswa telah lulus mata kuliah hukum internasional dan hukum perjanjian 
internasional.  
3. Keterikatan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan lainnya 
Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa 
tentang peranan UNHCR dalam urusan pengungsi internasional, tugas dan 
kewenangan UNHCR, mandat UNHCR bagi IDPs, kriteria-kriteria keterlibatan 
UNHCR, dan aktivitas UNHCR, sehingga akan lebih mudah mahasiswa untuk 
memahami atau mempelajari pokok bahasan selanjutnya tentang standar 
perlakuan penyelesaian masalah pengungsi internasional. 
4. Manfaat Bahan Pembelajaran  
Setelah mahasiswa mengikuti dan memahami materi bahasan ini maka 
mampu menjelaskan dan menguraikan peranan UNHCR dalam urusan peng-
ungsi internasional, tugas dan kewenangan UNHCR, mandat UNHCR bagi IDPs, 
kriteria-kriteria keterlibatan UNHCR, dan aktivitas UNHCR. 
 
 






5. Petunjuk Belajar Mahsasiswa   
Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa diwajibkan membaca materi 
dalam buku ajar ini. Setelah pemaparan materi bahasan tersebut di atas maha-
siswa diberi kesempatan bertanya atau membentuk kelompok diskusi, serta 
mahasiswa dibebaskan untuk mengemukakan pendapat seluas-luasnya dan 
bertanya kepada fasilitator jika ada materi yang kurang. Selain itu mahasiswa 
juga diberikan tugas mandiri dalam bentuk mahasiswa melakukan penelusuran 
bahan pustaka terkait hukum pengungsi internasional, dan dibahas berdasarkan 
ruang lingkup materi yang telah diajarkan. 
 
B.  PENYAJIAN MATERI BAHASAN 
PERANAN UNHCR DALAM URUSAN PENGUNGSI INTERNASIONAL 
1.   Mandat UNHCR 
Berikut adalah isi teks dari mandat UNHCR sebagaimana yang telah 
ditetapkan hingga solusi ditemukan bagi permasalahan pengungsi : 
CHAPTER I 
General Provisions 
1. The United Nations High Commissioner for Refugees, acting under the 
authority of the General Assembly, shall assume the function of providing 
international protection, under the auspices of the United Nations, to 
refugees who fall within the scope of the present Statute and of seeking per- 
manent solutions for the problem of refugees by assisting Governments and, 
subject to the approval of the Governments concerned, private organizations 
to facilitate the voluntary repatriation of such refugees, or their assimilation 
within new national communities.  
In the exercise of his functions, more particularly when difficulties arise, and 
for instance with regard to any controversy concerning the international sta- 
tus of these persons, the High Commissioner shall request the opinion of the 
advisory committee on refugees if it is created.  





 2. The work of the High Commissioner shall be of anentirely non-political 
character; it shall be humanitarian and social and shall relate, as a rule, to 
groups and categories of refugees.  
3. The High Commissioner shall follow policy directives given him by the 
General Assembly or the Economic and Social Council.  
4. The Economic and Social Council may decide, after hearing the views of the 
High Commissioner on the subject, to establish an advisory committee on 
refugees, which shall consist of representatives of States Members and 
States non-members of the United Nations, to be selected by the Council on 
the basis of their demonstrated interest in and devotion to the solution of the 
refugee problem.  
5. The General Assembly shall review, not later than at it seighth regular 
session, the arrangements for the Office of the High Commissioner with a 
view to determining whether the Office should be continued beyond 31 
December 1953.  
CHAPTER II 
Functions of the High Commissioner 
6.   The competence of the High Commissioner shall extend to:  
A. (i) Any person who has been considered a refugee under the Arrangements of 
12 May 1926 and of 30 June 1928 or under the Conventions of 28 October 
1933 and 10 February 1938, the Protocol of 14 September 1939 or the 
Constitution of the International Refugee Organization.  
(ii) Any person who, as a result of events occurring before 1 January 1951 and 
owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, 
religion, nationality or political opinion, is outside the country of his 
nationality and is unable or, owing to such fear or for reasons other than 
personal convenience, is unwilling to avail himself of the protection of that 
country; or who, not having a nationality and being outside the country of 
his former habitual residence, is unable or, owing to such fear or for 
reasons other than personal convenience, is unwilling to return to it.  






Decisions as to eligibility taken by the International Refugee Organi- zation 
during the period of its activities shall not prevent the status of refugee 
being accorded to persons who fulfil the conditions of the present 
paragraph;  
The competence of the High Commissioner shall cease to apply to any 
person defined in section A above if:  
(a) He has voluntarily re-availed himself of the protection of the country of 
his nationality; or  
(b) Having lost his nationality, he has voluntarily re-acquiredit; or  
(c) He has acquired a new nationality, and enjoys the protection of the 
country of his new nationality; or  
(d) He has voluntarily re-established himself in the country which he left or 
outside which he remained owing to fear of persecution; or  
(e) He can no longer, because the circumstances in connexion with which 
he has been recognized as a refugee have ceased to exist, claim 
grounds other than those of personal convenience for continuing to 
refuse to avail himself of the protection of the country of his nationality. 
Reasons of a purely economic character may not be invoked; or  
(f) Being a person who has no nationality, he can no longer, because the 
circumstances in connexion with which he has been recognized as a 
refugee have ceased to exist and he is able to return to the country of 
his former habitual residence, claim grounds other than those of 
personal convenience for continuing to refuse to return to that country; 
B.  Any other person who is outside the country of his nationality, or if he has 
no nationality, the country of his former habitual residence, because he 
has or had well-founded fear of persecution by reason of his race, 
religion, nationality or political opinion and is unable or, because of such 
fear, is unwilling to avail himself of the protection of the government of 
the country of his nationality, or, if he has no nationality, to return to the 
country of his former habitual residence.  





 7. Provided that the competence of the High Commissioner as defined in 
paragraph 6 above shall not extend to a person:  
(a) Who is a national of more than one country unless he satisfies the 
provisions of the preceding paragraph in relation to each of the countries 
of which he is a national; or 
(b) Who is recognized by the competent authorities of the country in which 
he has taken residence as having the rights and obligations which are 
attached to the possession of the nationality of that country; or  
(c) Who continues to receive from other organs or agencies of theUnited 
Nations protection or assistance; or 
(d) In respect of whom there are serious reasons for considering that he has 
committed a crime covered by the provisions of treaties of extradition or 
a crime mentioned in article VI of the London Charter of the International 
Military Tribunal or by the provisions of article 14, paragraph 2, of the 
Universal Declaration of Human Rights. 
8. The High Commissioner shall provide for the protection of refugees falling 
under the competence of his Office by:  
(a) Promoting the conclusion and ratification of international conventions for 
the protection of refugees, supervising their application and propos- ing 
amendments there to; 
(b) Promoting through special agreements with Governments the execu- tion 
of any measures calculated to improve the situation of refugees and to 
reduce the number requiring protection;  
(c) Assisting governmental and private efforts to promote voluntary repatria-
tion or assimilation within new national communities; 
(d) Promoting the admission of refugees, not excluding those in the most 
destitute categories, to the territories of States; 
(e) End eavouring to obtain permission for refugees to transfer their assets 
and especially those necessary for their resettlement; 






(f) Obtaining from Governments information concerning the number and 
conditions of refugees in their territories and the laws and regulations 
concerning them;  
(g) Keeping in close touch with the Governments and inter-governmental 
organizations concerned; 
(h) Establishing contact in such manner as he may think best with private 
organizations dealing with refugee questions; 
(i) Facilitating the co-ordination of the efforts of private organizations con- 
cerned with the welfare of refugees.  
9. The High Commissioner shall engage in such additional activities, including 
repatriation and resettlement, as the General Assembly may deter- mine, 
within the limits of the resources placed at his disposal. 
10. The High Commissioner shall administer any funds, public or private, which 
he receives for assistance to refugees, and shall distribute them among the 
private and, as appropriate, public agencies which he deems best qualified to 
administer such assistance. 
The High Commissioner may reject any offers which he does not consider 
appropriate or which cannot be utilized. The High Commissioner shall not 
appeal to Governments for funds or make a general appeal, without the prior 
approval of the General Assembly. 
The High Commissioner shall include in his annual report a statement of his 
activities in this field. 
11. The High Commissioner shall been titled to present his views before the 
General Assembly, the Economic and Social Council and their subsidiary 
bodies. The High Commissioner shall report annually to the General Assem-
bly through the Economic and Social Council; his report shall be considered 
as a separate item on the agenda of the General Assembly. 
12. The High Commissioner may invite the co-operation of the various specia-
lized agencies. 
 





 CHAPTER III 
Organization and finances 
13. The High Commissioner shall be elected by the General Assembly on the 
nomination of the Secretary-General. The terms of appointment of the High 
Commissioner shall be proposed by the Secretary-General and approved by 
the General Assembly. The High Commissioner shall be elected for a term of 
three years, from 1 January 1951. 
14. The High Commissioner shall appoint, for the same term, a Deputy High 
Commissioner of a nationality other than his own.  
15. (a) Within the limits of the budgetary appropriations provided, the staff of the 
Office of the High Commissioner shall be appointed by the High 
Commissioner and shall be responsible to him in the exercise of their 
functions.  
(b) Such staff shall be chosen from persons devoted to the purposes of the 
Office of the High Commissioner.  
(c) Their conditions of employment shall be those provided under the staff 
regulations adopted by the General Assembly and the rules promulgated 
thereunder by the Secretary-General.  
(d) Provision may also be made to permit the employment of personnel 
without compensation.  
2. The High Commissioner shall consult the Government of the countries of 
residence of refugees as to the need for appointing representatives therein. 
In any country recognizing such need, there may be appointed a representa- 
tive approved by the Government of that country. Subject to the foregoing, 
the same representative may serve in more than one country. 
3. The High Commissioner and the Secretary-General shall make appro- priate 
arrangements for liaison and consultation on matters of mutual interest. 






4. The Secretary-General shall provide the High Commissioner with all 
necessary facilities within budgetary limitations. 
5. The Office of the High Commissioner shall be located in Geneva, 
Switzerland. 
6. The Office of the High Commissioner shall be financed under the budget of 
the United Nations. Unless the General Assembly subsequently decides 
otherwise, no expenditure other than administrative expenditures relating to 
the functioning of the Office of the High Commissioner shall be borne on the 
budget of the United Nations and all other expenditures relating to the 
activities of the High Commissioner shall be financed by voluntary contribu- 
tions.  
7. The administration of the Office of the High Commissioner shall be sub- ject 
to the Financial Regulations of the United Nations and to the financial rules 
promulgated thereunder by the Secretary-General. 
8. Transactions relating to the High Commissioner’s funds shall be subject to 
audit by the United Nations Board of Auditors, provided that the Board may 
accept audited accounts from the agencies to which funds have been 
allocated. Administrative arrangements for the custody of such funds and 
their allocation shall be agreed between the High Commissioner and the 
Sec- retary-General in accordance with the Financial Regulations of the 
United Nations and rules promulgated thereunder by the Secretary-General.  
Berikut terjemahan resmi dari teks Statuta UNHCR di atas : 
BAB I 
Ketentuan Umum 
1. Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi, yang 
bertindak di bawah wewenang Majelis Umum, akan memegang fungsi 
pemberian perlindungan intemasional, di bawah naungan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa. kepada para pengungsi yang termasuk dalam ruang 
lingkup Statuta ini dan pencarian solusi- solusi permanen masalah 
pengungsi dengan membantu Pemerintah- pemerintah dan, tergantung pada 





 persetujuan Pemerintah-pemerintah yang bersangkutan, organisasi-organi-
sasi swasta untuk memudahkan repatriasi sukarela para pengungsi dimak-
sud, atau asimilasi mereka dalam komunitas-komunitas nasional baru. 
Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, terutama apabila timbul kesulitan, 
dan misalnya berkaitan dengan kontroversi status intemasional orang-orang 
dimaksud, Komiaris Tinggi akan meminta pendapat komite penasihat peng-
ungsi jika komite itu dibentuk. 
2. Kegiatan Komisaris Tinggi akan sepenuhnya bersifat nonpolitis; kegiatan itu 
akan bersifat humaniter dan sosial dan menyangkut, kelompok-kelompok 
atau kategori-kategori pengungsi pada umumnya. 
3. Komisaris Tinggi akan mengikuti petunjuk-petunjuk kebijakan yang diberikan 
kepadanya oleh Majelis Umum atau Dewan Ekonomi dan Sosial. 
4. Dewan Ekonomi dan Sosial dapat memutuskan, setelah mendengar penda-
pat Komisaris Tinggi tentang pokok yang bersangkutan, untuk membentuk 
sebuah komite penasihat tentang pengungsi, yang terdiri dari wakil-wakil 
Negara-negara Anggota dan Negara-negara bukan anggota Perserikatan 
Bangsa-Bangsa. yang akan diseleksi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial atas 
dasar perhatian nyata dan pengabdian Negara-negara tersebut pada solusi 
masalah pengungsi. 
5. Majelis Umum akan meninjau, selambat-lambatnya pada sidang regular-nya 
kedelapan, pengaturan bagi Komisaris Tinggi dengan maksud untuk 
menetapkan apakah Komisariat tersebut akan diteruskan melampaui 31 
Desember 1953  
BAB II 
Fungsi-Fungsi Komisaris Tinggi 
6. Wewenang Komisaris Tinggi meliputi :  
A. (i) Seseorang dianggap sebagai pengungsi menurut Perjanjian tanggal 12 Mei 
1926 dan 30 Juni 1928 atau menurut Konvensi 28 Oktober 1933 dan 10 
Februari 1938. Protokol 14 September 1939 atau Konstitusi Organisasi 
Internasional.  






(ii) Seseorang yang. sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 
Januari 1951 dan yang disebabkan oleh rasa ketakutan yang sungguh-
sungguh mendasar akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, 
kebangsaan atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya 
dan tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut atau karena alasan-alasan 
yang bukan alasan-alasan kesenangan pribadi, tidak mau memanfaatkan 
perlindungan negara itu; atau seseorang. yang tidak berkewarganegaraan 
dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat 
tinggal, tidak dapat atau, karena ketakutan itu atau karena alasan-alasan 
yang bukan alasan-alasan kesenangan pribadi, tidak mau kembali ke 
negara itu. 
Keputusan mengenai terpenuhinya persyaratan yang diambil oleh Organi- 
sasi Pengungsi Intemasional dalam periode kegiatannya tidak akan 
mencegah status pengungsi yang diberikan kepada orang-orang yang, 
memenuhi syarat-syarat paragraf ini. 
Wewenang Komisaris. Tinggi akan berhenti berlaku terhadap seseorang 
yang ditetapkan pada bagian A di atas jika :  
a) la secara sukarela telah memanfaatkan kembali perlindungan negara 
kewarganegaraannya; atau 
b) Setelah kehilangan kewarganegaraannya. ia secara sukarela telah 
memperolehnya kembali; atau 
c) la telah memperoleh kewarganegaraan baru, dan menikmati perlin-
dungan negara kewarganegaraan barunya; atau 
d) la secara sukarela telah menetap kembali di negara yang ditinggalkan-
nya atau di luar negara itu dimana ia tetap tinggal karena ketakutan 
akan persekusi; atau 
e) la tidak dapat lagi. karena keadaan-keadaan yang berhubungan de-
ngan pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah tidak ada lagi. 
mengajukan alasan-alasan yang bukan alasan-alasan kesenangan 
pribadi untuk tetap menolak memanfaatkan perlindungan negara 





 kewarganegaraannya. Alasan-alasan yang semata-mata bersifat eko-
nomis tidak dapat diajukan; atau 
f) Sebagai seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan, ia tidak 
dapat lagi. karena keadaan-keadaan yang berhubungan dengan penga-
kuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah tidak ada lagi dan ia dapat 
kembali ke negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, 
mengajukan alasan-alasan yang bukan alasan alasan kesenangan 
pribadi untuk tetap menolak kembali ke negara tersebut;  
B. Seseorang yang berada di luar negera kewarganegaraannya. atau ia tidak 
memiliki kewarganegaraan negara di mana ia sebelumnya biasanya ber-
tempat tinggal, karena ia mempunyai atau pernah mempunyai ketakutan 
yang sungguh- sungguh berdasar akan persekusi karena alasan-alasan ras, 
agama kebangsaan atau, opini politik dan tidak dapat atau, karena kece-
masan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan pemerintah negara 
kewarganegaraannya, atau, jika ia tidak mempunyai kewarganegaraan, 
kembali ke negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal.  
7. Menentukan bahwa wewenang Komisaris Tinggi sebagaimana dirumuskan 
dalam paragraf 6 di atas tidak akan diperluas kepada seseorang :  
(a) Yang merupakan warganegara dari lebih dari satu negara kecuali apabila 
ia memenuhi ketentuan paragraf terdahulu dalam hubungannya dengan 
tiap negara di mana ia adalah warga negara; atau 
(b) Yang diakui oleh instansi-insiansi yang berwenang negara di mana ia 
telah bertempat tinggal mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban 
yang terkait pada dimilikinya kewarganegaraan negara itu; atau 
(c) Yang secara terus menerus menerima perlindungan atau bantuan dari 
organ-organ atau badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
(d) Yang berkaitan dengan mereka yang karena alasan-alasan serius untuk 
dipertimbangkan bahwa ia telah melakukan tindak pidana yang diatur 
dalam ketentuan-ketentuan perjanjian-perjanjian ekstradisi atau tindak 
pidana yang disebut dalam Pasal VI Piagam London tentang Mahkamah 






Militer Inter-nasional atau oleh ketentuan-ketentuan Pasal 14, paragraf 2, 
dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.  
8. Komisaris Tinggi akan memberikan pertindungan kepada para pengungsi 
yang berada di bawah wewenang Komisariatnya dengan :  
(a) Memajukan pelaksanaan dan ratifikasi konvensi-konvensi internasional 
bagi perlindungan para pengungsi. mengawasi pelaksanaan konvensi-
konvensi tersebut dan mengusulkan amandemen-amandemen terhadap 
konvensi-konvensi itu;  
(b) Memajukan melalui persetujuan-persetujuan khusus dengan Pemerintah- 
pemerintah pelaksanaan tiap tindakan yang diperkirakan akan mem-
perbaiki keadaan para pengungsi dan untuk mengurangi jumlah yang 
membutuhkan perlindungan; 
(c) Membantu upaya-upaya pemerinlah dan swasta untuk menggalakkan 
repatriasi sukarela atau asimilasi dalam masyarakat-masyarakat nasional 
baru;  
(d) Menggalakkan untuk membolehkan masuknya para pengungsi, tidak 
terkecuali mereka yang termasuk dalam kategori-kategori paling kekura-
ngan, ke dalam wilayah negara-negara; 
(e) Berusaha keras untuk memperoleh izin bagi para pengungsi untuk 
memindahkan aset mereka dan terutama aset yang perlu bagi pemu-
kiman mereka; 
(f) Memperoleh informasi dari Pemerinlah-pemerinlah mengenai jumlah dan 
kondisi-kondisi para pengungsi dalam wilayah-wilayah mereka serta 
undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai para pengungsi 
tersebut; 
(g) Menjaga hubungan yang erat dengan Pcmerinlah-pemerintah dan 
organisasi-organisasi antar pemerinlah yang bersangkutan; 
(h) Membina hubungan dengan cara yang demikian rupa baik dengan 
organisasi-organisasi swasta yang menangani masalah-masalah peng-
ungsi; 





 (i) Memudahkan koordinasi upaya-upaya organisasi-organisasi swasta yang 
memperhatikan kesejahteraan para pengungsi.  
9. Komisaris Tinggi akan melaksanakan kegialan-kegialan tambahan, termasuk 
repatriasi dan pemukiman, yang mungkin akan ditetapkan oleh Majelis 
Umum, dalam batas-batas sumber-sumber yang disediakan baginya. 
10. Komisaris Tinggi akan mengelola tiap dana, publik atau privat, yang diteri-
manya untuk memtu para pengungsi, dan akan membagikannya ke badan-
badan privat dan, apabila dianggap tepat, juga kepada badan-badan publik 
yang dianggap mempunyai kemampuan untuk mengelola bantuan termak-
sud. 
Komisaris Tinggi dapat menolak setiap tawaran yang dianggapnya tidak 
tepat atau yang tidak dapat dipergunakan. 
Komisaris Tinggi tidak akan meminta dana kepada Pemerintah-pemerintah 
atau menyampaikan permintaan umum, tanpa persetujuan lebih dulu dari 
Majelis Umum  
Komisaris Tinggi akan memasukkan ke dalam laporan tahunannya per-
nyataan dari kegiatan-kegiatannya di bidang ini.  
11. Komisaris Tinggi berhak menyampaikan pandangan-pandangannya di depan 
Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial dan badan-badan bawahan dari 
kedua organ tersebut.  
Komisaris Tinggi akan melapor setiap tahun kepada Majelis Umum melalui 
Dewan Ekonomi dan Sosial; laporannya akan dibahas sebagai mata acara 
terpisah dalam agenda Majelis Umum.  
12. Komisaris Tinggi dapat bekerja sama dengan berbagai badan khusus.  
BAB III 
Organisasi dan Keuangan : 
13. Komisaris Tinggi dipilih oleh Majelis Umum berdasarkan pencalonan dari 
Sekretaris Jenderal. Persyaratan pengangkatan Komisaris Tinggi diusulkan 
oleh Sekretaris Jenderal dan disetujui oleh Majelis Umum. Komisaris Tinggi 
dipilih untuk masa jabatan tiga tahun. terhitung mulai 1 Januari 1951. 






14. Komisaris Tinggi mengangkat, untuk masa jabatan yang sama. seorang 
Deputi Komisaris Tinggi yang berkewarganegaraan lain dari kewarganega-
raannya sendiri :  
15. (a) Dalam batas-batas penyediaan anggaran yang diberikan, staf Komisariat 
Tinggi diangkat oleh Komisaris Tinggi dan bertanggung jawab kepada-
nya dalam pelaksanaan fungsi-fungsi mereka.  
(b) Staf dimaksud akan dipilih dari orang-orang yang setia pada tujuan-tujuan 
Komisariat Tinggi. 
(c) Syarat-syarat pengerjaan mereka diatur berdasarkan ketentuan kepega-
waian yang diterima oleh Majelis Umum dan ketentuan yang ditetapkan 
berdasarkan peraturan tersebut oleh Sekretaris Jenderal. 
(d) Ketentuan dapat juga dibuat untuk dapat memperkerjakan personel tanpa 
menerima pembayaran.  
16. Komisaris Tinggi akan berkonsultasi dengan Pemerintah negara-negara 
tempat tinggal para pengungsi mengenai perlunya pengangkatan wakil-wakil 
di negara-negara tersebut. Di negara yang mengakui keperluan termaksud, 
dapat diangkat seorang wakil yang disetujui oleh Pemerintah negara itu. 
Dengan ketentuan sebagaimana disebut terdahulu. Wakil yang sama dapat 
bertugas di lebih dari satu negara. 
17. Komisaris Tinggi dan Sekretaris Jenderal akan membuat persetujuan yang 
tepat bagi penyelenggaraan hubungan dan konsultasi mengenai masalah-
masalah kepentingan bersama. 
18 Sekretaris Jendral akan memberikan kepada Komisaris Tinggi segala fasilitas 
yang perlu dalam batas-batas anggaran. 
19. Komisaris Tinggi akan berkedudukan di Jenewa, Swiss. 
20. Komisaris Tinggi akan dibiayai dari anggaran Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
Kecuali Majelis Umum kemudian memutuskan lain, tidak ada pengeluaran 





 selain pengeluaran administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi 
Komisariat Tinggi akan dibebankan pada anggaran Peserikatan Bangsa-
Bangsa dan segala pengeluaran lain yang berkaitan dengan kegiatan 
Komisaris Tinggi akan dibiayai melalui sumbangan sukarela. 
21. Administrasi Komisariat Tinggi akan tunduk pada Peraturan Keuangan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pada ketentuan keuangan yang ditetapkan 
atas dasar itu oleh Sekretaris Jenderal. 
22. Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan dana Komisaris Tinggi akan 
dikenakan audit oleh Dewan Auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa. dengan 
ketentuan bahwa Dewan tersebut dapat menerima laporan-Iaporan yang 
sudah diaudit dari badan-badan yang mendapat alokasi dana. Pengaturan 
administratif bagi penahanan dana termaksud dan alokasinya akan 
disepakati antara Komisaris Tinggi dan Sekretaris Jendral sesuai dengan 
Peraturan Keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta ketentuan yang 
ditetapkan atas dasar peraturan tersebut oleh Sekretaris Jenderal.  
2. Kriteria Keterlibatan UNHCR36 
Kriteria yang digariskan oleh Resolusi Majelis Umum 48/116 dan Konklusi 
Komisi Eksekutif No. 75, merupakan kriteria bagi keterlibatan UNHCR dalam 
suatu persoalan, baik masalah pengungsi, pengungsi internal (internally 
displaced persons) ataupun peristiwa kemanusiaan lainnya. Kriteria dimaksud 
adalah : 
1. Permintaan khusus bagi keterlibatan UNHCR berasal dari Majelis 
Umum, Sekretaris Jenderal atau Badan Utama lainnya yang berkom-
peten dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (misalnya Dewan Ekonomi 
dan Sosial), dan/atau perhatian dari negara-negara yang peduli atau 
entitas lain yang relevan bagi keterlibatan UNHCR; 
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bekerjasama dengan UNHCR Jakarta, 2003), hlm. 174-175 






2. Berkaitan dengan bidang keahlian dan pengalaman yang diberikan 
bagi perlindungan dan jalan keluar bagi IDPs dalam situasi tertentu; 
3. Kebutuhan atau aktivitas UNHCR untuk meninggalkan bersama-sama 
batasan atas tempat sumber daya (resources placed) yang telah 
diberikan bagi permasalahan-permasalahan aktivitas-aktivitas yang 
ada. 
Kaitan penting dari masing-masing batasan yang ada bisa saja berubah. 
Sebagai contoh, UNHCR aka nada di tempat (lokasi) dimana pengungsi internal 
(internally displaced persons) bersama-sama dengan pengungsi atau returne 
population berada, atau dimana UNHCR telah memainkan peranan bersama 
dengan negara-negara lainnya. Namun ditentukan juga untuk memikirkan 
perluasan dari kegiatan-kegiatan yang ada guna menanggapi secara lebih baik 
kebutuhan dari pengungsi internal (internally displaced persons), permintaan 
khusus dari Majelis Umum atau Sekretaris Jenderal, atau menggambarkan 
otoritas dari negara yang mungkin tidak menjadi pre condition bagi keterlibatan 
UNHCR. Dalam kaitan ini kegiatan UNHCR dalam masalah pengungsi internal 
diikuti oleh fungsi mandatnya. Contoh program UNHCR di Sri Lanka (1988), 
Nikaragua (1987), dan Chad (1981). Dalam masing-masing peristiwa ini, 
keterlibatan UNHCR merupakan permintaan dari PBB atau negara-negara yang 
berkepentingan. Kebalikannya, otorisasi sebelumnya dari PBB atau sebuah 
negara akan menjadi prasyarat dimana hubungan antara pertimbangan operasi 
dan fungsi mandate UNHCR adalah lemah. kerja UNHCR di Iraq (1991), sebagai 
contoh, mendapatkan tanggapan dari Resolusi Dewan Keamanan Nomor 688. 
Dari kesemua hal ini, premis dari keterlibatan UNHCR haruslah memiliki 
prospek yang masuk akal bagi peningkatan perlindungan dan promosi atas jalan 









 3. Aktivitas UNHCR37 
3.1. Sejarah UNHCR 
Badan PBB untuk urusan pengungsi pertama kali terbentuk pada awal 
Perang Dunia ke-2 untuk membantu orang Eropa yang terpencar karena konflik 
tersebut. Dengan optimisme, kantor United Nations High Commissioner for 
Refugees (UNHCR) didirikan pada 14 December 1950 oleh Sidang Umum PBB 
dengan mandat tiga tahun untuk menyelesaikan tugasnya lalu akan dibubarkan. 
Di tahun berikutnya, pada 28 Juli, Konvensi PBB tentang Status Pengungsi, 
sebuah dasar hukum dalam membantu pengungsi dan statuta dasar yang 
mengarahkan kerja UNHCR, dicetuskan. 
Pada tahun 1956, UNHCR mengalami keadaan darurat terbesarnya yang 
pertama, dimana jumlah pengungsi mengalami peledakan dikarenakan Soviet 
yang menghancurkan Revolusi Hongaria. Segala teori yang menyebutkan bahwa 
UNHCR tidak dibutuhkan, tidak lagi mengemuka. Pada tahun 1960-an, 
dekolonisasi Afrika menyebabkan krisis pengungsi dalam jumlah terbesar dalam 
benua tersebut hingga membutuhkan intervensi UNHCR. Selama dua dekade 
berikutnya UNHCR membantu mengatasi pergerakan manusia di Asia dan Latin 
Amerika. Pada akhir abad, terdapat permasalahan pengungsi baru di Afrika, 
menjadikan adanya siklus yang berulang dan membawa gelombang pengungsi 
baru di Eropa menyusul serangkaian perang di daerah Balkan. 
Pada awal abad 21, UNHCR telah membantu berbagai krisis pengungsi 
terbesar di Afrika seperti di Republik Demokrat Kongo dan Somalia, serta di 
Asia, terutama dalam permasalahan pengungsi di Afghanistan yang berlangsung 
selama 30 tahun. Pada saat yang sama, UNHCR diminta untuk menggunakan 
keahliannya untuk mengatasi permasalahan pengungsi internal yang disebabkan 
oleh konflik. Disamping itu, peran UNHCR juga meluas hingga menangani 
bantuan bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan, sebuah kelompok orang 
yang berjumlah jutaan namun tidak kasat mata, sementara mereka menghadapi 
bahaya kehilangan hak-hak dasarnya karena tidak memiliki kewarganegaraan. 
                                                          
37 Isi materi dalam sub ini dapat dilihat pada website resmi UNHCR, lihat 
http://www.unhcr.or.id  






Di beberapa bagian dunia seperti Afrika dan Amerika Latin, mandat awal 
UNHCR yang ditetapkan pada tahun 1951 telah diperkuat dengan adanya 
perjanjian tentang instrumen hukum regional. 
Pada tahun 1954, UNHCR memenangkan penghargaan Nobel Peace atas 
kerja besarnya membantu pengungsi di Europe. Mandatnya kemudian diperluas 
hingga akhir dekade. Lebih dari 25 tahun kemudian, UNHCR menerima peng-
hargaan pada tahun 1981 atas kontribusinya yang berupa bantuan global bagi 
para pengungsi dengan kutipan yang menggarisbawahi hambatan politik yang 
harus dihadapi UNHCR. Dari jumlah Negara anggota sebanyak 34 staff pada 
saat awal berdirinya, saat ini UNHCR telah memiliki 7,190 staff nasional dan 
internasional, termasuk 702 orang yang bekerja di kantor pusat di Geneva. 
UNHCR bekerja di 123 negara, dengan staff yang berbasis di 124 lokasi utama, 
seperti di daerah dan kantor cabang, dan 272 sub-kantor dan kantor lapangan 
yang seringkali berada di daerah terpencil.   
Dana yang dibutuhkan telah berkembang dari US$300,000 pada saat 
pertama didirikan, hingga mencapai US$3.32 billion pada tahun 2011. in 2011. 
Lebih dari 43 juta orang mengalami pergerakan ke tempat yang tidak seharusnya 
di seluruh dunia. Saat ini UNHCR mengurus 36,4 juta orang yang diantaranya 
terdiri dari: 15,6 juta pengungsi internal, 10,4 juta pengungsi 2,5 juta orang yang 
kembali ke negara asalnya, 6,5 juta orang tanpa kewarganegaraan, lebih dari 
980,000 pencari suaka dan lebih dari 400,000 orang yang menjadi perhatian 
UNHCR lainnya. Sebuah organisasi yang awalnya memiliki mandat bekerja tiga 
tahun untuk menangani permasalahan pengungsi namun telah merayakan hari 
jadi-nya yang ke-60 pada 14 December 2010, menyadari bahwa kebutuhan 
kemanusiaan tidak akan pernah ada habisnya. 
3.2. Struktur UNHCR 
Badan PBB untuk urusan pengungsi diatur oleh Sidang Umum PBB 
dan Economic and Social Council (ECOSOC). Komite Eksekutif UNHCR yang 
terdiri dari 85 anggota, menyetujui program biennial UNHCR dan budget yang 
menyesuaikan dengan program tersebut. Hal ini dipresentasikan oleh Komi-
sioner Tertingi UNHCR (saat ini dijabat oleh Filippo Grandi), yang ditunjuk oleh 





 Sidang Umum PBB. Setiap tahun, Komisioner Tinggi melaporkan kinjerja 
UNHCR kepada ECOSOC dan Sidang Umum PBB. 
Mandat UNHCR ditentukan dalam Statuta tahun 1950, yang awalnya 
ditetapkan untuk periode tiga tahun. Pada tahun 2003, Sidang Umum mem-
perluas rentang waktu mandat tersebut “hingga solusi ditemukan bagi perma-
salahan pengungsi.” 
Sebagai ketua organisasi, Komisioner Tertinggi bertanggung jawab untuk 
mengarahkan dan mengontrol Sistem UNHCR. Mereka akan mengarahkan kerja 
UNHCR dengan bantuan Deputi Komisioner Tinggi dan Asisten Komisioner 
Tinggi untuk bidang Perlindungan dan Operasi. 
3.3. UNHCR di Indonesia 
UNHCR telah berdiri di Indonesia sejak tahun 1979, saat ini berkantor 
pusat di Jakarta dan memiliki perwakilan di Medan, Tanjung Pinang, Surabaya, 
Makassar, Kupang, dan Pontianak. Pada masa awal berdirinya, aktivitas UNHCR 
berfokus pada penanganan kedatangan pengungsi Vietnam dengan kapal dalam 
jumlah besar, seperti yang termaktub dalam Comprehensive Plan of Action 
(CPA), sebuah rencana aksi yang dicetuskan pada 14 Juni 1989 oleh negara-
negara anggota yang mengikuti Konferensi Internasional tentang Pengungsi 
Indo-Cina. Adapun tanggungjawab khusus UNHCR dalam menangani pengungsi 
Indo-Cina dirumuskan dalam CPA tersebut. Pada tahun 1979, pemerintah 
Indonesia memberikan otorisasi untuk pendirian kamp pengungsian di Pulau 
Galang, yang mengakomodir lebih dari 170,000 pengungsi hingga pada saat 
kamp tersebut ditutup pada tahun 1996. 
Indonesia belum menjadi Negara Pihak dari Konvensi 1951 tentang Status 
Pengungsi dan Protokol 1967, dan belum memiliki sebuah sistem penentuan 
status pengungsi. Dengan demikian, pemerintah memberikan kewenangan 
kepada UNHCR untuk menjalankan mandat perlindungan pengungsi dan untuk 
menangani permasalahan pengungsi di Indonesia. 
Berada diantara negara-negara penerima pencari suaka dan pengungsi 
dalam jumlah besar seperti Malaysia, Thailand dan Australia, secara berkelan-
jutan Indonesia terkena dampak dari pergerakan populasi tercampur (mixed 






population movements). Setelah penurunan jumlah di akhir tahun 1990-an, 
jumlah kedatangan pencari suaka ke Indonesia kembali meningkat di tahun 
2000, 2001 dan 2002. Meskipun jumlah kedatangan kemudian menurun lagi 
pada tahun 2003 - 2008, tren kedatangan kembali meningkat di tahun 2009 
dengan jumlah 3,230 orang meminta perlindungan melalui UNHCR. Saat ini 
mayoritas pencari suaka tersebut datang dari from Afghanistan, Myanmar 
dan Somalia. (Data kedatangan pencari suaka yang mendaftarkan diri di UNHCR 
dari tahun ke tahun adalah 385 di tahun 2008; 3,230 pada tahun 2009; 
3,905 pada tahun 2010; 4,052 di tahun 2011, 7,223 di tahun 2012; 8,332 di tahun 
2013; 5,659 di tahun 2014; dan 4,426 di tahun 2015). 
Perlindungan yang diberikan UNHCR, dimulai dengan memastikan bahwa 
pengungsi dan pencari suaka terlindung dari refoulement (yakni perlindungan 
dari pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal mereka dimana hidup 
atau kebebasan mereka terancam bahaya atau penganiayaan). Perlindungan 
pengungsi lebih jauh mencakup proses verifikasi identitas pencari suaka dan 
pengungsi agar mereka dapat terdaftar dan dokumentasi individual dapat 
dikeluarkan. Pencari suaka yang telah terdaftar kemudian dapat mengajukan 
permohonan status pengungsi melalui prosedur penilaian yang mendalam oleh 
UNHCR, yang disebut sebagai Penentuan Status Pengungsi atau Refugee 
Status Determination (RSD). Prosedur ini memberikan kesempatan kepada para 
pencari suaka secara individual untuk diinterview dalam bahasa ibu mereka oleh 
seorang staff RSD dan dibantu oleh seorang penerjemah ahli, yang akan menilai 
keabsahan permintaan perlindungan yang diajukan. Selanjutnya pencari suaka 
akan diberikan keputusan, apakah status pengungsi diberikan atau tidak 
kepadanya, beserta dengan alasannya. Apabila permintaan untuk perlindungan 
ditolak, prosedur dalam RSD memberlakukan satu kesempatan untuk pengajuan 
ulang (banding). Bagi mereka yang mendapatkan status pengungsi, UNHCR 
akan mencarikan satu dari tiga solusi jangka panjang yang memungkinkan: 
penempatan di negara ketiga, pemulangan sukarela (apabila konflik di daerah 
asal sudah berakhir) atau integrasi lokal. Namun, solusi yang terakhir tidak 
berlaku di Indonesia karena pemerintah tidak memberikan izin tinggal secara 





 hermanen di Indonesia bagi pengungsi. Penempatan di negara ketiga sejauh ini 
masih menjadi satu-satunya solusi bagi mayoritas pengungsi di Indonesia. 
Saat ini, UNHCR memiliki lebih dari 60 staff di Indonesia. Sampai dengan 
akhir Januari 2016, sebanyak 7,616 pencari suaka terdaftar di UNHCR Jakarta 
secara kumulatif dari Afghanistan (50%), Somalia (10%) dan Myanmar (5%). 
Sementara sejumlah 6,063 pengungsi terdaftar di UNHCR Jakarta dari Afgha-
nistan (49%), Myanmar (11%), dan Somalia (8%). 
3.4. UNHCR Secara Global 
Kantor United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) didiri-
kan pada 14 Desember 1950 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa 
(PBB). Organisasi ini memiliki mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan 
kegiatan internasional dalam melindungi pengungsi dan menyelesaikan 
permasalahan pengungsi di dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi 
hak-hak dan keamanan pengungsi. UNHCR bekerja untuk memastikan bahwa 
setiap orang memiliki hak untuk mencari suaka dan mendapatkan suaka yang 
aman di negara lain, dengan pilihan selanjutnya untuk kembali ke negara 
asalnya secara sukarela, diintegrasi secara lokal atau ditempatkan di negara 
ketiga. UNHCR juga dimandatkan oleh Majelis Umum PBB untuk membantu dan 
mencari solusi bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan. 
Dalam lebih dari enam dekade, UNHCR telah memberikan pertolongan 
kepada puluhan juta orang untuk memulai kembali hidup baru mereka. Saat ini, 
dengan 8,600 staff dari lebih dari 125 negara, UNHCR terus memberikan 
bantuannya bagi 33,9 juta orang. 
3.5. UNHCR di Asia dan Pasifik 
Di Asia, pergerakan migrasi tercampur (mixed migratory movements) 
terus menerus menandai kawasan tersebut, dengan adanya perpindahan 
sekelompok orang untuk mencari penghidupan yang lebih baik, sementara 
perpindahan lain dilakukan untuk melarikan diri dari penganiayaan dan konflik. Di 
dalam lingkungan dimana Negara mengkhawatirkan keamanan nasional dan 
dimana Negara memprioritaskan hubungan bilateral diatas perlindungan 
pengungsi, UNHCR terus melakukan upaya advokasi untuk menghargai hak-hak 






suaka dan untuk menciptakan “ruang suaka” secara berkelanjutan di kawasan 
Asia. 
Jumlah seluruh orang yang menjadi perhatian UNHCR di Asia mencapai 
16,112,700 pada akhir 2010, sebuah penurunan sebesar 13.2% dari jumlah 
18,567,000 pada akhir tahun 2009. Pakistan dan Republik Iran adalah dua 
negara penerima populasi pengungsi dunia dalam jumlah terbesar, dimana 1,7 
juta pengungsi Afghanistan tinggal di Pakistan, sementara satu juta lainnya 
tinggal di Iran. Meskipun pemulangan sukarela ke Afghanistan mengalami penu-
runan di tahun 2009 dengan jumlah 57,580 orang, angka pemulangan sukarela 
kembali meningkat diantara bulan Maret-Agustus 2010, dengan jumlah lebih dari 
100,000 orang Afghanistan kembali pulang. 
Dalam konteks kompleks migrasi tercampur di Asia Tenggara, terdapat 
peningkatan jumlah pencari suaka sebagai akibat dari perkembangan di 
kawasan tersebut, yang menyebabkan pengungsian eksternal, misalnya karena 
konflik di Sri Lanka dan situasi hak asasi manusia di Myanmar. Hal serupa juga 
terjadi, di negara lain, misalnya terkait krisis kemanusiaan di Irak di Timur 
Tengah, yang menambah jumlah pengungsian ke kawasan Asia Tenggara. Pada 
saat yang sama, kekhawatiran akan keamanan di negara penerima, mengaki-
batkan terbatasinya perlindungan pengungsi dan ruang bagi suaka. Penggunaan 
rumah detensi untuk menahan pencari suaka dan pengungsi dalam jumlah 
besar, termasuk anak-anak dan kelompok yang lemah juga menjadi suatu tren 
yang mengkhawatirkan. UNHCR terus menerus menyuarakan pentingnya pe-
ningkatan ruang suaka, akses suaka yang bebas halangan, prosedur penentuan 
status pengungsi (RSD) yang adil dan efisien, serta perluasan kesempatan untuk 
memperoleh solusi jangka panjang bagi semua pencari suaka dan pengungsi di 
Asia. Disamping itu, UNHCR mempromosikan toleransi publik dan dukungan 
bagi pengungsi serta memobilisasi pendanaan dari sumber-sumber publik 
maupun pribadi atau swasta. 
Kawasan Asia Pasifik memiliki tingkat akesesi yang rendah terhadap 
Konvensi Pengungsi tahun 1951. Hanya 23 dari 67 negara di Asia Pasifik telah 
menandatangani Konvensi Pengungsi, termasuk diantaranya adalah Afghanis-





 tan, Iran, Jepang, Korea Selatan, Cina, Australia, dan New Zealand. Peng-
implementasian kewajiban dalam Konvensi oleh Negara Pihak di Asia pun masih 
seringkali menjadi sebuah tantangan bagi beberapa diantaranya. Meskipun 
banyak negara yang bukan negara penandatangan Konvensi telah menerima 
dengan ramah pengungsi dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu yang 
panjang, kerapuhan dalam iklim perlindungan bagi pencari suaka di kawasan ini 
tetap menjadi halangan utama bagi kerja UNHCR dalam memberikan 
perlidungan. Upaya pemberian perlindungan UNHCR juga kian tertantang 
dengan adanya ketidakstabilan politik dan kerentanan akan bencana alam di 
kawasan ini. 
4.  Rangkuman 
3.1. Mandat UNHCR dibuat untuk menjadi pedoman (dasar hukum) bagi UNHCR 
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sebagai salah satu dari organ 
khusus PBB, UNHCR memiliki tugas untuk melindungi dan membantu para 
pengungsi internasional yang membutuhkan perlindungan internasional. 
Selain sebagai pedoman bagi UNHCR dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya, Mandat UNHCR juga dijadikan bahan evaluasi bagi negara-
negara dan Majelis Umum PBB dalam memantau kerja-kerja UNHCR yang 
sesuai dengan standar internasional yang dimilikinya. 
3.2. Kriteria yang digariskan oleh Resolusi Majelis Umum 48/116 dan Konklusi 
Komisi Eksekutif No. 75, merupakan kriteria bagi keterlibatan UNHCR 
dalam suatu persoalan, baik masalah pengungsi, pengungsi internal (inter-
nally displaced persons) ataupun peristiwa kemanusiaan lainnya adalah (1) 
Permintaan khusus bagi keterlibatan UNHCR berasal dari Majelis Umum, 
Sekretaris Jenderal atau Badan Utama lainnya yang berkompeten dari 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (misalnya Dewan Ekonomi dan Sosial), 
dan/atau perhatian dari negara-negara yang peduli atau entitas lain yang 
relevan bagi keterlibatan UNHCR; (2) Berkaitan dengan bidang keahlian 
dan pengalaman yang diberikan bagi perlindungan dan jalan keluar bagi 
IDPs dalam situasi tertentu; (3) Kebutuhan atau aktivitas UNHCR untuk 
meninggalkan bersama-sama batasan atas tempat sumber daya (resources 






placed) yang telah diberikan bagi permasalahan-permasalahan aktivitas-
aktivitas yang ada. 
3.3  UNHCR telah berdiri di Indonesia sejak tahun 1979, saat ini berkantor pusat 
di Jakarta dan memiliki perwakilan di Medan, Tanjung Pinang, Surabaya, 
Makassar, Kupang, dan Pontianak. Pada masa awal berdirinya, aktivitas 
UNHCR berfokus pada penanganan kedatangan pengungsi Vietnam 
dengan kapal dalam jumlah besar, seperti yang termaktub dalam Compre-
hensive Plan of Action (CPA), sebuah rencana aksi yang dicetuskan pada 
14 Juni 1989 oleh negara-negara anggota yang mengikuti Konferensi 
Internasional tentang Pengungsi Indo-Cina. Adapun tanggungjawab khusus 
UNHCR dalam menangani pengungsi Indo-Cina dirumuskan dalam CPA 
tersebut. Pada tahun 1979, pemerintah Indonesia memberikan otorisasi 
untuk pendirian kamp pengungsian di Pulau Galang, yang mengakomodir 
lebih dari 170,000 pengungsi hingga pada saat kamp tersebut ditutup pada 
tahun 1996. Indonesia belum menjadi Negara Pihak dari Konvensi 1951 
tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, dan belum memiliki sebuah 
sistem penentuan status pengungsi. Dengan demikian, pemerintah 
memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk menjalankan mandat 
perlindungan pengungsi dan untuk menangani permasalahan pengungsi di 
Indonesia. Berada diantara negara-negara penerima pencari suaka dan 
pengungsi dalam jumlah besar seperti Malaysia, Thailand dan Australia, 
secara berkelanjutan Indonesia terkena dampak dari pergerakan populasi 
tercampur (mixed population movements). Setelah penurunan jumlah di 
akhir tahun 1990-an, jumlah kedatangan pencari suaka ke Indonesia 
kembali meningkat di tahun 2000, 2001 dan 2002. Meskipun jumlah 
kedatangan kemudian menurun lagi pada tahun 2003 - 2008, tren 
kedatangan kembali meningkat di tahun 2009 dengan jumlah 3,230 orang 
meminta perlindungan melalui UNHCR. Saat ini mayoritas pencari suaka 
tersebut datang dari from Afghanistan, Myanmar dan Somalia. (Data 
kedatangan pencari suaka yang mendaftarkan diri di UNHCR dari tahun ke 
tahun adalah 385 di tahun 2008; 3,230 pada tahun 2009; 3,905 pada 





 tahun 2010; 4,052 di tahun 2011, 7,223 di tahun 2012; 8,332 di tahun 
2013; 5,659 di tahun 2014; dan 4,426 di tahun 2015). Perlindungan yang 
diberikan UNHCR, dimulai dengan memastikan bahwa pengungsi dan 
pencari suaka terlindung dari refoulement (yakni perlindungan dari 
pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal mereka dimana hidup 
atau kebebasan mereka terancam bahaya atau penganiayaan). Perlin-
dungan pengungsi lebih jauh mencakup proses verifikasi identitas pencari 
suaka dan pengungsi agar mereka dapat terdaftar dan dokumentasi 
individual dapat dikeluarkan. Pencari suaka yang telah terdaftar kemudian 
dapat mengajukan permohonan status pengungsi melalui prosedur 
penilaian yang mendalam oleh UNHCR, yang disebut sebagai Penentuan 
Status Pengungsi atau Refugee Status Determination (RSD). Prosedur ini 
memberikan kesempatan kepada para pencari suaka secara individual 
untuk diinterview dalam bahasa ibu mereka oleh seorang staff RSD dan 
dibantu oleh seorang penerjemah ahli, yang akan menilai keabsahan 
permintaan perlindungan yang diajukan. Selanjutnya pencari suaka akan 
diberikan keputusan, apakah status pengungsi diberikan atau tidak 
kepadanya, beserta dengan alasannya. Apabila permintaan untuk perlin-
dungan ditolak, prosedur dalam RSD memberlakukan satu kesempatan 
untuk pengajuan ulang (banding). Bagi mereka yang mendapatkan status 
pengungsi, UNHCR akan mencarikan satu dari tiga solusi jangka panjang 
yang memungkinkan: penempatan di negara ketiga, pemulangan sukarela 
(apabila konflik di daerah asal sudah berakhir) atau integrasi lokal. Namun, 
solusi yang terakhir tidak berlaku di Indonesia karena pemerintah tidak 
memberikan izin tinggal secara hermanen di Indonesia bagi pengungsi. 
Penempatan di negara ketiga sejauh ini masih menjadi satu-satunya solusi 
bagi mayoritas pengungsi di Indonesia. Saat ini, UNHCR memiliki lebih 
dari 60 staff di Indonesia. Sampai dengan akhir Januari 2016, sebanyak 
7,616 pencari suaka terdaftar di UNHCR Jakarta secara kumulatif dari 
Afghanistan (50%), Somalia (10%) dan Myanmar (5%). Sementara sejum-






lah 6,063 pengungsi terdaftar di UNHCR Jakarta dari Afghanistan (49%), 
Myanmar (11%), dan Somalia (8%). 
 
C.  PENUTUP 
1. Soal Latihan  
Fasilitator memberikan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan 
pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada materi bahasan ini dengan mem-
berikan pertanyaan antara lain sebagai berikut: 
1. Jelaskan alasan dibuatnya Mandat UNHCR? 
2. Jelaskan kriteria-kriteria keterlibatan UNHCR? 
3. Jelaskan dasar penentuan kriteria keterlibatan UNHCR? 
4. Jelaskan aktivitas UNHCR di Indonesia? 
5. Negara-negara manasajakah yang menjadi penerima pencari suaka 
dan pengungsi dalam jumlah besar? 
2. Umpan Balik 
Mahasiswa dapat mengajukan hal tentang kondisi yang dialami dan diha-
rapkannya untuk memahami materi bahasan terkait.  
3.  Daftar Pustaka 
Achmad Romsan, dkk, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum 
Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional, Bandung: 
Sanic Offset bekerjasama dengan UNHCR Jakarta, 2003. 













 BAB VI 
STANDAR PERLAKUAN PENYELESAIAN 
MASALAH PENGUNGSI INTERNASIONAL 
 
A.  PENDAHULUAN 
1. Sasaran Pembelajaran 
Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan tentang masyarakat 
standar perlakuan penyelesaian masalah pengungsi internasional, yang meliputi 
perlindungan khusus, mekanisme perlindungan, dan perpindahan kedua. 
2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat 
Sebelum mempelajari materi ini mahasiswa harus mempunyai pengeta-
huan awal tentang pengertian hukum pengungsi internasional, istilah-istilah 
dalam hukum pengungsi internasional, sumber hukum pengungsi internasional, 
dan peranan UNHCR dalam urusan pengungsi internasional.   
3. Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan lainnya 
Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa 
tentang standar perlakuan penyelesaian masalah pengungsi internasional, yang 
meliputi perlindungan khusus, mekanisme perlindungan, dan perpindahan 
kedua, sehingga akan lebih mudah mahasiswa untuk memahami atau mempe-
lajari pokok bahasan selanjutnya tentang penyelesaian akhir dan permanen bagi 
pengungsi internasional.  
4. Manfaat Bahan Pembelajaran 
Setelah mahasiswa mengikuti dan memahami materi bahasan ini maka 
mahasiswa mampu menguraikan standar perlakuan penyelesaian masalah pe-
ngungsi internasional, yang meliputi perlindungan khusus, mekanisme perlin-
dungan, dan perpindahan kedua. 
5. Petunjuk Belajar Mahasiswa 
Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa diwajibkan membaca materi 
dalam buku ajar ini. Setelah pemaparan materi bahasan tersebut di atas maha-
siswa diberi kesempatan bertanya atau membentuk kelompok diskusi, serta 






mahasiswa dibebaskan untuk mengemukakan pendapat seluas-luasnya dan 
bertanya kepada fasilitator jika ada materi yang kurang. Selain itu mahasiswa 
juga diberikan tugas mandiri dalam bentuk mahasiswa melakukan penelusuran 
bahan pustaka terkait hukum internasional, hukum perjanjian internasional, dan 
hukum pengungsi internasional yang dibahas berdasarkan ruang lingkup materi 
yang telah diajarkan. 
 
B.  PENYAJIAN MATERI BAHASAN 
STANDAR PERLAKUAN PENYELESAIAN MASALAH 
PENGUNGSI INTERNASIONAL 
This chapter examines the needs of refugees living in the country of 
asylum. Refugees will often be dependent upon the government hosting them 
and on international assistance, especially during the early phases of their lives 
as refugees. However, the goal of self-reliance is vitally important, particularly in 
the context of finding durable solutions. The chapter shows how UNHCR’s 
assistance activities, such as providing food, shelter and medical assistance, 
support protection aims. Special protection issues related to women and children 
who, together, usually represent the majority of any refugee population, are also 
discussed, as are a few key methods to be used when planning protection 
programmes. The problem of refugees moving from country to country in search 
of effective protection is also considered38 (Bab ini membahas mengenai 
kebutuhan pengungsi yang tinggal di negara suaka. Pengungsi tergantung 
kepada pemerintah yang menampungnya dan kepada bantuan internasional, 
terutama pada tahap awal kehidupan mereka sebagai pengungsi. Meski 
demikian, sasaran membina kemandirian sangat penting, terutama dalam 
konteks mencari penyelesaian yang permanen. Bab ini menunjukkan bagaimana 
kegiatan bantuan UNHCR seperti pemberian makanan, perumahan dan bantuan 
medis mendukung tujuan perlindungan. Masalah khusus perlindungan untuk 
perempuan dan anak-anak yang secara bemma-sama biasanya merupakan 
                                                          
38 UNHCR, An Introduction to International Protection Protecting Persons of Concern to 
UNHCR, Self-Study Module 1, (Geneva: UNHCR, 2005), Hlm. 121 





 bagian terbesar dari populasi pengungsi manapun, juga dibahas di sini selain 
beberapa metode penting yang perlu digunakan dalam merencanakan program 
perlindungan. Masalah pengungsi yang berpindah dari negara ke negara dalam 
upaya mencari perlindungan yang efektif juga dibahas di sini). 
The standards of treatment a refugee can expect from the country of 
asylum are drawn from a combination of international refugee and human rights 
laws. The paragraphs below outline what these involve in a country party to the 
1951 Convention/1967 Protocol. Since many of the rights concerned flow from 
international human rights instruments and, indeed, from customary law, similar 
standards should be upheld by countries that are not Parties to the 1951 
Convention and its 1967 Protocol. The main exception is the obligation to provide 
travel documents, which is a provision unique to the 1951 Convention. Under the 
1951 Convention, the government concerned must apply its provisions to 
refugees on its soil without discrimination as to race, religion, or country of origin, 
even in times of emergency. Physical security, meaning both protection from 
refoulement and safety from violence in the country of asylum is a priority. 
Refugees must be located away from the border if there is ongoing conflict in 
their home country so that they are not at risk of cross- border raids or infiltration 
by armed elements. More generally, the country of asylum should make sure 
adequate arrangements are in place to protect refugees from criminal violence, 
particularly that motivated by racism or xenophobia, including torture, inhuman, 
or degrading treatment by officials. Exceptions to the principle of non-
refoulement, both under treaty and customary law, are very narrowly defined. 
They are applicable as a last resort only when the individual concerned clearly 
poses a risk to the national security of the country in which he/she resides or, 
after having been finally convicted of a particularly serious crime, poses a danger 
to the community. In certain cases, there might be the possibility of expulsion to a 
third State. In either scenario, the prohibition on returning an individual to the risk 
of torture, inhuman, or degrading treatment or punishment still applies39 (Standar 
perlakuan yang dapat diharapkan oleh seorang pengungsi dari negara suakanya 
                                                          
39 Ibid. 






merupakan kombinasi dari hukum pengungsi internasional dan hukum hak asasi 
manusia. Alinea-alinea berikut menjabarkan apa yang menjadi kewajiban negara 
peserta Konvensi 1951/Protokol 1967. Karena banyak hak-hak yang dibahas 
berasal dari perangkat hak asasi manusia intemasional, dan tentunya dari hukum 
kebiasaan, maka standar yang dijunjung oleh negara-negara yang bukan peserta 
Konvensi 1951 dan Protokol 1967 harus sama. Pengecualian utama hanyalah 
kewajiban untuk menyediakan dokumen perjalan, yang merupakan ketentuan 
khusus dalam Konvensi 1951. Menurut Konvensi 1951, pemerintah yang ber-
sangkutan harus menerapkan ketentuan-ketentuannya kepada pengungsi di 
wilayahnya tanpa perbedaan/diskriminasi terhadap ras, agama, negara asal, 
bahkan di saat darurat. Keamanan pribadi, yaitu perlindungan dari pengusiran 
atau pemulangan kembali, maupun keselamatan dari kekerasan yang terjadi di 
negara suaka merupakan prioritas. Pengungsi harus ditempatkan jauh dari 
perbatasan jika konflik bersenjata masih berlangsung di negaranya sehingga 
mereka tidak menghadapi resiko penyerangan lintas batas atau infiltrasi oleh 
unsur-unsur bersenjata. Secara umum, negara suaka harus memastikan bahwa 
fasilitas sudah diatur untuk dapat melindungi pengungsi dari tindak pidana, 
terutama yang disebabkan oleh rasisme atau xenofobia, termasuk penyiksaan, 
atau perlakuan tidak manusiawi dan menghinakan dari para petugas. 
Pengecualian terhadap prinsip non-refoulement menurut perjanjian maupun 
hukum kebiasaan, sangat dibatasi. Pengecualian ini hanya dapat diberlakukan 
sebagai upaya terakhir jika individu yang bersangkutan jelas-jelas berbahaya 
bagi keamanan negara di mana ia tinggal atau setelah ia didakwa oleh kejahatan 
yang sangat serius dan berbahaya bagi masyarakat. Pada kasus-kasus tertentu, 
ada kemungkinan untuk mengusirnya ke negara ketiga. Menurut cara yang 
manapun, larangan untuk mengembalikan seseorang sehingga ia menghadapi 
resiko penyiksaan, dan perlakuan   atau hukuman yang tidak  manusiawi  dan  
menghinakan  tetap berlaku). 
Security is of little use, however, unless a refugee is able to meet his/her 
basic physical and material needs. The country of asylum will often need 
assistance to feed, clothe, shelter, and provide medical care for the refugees. 





 Often the government will have to rely on help from the international community. 
In these cases, UNHCR delivers essential commodities and services to the 
refugees. Tents made from blue plastic sheeting bearing the UNHCR logo have 
become a symbol of protection in refugee emergencies throughout the world. 
Since women and children together make up the majority of most refugee 
populations, one of UNHCR’s goals, as detailed in the Agenda for Protection, is 
to improve protection for them. One way of doing so is to ensure that refugee 
women and children participate, on an equal basis to men, in making decisions 
that will affect their daily lives. If dependence on support from others is inevitable 
for most refugees, especially during the initial stages of their stay in the country 
of asylum, this does not mean that they cannot increasingly rely on their own 
skills to meet their own and their families’ material needs. It is in the interests of 
the host State to facilitate self-reliance by allowing access to job markets and 
self-employment initiatives. Such initiatives will ultimately help refugees to realize 
durable solutions to their plight, whether through voluntary repatriation, local 
integration or resettlement. There are often understandable concerns about 
nationals losing scarce economic opportunities to refugees. However, refugees 
can help to foster a country’s development by providing skills and labour in 
under-resourced sectors, contributing to infrastructure projects, and farming 
otherwise unused land. An important factor in achieving self-reliance, and one 
which has a great impact on the quality of protection in general, is the freedom of 
movement that refugees enjoy. Unless an individual poses a specific threat to 
public order or health, he/she should have as much right to move freely about the 
country as any national. Of course, there may be areas of the country that are 
off-limits to all because of security concerns [for example, where there are border 
skirmishes]; in these instances, refugees would be covered by such restrictions. 
The ability of refugees to enjoy many of the rights described above, especially 
freedom of movement and protection from refoulement, is much greater if they 
possess identity documents. The country of asylum has an obligation to issue 
such papers to each refugee, unless he/she has a travel document. When 
governments do not meet these obligations, UNHCR often works with them to 






strengthen registration processes and jointly issue identity documentation. 
Sometimes, UNHCR supplies a letter stating that the individual is a person of 
concern to the organization. This can reduce refugees’ vulnerability to 
deportation and arbitrary detention and provides some safeguard against the 
denial of other rights40 (Namun keamanan pribadi tidak banyak berguna kecuali 
jika pengungsi dapat memenuhi kebutuhan fisik dan materinya. Negara suaka 
sering membutuhkan bantuan untuk memberi makan, pakaian, perumahan dan 
perawatan kesehatan bagi pemerintah seringkali harus bergantung dari bantuan 
masyarakat internasional. Pada keadaan ini, UNHCR memberikan barang dan 
pelayanan yang penting kepada pengungsi. Tenda-tenda yang terbuat dari 
lembaran plastik biru dengan logo UNHCR telah menjadi simbol perlindungan 
dalam keadaan darurat pengungsi di seluruh dunia. Karena perempuan dan 
anak-anak merupakan sebagian besar dari populasi pengungsi, maka salah satu 
tujuan UNHCR seperti yang dijelaskan secara rinci dalam agenda perlindungan, 
adalah untuk meningkatkan perlindungan bagi mereka. Salah satu cara untuk 
melakukan hal ini adalah memastikan agar pengungsi perempuan dan anak-
anak ikut berpartisipasi secara sejajar dengan laki-laki dalam membuat 
keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Jika 
ketergantungan terhadap bantuan dari pihak lain merupakan hal yang dak dapat 
dihindari oleh sebagian besar pengungsi, terutama pada tahap awal mereka 
menetap di negara suaka, ini bukan berarti bahwa mereka tidak dapat secara 
bertahap membina keterampilan agar dapat mandiri dan memenuhi kebutuhan 
materi mereka sendiri beserta keluarganya. Adalah untuk kepentingan negara 
sendiri untuk dapat membantu kemandirian dengan memberi akses untuk 
mencari pekerjaan dan membuka usaha sendiri. inisiatif demikian pada akhirnya 
pada akhirnya dapat membantu pengungsi untuk memperoleh penyelsaian atas 
penderitaannya, apakah melalui repatriasi sukarela, integrasi local atau 
dimungkinkan kembali. Memang ada kekhawatiran dari masyarakat setempat 
yang dapat dipahami karena merasa kehilangan peluang ekonomi yang hanya 
sedikit itu dengan adanya pengungsi. Walau demikian, pengungsi dapat mem-
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 bantu pembangunan negaranya dengan menyumbangkan tenaganya dan 
keterampilan di sector yang kurang dikelola, membantu proyek pembangunan 
infrastruktur dan mengolah tanah pertanian yang tidak dipakai. Faktor penting 
dalam upaya membangun kemandirian dan memberikan dampak besar terhadap 
mutu perlindungan secara umum adalah kebebasan bergerak yang dinikmati 
pengungsi. Kecuali seorang individu merupakan ancaman khusus bagi ketertiban 
masyarakat atau kesehatan, maka ia harus mempunyai kebebasan untuk 
bergerak kemanapun di negara tersebut seperti layaknya warga sendiri. tentu 
ada tempat-tempat tertentu yang tidak boleh dikunjungi oleh semua orang 
karena pertimbangan keamanan [contohnya, jika ada kerusuhan diperbatasan] 
untuk hal ini maka pengungsi juga dikenai larangan yang sama. Keleluasaan 
pengungsi untuk menentukan hak-hak di atas, terutama kebebasan bergerak 
dan perlindungan dari pengusiran atau pemulangan kembali dapat diperbesar 
jika mereka memiliki dokumen identitas. Negara suaka mempunyai kewajiban 
untuk memberikan dokumen-dokumen demikian kepada setiap pengungsi, 
kecuali jika mereka telah memiliki dokumen perjalanan. Jika pemerintah tidak 
memenuhi kewajiban ini, UNHCR sering bekerjasama dengan mereka untuk 
memperkuat proses registrasi dan bersama-sama menerbitkan dokumen 
identitas. Kadang-kadang, UNHCR memberikan surat yang menyatakan bahwa 
individu yang bersangkutan merupakan tanggung jawab organisasi. Ini dapat 
mengurangi kerawanan pengungsi terhadap deportasi dan penahanan semena-
mena serta melindungi mereka dari penolakan atas hak-haknya). 
The 1951 Convention describes the form of travel documents so that they 
are recognized by other States Parties to the Convention. In some countries, 
travel documents are issued as a matter of course once refugee status has been 
granted; but given the administrative costs involved, many States only provide 
this document upon request. The special needs of child refugees include access 
to adequate education, at least at primary level, and recreational opportunities. In 
some cases, child refugees will go to schools also attended by local children. 
This is often not possible in camp situations and so other provisions must be 
made. Deciding on the curriculum and language of instruction requires careful 






consideration. As much as possible, children’s education while they are refugees 
should be a continuation of their education prior to becoming refugees. At the 
same time, their education should prepare them for the future, which may or may 
not involve returning home. Family unity is another key issue affecting children 
who become separated from their families during flight. It is vital that close family 
members [at a minimum, spouses and dependent children] are reunited in the 
country of asylum as soon as possible. The relationship between countries of 
asylum and refugees is not just one way: refugees have an obligation to abide by 
the laws of the country in which they are living, including legitimate regulations to 
maintain public order. Refugees are also subject to the asylum country’s criminal 
law in the same way as are a country’s citizens. Refugees should have 
unhindered access to the courts in the country of asylum, as is their fundamental 
civil right. Mass influx situations present considerable challenges to providing 
acceptable standards of treatment for the refugees concerned. The country 
involved will suddenly face a huge demand on its resources; poorer countries 
might struggle to deliver adequate material support, especially when the situation 
is protracted. ExCom Conclusion No. 22 [XXXII] 1981, which was adopted in light 
of the southeast Asian refugee crisis, affirms that minimum humanitarian 
standards, essentially those outlined above, must always be upheld. Thus, 
international cooperation is crucial during mass influxes41 (Konvensi 1951 
menjelaskan tentang bentuk dokumen perjalanan sehingga dapat dikenali oleh 
negara peserta konvensi. Di beberapa negara, dokumen perjalanan ini diberikan 
secara otomatis begitu status pengungsi seseorang disetujui, namun karena 
biaya administrasi yang terlibat, banyak negara hanya memberikan dokumen ini 
berdasarkan permintaan. Kebutuhan khusus pengungsi anak termasuk memberi 
akses kepada pendidikan, setidaknya di tingkat dasar, dan kegiatan rekreasi. 
Kadang-kadang, pengungsi anak ikut bersekolah di sekolah umum setempat. Ini 
sering tidak dapat dilakukan dalam situasi kamp sehingga cara lain perlu 
diupayakan. Penentuan kurikulum pelajaran dan bahasa yang digunakan perlu 
dipertimbangkan secara matang. Sedapat mungkin, pendidikan anak-anak dalam 
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 pengungsian dibuat agar merupakan kelanjutan dari pendidikan mereka sebelum 
menjadi pengungsi. Pada saat yang sama, pendidikan harus mempersiapkan 
mereka untuk masa depan yang mungkin atau tidak melibatkan kemungkinan 
untuk pulang. Keutuhan keluarga juga merupakan masalah penting bagi anak 
yang terpisah dari keluarganya saat mengungsi. Keluarga dekat [setidaknya, 
suami/isteri dan anak-anak] disatukan dinegara suaka sesegera mungkin. 
Hubungan antara negara suaka dan pengungsi tidak berlangsung satu arah saja: 
pengungsi mempunyai kewajiban untuk mentaati hukum yang berlaku di negara 
tempat mereka menetap, termasuk peraturan untuk menjaga ketertiban umum. 
Pengungsi juga harus tunduk kepada hukum pidana di negara suaka, sama 
seperti warga negara sendiri. Pengungsi harus mempunyai kebebasan untuk 
memperoleh akses ke pengadilan di negara suaka sebagai hak sipil dasar 
mereka. Arus pengungsi yang besar menghadirkan tantangan yang cukup berat 
dalam memberikan standar perlakuan yang dapat diterima bagi pengungsi yang 
bersangkutan. Negara yang terlibat tiba-tiba menghadapi beban permintaan 
yang besar terhadap sumberdaya mereka; negara-negara yang miskin mungkin 
harus berjuang untuk memberikan bantuan materi yang diperlukan, terutama jika 
situasi tersebut berkepanjangan. Kesimpulan ExCom No.22 [XXXII] 1981 yang 
disahkan sebagai akibat krisis pengungsi di Asia Tenggara menegaskan bahwa 
standar minimum kemanusiaan, terutama yang digariskan di alas, harus selalu 
dihormati. Oleh karenanya, kerjasama internasional sangat penting dalam 
menghadapi arus pengungsi yang besar). 
Ada beberapa faktor yang mengakibatkan para Pengungsi dan Pencari 
Suaka tidak mendapatkan perlindungan efektif di Indonesia. Factor-faktor ini 
meliputi kurangnya perlindungan hukum, lamanya masa tunggu untuk proses 
penempatan ke negara ketiga secara permanen, terbatasnya bantuan kebutuhan 
dasar (hak atas tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan) dan 
kondisi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang tidak manusiawi. Selain resiko 
berat yang muncul akibat perjalanan menuju Australia dengan menggunakan 
perahu penyelundup manusia, situasi sekitar yang dihadapi oleh para Pengungsi 






dan Pencari Suaka di Indonesia seringkali memaksa mereka mengambil 
keputusan yang berbahaya.42 
Kurangnya Perlindungan Hukum yang Memadai di Indonesia. Sifat dasar 
kerangka hukum nasional Indonesia berkaitan dengan Pencari Suaka dan 
Pengungsi menunjukkan bahwa Pengungsi, Pencari Suaka dan orang-orang 
tanpa kewarganegaraan diperlakukan sebagai imigran gelap, dan terancam 
untuk dimasukkan ke dalam Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) serta secara 
legal terancam untuk dideportasi. Ini membawa kepada situasi yang 
membahayakan karena tinggal di Indonesia memiliki resiko untuk ditangkap dan 
dikembalikan ke negara di mana mereka mengalami ketakutan akan adanya 
penganiayaan (refoulement). Karena Indonesia bukanlah penandatangan Kon-
vensi Pengungsi tahun 1951, pemerintah telah mengizinkan dua lembaga 
internasional untuk mengurusi para Pencari Suaka :43 
 Kantor United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) yang 
mengawasi proses penentuan status sebagai Pengungsi, penempatan ke 
negara ketiga, dan repatriasi 
 International Organisation for Migration (IOM) bertanggung jawab untuk 
memberikan bantuan sehari-hari, meliputi penyediaan makanan, akomo-
dasi, dan perawatan kesehatan; Pencari Suaka dan Pengungsi menjadi 
tanggung jawab IOM sampai mereka ditempatkan ke negara ketiga atau 
secara sukarela kembali ke negara asal. 
Baik UNHCR Indonesia maupun IOM Indonesia sangat kekurangan 
sumber daya dan memiliki beban kerja yang tinggi. 
1.  Perlindungan Khusus 
The trauma of flight and the strain of living in exile inevitably lead to a 
breakdown in the refugees’ normal social structures. This can affect refugees 
living dispersed among a local community or residing in specially-designated 
centres or camps. Related pressures within families may result in domestic 
                                                          
42 Indonesian Civil Society Network for Refugee Rights Protection (SUAKA), Masalah 
Perlindungan, Lihat https://suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan/  
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 violence or child abuse. Violence may erupt within the refugee community 
because the country of asylum’s law enforcement system may be weak, 
particularly in camp settings. It is important to build trust with the refugee 
community so that concerns about violence and harassment can be raised. 
Effective systems should be put in place to monitor progress in tackling these 
problems. Practical measures to improve refugees’ safety and confidence include 
increased police patrols or special security wardens in camps. It is vital for 
refugees to be able to participate and initiate measures to address the social 
problems they face. When refugees are housed in collective accommodations, 
overall security can be enhanced by providing adequate lighting and locating 
sanitary facilities in safe and well-lit areas. Initiatives aimed at building self-
reliance can help to reduce the incidence of domestic violence and other anti-
social behaviour that often results from the despair and frustration felt by 
disempowered male refugees44 (Trauma saat melarikan diri dan beban hidup di 
pengasingan lambat laun akan meruntuhkan struktur sosial normal pengungsi. 
Ini dapat terjadi pada pengungsi yang tinggal di tengah-tengah masyarakat 
setempat atau yang tinggal di kamp atau di pusat penampungan khusus. 
Tekanan di dalam keluarga dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan di dalam 
rumah tangga atau penganiayaan terhadap anak. Kekerasan dapat meledak di 
tengah masyarakat pengungsi karena sistem penegakan hukum di negara suaka 
mungkin lemah. terutama dalam situasi kamp. Membina kepercayaan 
masyarakat pengungsi sangat penting sehingga kekhawatiran-kekhawatiran 
terhadap kekerasan dan pelecehan dapat terungkap. Sistem yang efektif perlu 
diberlakukan guna memantau kemajuan yang dicapai dalam menangani 
masalah-masalah ini. Langkah-langkah praktis untuk meningkatkan keselamatan 
dan kepercayaan pengungsi termasuk meningkatkan patroli polisi atau petugas 
keamanan khusus di dalam kamp. Pengungsi perlu dapat ikut berpartisipasi dan 
menentukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah sosial yang mereka 
hadapi. Jika pengungsi tinggal secara kolektif. keamanan dapat ditingkatkan 
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secara keseluruhan dengan memberikan penerangan yang memadai dan 
meletakkan fasilitas wc dan kamar mandi di tempat yang aman dan terang. 
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemandirian dapat mengurangi 
terjadinya kekerasan rumah tangga dan perilaku anti sosial lainnya yang sering 
muncul akibai keputusasaan dan frustrasi yang dirasakan pengungsi laki-laki 
karena kehilangan kekuasaan/ketakberdayaan) 
The proximity of refugee settlements to the home country is a critical 
protection issue. In the last few decades, armed elements have infiltrated refugee 
camps, thus compromising the civilian and humanitarian character of asylum. Not 
only does the presence of such armed groups risk provoking military attacks and 
police action against refugees, it can also lead to severe intimidation within the 
camp itself. In the Rwanda crisis of 1994–96, for example, many of the refugee 
camps were effectively run by armed members of the former government who 
controlled the distribution of humanitarian assistance, levied “taxes”, and posed a 
security threat to the authorities in the country of origin. As ExCom Conclusion 
No. 94 [LIII] 2002 recognizes, it is primarily the responsibility of the country of 
asylum to make sure armed elements are kept out of refugee camps. But many 
countries simply do not have the financial and human resources needed to 
undertake such a difficult task; substantial support from the international 
community is often required. In the absence of any United Nations agency with a 
specific mandate for identifying and separating armed elements from refugees, 
UNHCR, in collaboration with the International Committee of the Red Cross, 
works with States to find practical means to tackle this difficult task. One 
approach is to set up screening activities at borders to distinguish between 
people in need of international protection and those fleeing who are involved in 
military activities, or who are looking to rest from, and then relaunch, military 
activities. The Agenda for Protection sets out a number of measures that can be 
pursued to improve the safety of refugees, including partnerships among 
countries of asylum, UNHCR and donor States. Another problem for refugees 
who are living close to armed conflict is the risk of recruitment into the military. 
Girls and boys are particularly at risk, especially if there are not sufficient 





 educational or recreational activities for adolescents. Since recruitment in these 
situations is often forced, it is critical to maintain the civilian nature of refugee 
camps, bolster community cohesion, and monitor the activities of young 
refugees. For child soldiers who have escaped, it is important to ease their 
transition back into civilian life and help them to deal with the terrible experiences 
they have endured. The term “child soldiers” doesn’t only refer to those who have 
carried or used weapons; it also applies to any child who has served in an armed 
group in any capacity, including girls recruited for sexual purposes or forced 
marriage. Domestic violence is one form of sexual and gender-based violence 
[SGBV] that may affect refugees. SGBV is a human rights violation that 
perpetuates stereotypes about the differing roles of men and women in society. 
Given that in most societies women and girls have traditionally been less 
powerful than males, they are also most likely to be the victims of SGBV. SGBV 
can take the form of physical or sexual abuse, including rape, human trafficking, 
and female genital mutilation. When sexual assault is used as a weapon of war, 
SGBV can be a cause of flight. It can also be perpetrated during flight and during 
asylum, such as when girl refugees are forced into prostitution to obtain extra 
food for their family45 (Kedekatan letak permukiman pengungsi dengan negara 
asal merupakan masalah perlindungan yang genting. Dalam beberapa 
dasawarsa yang lalu, unsur-unsur bersenjata telah memasuki kamp-kamp 
pengungsi sehingga mernpertaruhkan sifat sipil dan kemanusiaan suaka. 
Kehadiran kelompok-kelompok bersenjata ini tidak saja beresiko memicu 
penyerangan oleh pihak militer dan polisi terhadap pengungsi, tapi juga 
menimbulkan intimidasi di dalam kamp sendiri. Pada krisis Rwanda tahun 1994-
96 contohnya, banyak kamp pengungsi yang dijalankan oleh unsur bersenjata 
yang merupakan anggota dari bekas pemerintahan yang terguling yang 
kemudian mengendalikan sistem pendistribusian materi bantuan kemanusiaan, 
mengenakan 'pajak', dan menjadi ancaman keamanan bagi aparat di negara 
asal. Menurut Kesimpulan ExCom No.94 [LIII] 2002, negara suaka mempunyai 
tanggung jawab untuk memastikan bahwa unsur-unsur militer tidak masuk ke 
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dalam kamp pengungsi. Namun beberapa negara tak mempunyai sumber daya 
dan tenaga yang diperlukan untuk menangani tugas sulit ini; dukungan yang tak 
sedikit dari masyarakat internasional sering diperlukan. Dengan tidak adanya 
lembaga PBB yang mempunyai mandat khusus untuk mengidentifikasi dan 
memisahkan unsur-unsur bersenjata dari tengah populasi pengungsi, UNHCR 
bekerjasama dengan Palang Merah Internasional dan negara yang bersangkutan 
berupaya mencari cara-cara praktis untuk mengatasi masalah ini. Salah satu 
pendekatan yang digunakan adalah dengan mendirikan kegiatan skrining di 
perbatasan untuk membedakan, antara orang-orang yang membutuhkan 
perlindungan internasional dan mereka yang lari dan terlibat kegiatan militer, 
atau yang sedang istirahat lalu akan meluncurkan kegiatan militer kembali. 
Agenda Perlindungan menjelaskan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk 
meningkatkan keamanan para pengungsi; termasuk bekerjasama dengan 
negara suaka, UNHCR dan negara donor. Masalah lain yang dihadapi pengungsi 
yang tinggal berdekatan dengan lokasi konflik bersenjata adalah resiko ditarik 
ikut kegiatan militer. Anak-anak perempuan dan laki-laki menghadapi resiko yang 
sama, terutama jika tidak tersedia kegiatan pendidikan dan rekreasi yang cukup 
bagi para remaja. Karena penarikan untuk ikut kegiatan militer dalam situasi 
demikian seringkali berupa paksaan, maka upaya untuk menjaga suasana sipil 
kamp-kamp pengungsi, meningkatkan kekompakan masyarakat, dan memantau 
kegiatan pengungsi remaja menjadi sangat penting. Bagi tentara anak yang 
berhasil meloloskan diri, penting untuk membantu reintegrasi mereka ke 
kehidupan sipil serta membantu mereka untuk mengatasi segala pengalaman 
buruk yang telah mereka alami.46 Istilah 'tentara anak’ bukan saja berarti anak-
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 anak yang pernah menyandang atau menggunakan senjata, berarti juga anak-
anak yang telah dipaksa melayani kelompok militer dalam berbagai kapasitas, 
termasuk anak-anak perempuan yang dipekerjakan   untuk melayani hasrat 
seksual mereka atau dipaksa kawin Kekerasan rumah tangga merupakan salah 
satu bentuk kekerasan seksual dan berbasis jender [SGBV] yang mungkin 
dialami para pengungsi. SGBV merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang 
melestarikan stereotipe perbedaan peran laki-laki dan perempuan di dalam 
masyarakat. Dalam kehidupan sosial masyarakat pada umumnya, perempuan 
dan gadis remaja umumnya berada pada posisi lebih lemah dari pada kaum laki-
laki, mereka juga yang paling sering menjadi korban SGBV. SGBV dapat muncul 
dalam bentuk penganiayaan fisik atau seksual, termasuk pemerkosaan, 
perdagangan manusia, dan perusakan alat kelamin wanita. Jika penyerangan 
seksual dijadikan senjata untuk perang, SGBV dapat menjadi penyebab 
terjadinya pengungsian. Pelanggaran ini dapal diteruskan saat dalam pelarian 
atau setelah tiba di tempat suaka, contohnya, jika seorang gadis pengungsi 
dipaksa melacur untuk mendapat makanan tambahan untuk keluarganya). 
UNHCR has produced comprehensive guidelines on preventing and 
responding to SGBV which have been endorsed by the Agenda for Protection. 
The causes of SGBV are complex and stem from basic social structures. 
Designing and implementing measures to address and prevent SGBV should 
therefore involve a variety of actors, including the refugee community and all 
those involved in assisting them. UNHCR’s Code of Conduct also makes it clear 
that the organization’s staff members must never abuse their positions of power 
in relation to refugees by obtaining sexual favours in exchange for protection or 
assistance. ExCom Conclusion No. 98 [LIV] 2003 emphasizes the need for 
countries of asylum to put in place measures to prevent the sexual abuse and 
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exploitation of refugees within their territories47 (UNHCR telah menyusun 
pedoman komprehensif mengenai pencegahan dan penanggulangan SGBV 
yang telah disahkan oleh Agenda Perlindungan. Penyebab SGBV sangat 
kompleks/rumit dan bersumber dari struktur dasar masyarakat sendiri. 
Perencanaan dan pclaksanaan langkah-langkah untuk mengatasi dan mencegah 
SGBV harus melibatkan berbagai pemeran, termasuk masyarakat pengungsi 
dan mereka yang membantunya. Kode Etik Perilaku UNHCR juga menegaskan 
bahwa staf organisasi tersebut tidak boleh menyalahgunakan posisi dan jabatan 
mereka untuk mendapatkan pelayanan seksual sebagai ganti pemberian 
perlindungan dan bantuan. Kesimpulan ExCom No.98 [LIV] 2003 menegaskan 
perlunya negara suaka untuk menyusun langkah-langkah untuk mencegah 
terjadinya pelecehan seksual dan pemanfaatan atas pengungsi di wilayahnya). 
2.  Metode Perlindungan 
To ensure that protection activities are undertaken systematically and with 
accountability, it is important to mainstream gender and age, encourage a 
community-development approach, and ensure a rights-based approach to those 
activities. Mainstreaming gender and age involves assessing the implications for 
women, men, girls and boys of any planned action, including legislation, policies 
and programmes in every area and at all levels. It is a strategy for ensuring that 
the concerns of all women, men, girls and boys are taken into account when 
designing, implementing, monitoring, and evaluating policies and programmes in 
all political, economic, and social spheres, so that inequality is not perpetuated. 
The ultimate goal of this strategy is to achieve gender and age equality. There is 
often a misconception that gender refers only to women, and that gender 
mainstreaming largely refers to creating special projects for women. 
Mainstreaming gender and age is an operational priority that includes men and 
women of all ages, including children. Through a community-development 
approach, the refugee community, represented by all groups [women, men, 
children, the elderly, minorities, etc.] is involved in assessing, implementing, 
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 monitoring and evaluating all the programmes that affect them. Strengthening the 
refugees’ participation in these decision-making activities helps to restore their 
dignity and self-esteem and to encourage self-reliance48 (Untuk memastikan 
bahwa kegiatan perlindungan dilaksanakan secara sistematis dan bertanggung 
jawab, pengarus-utamaan jender dan usia, mendorong pendekatan pembangu-
nan masyarakat, serta memastikan pendekatan berdasarkan hak penting dite-
rapkan pada kegiatan-kegiatan ini. Pengarus-utamaan jender dan umur men-
cakup menilai dampak dari kegiatan yang direncanakan terhadap perempuan, 
laki-laki, dan anak-anak perempuan dan laki-laki, termasuk dampak hukum, 
kebijakan dan program di setiap daerah dan di setiap tingkat. Pengarus utamaan 
jender dan umur merupakan strategi untuk menjamin agar segala kebutuhan 
perempuan, laki-laki dan anak-anak telah dipertimbangkan saat merencanakan, 
melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kebijakan dan program di semua 
lingkup politik, ekonomi dan sosial, sehingga ketidak-setaraan tidak terus diper-
tahankan. Tujuan akhir dari strategi ini adalah untuk mencapai kesetaraan jender 
dan umur. Sering disalah-artikan bahwa jender selalu diartikan kaum perempuan 
dan pengarus-utamaan jender umumnya diartikan membuat proyek-proyek 
khusus untuk perempuan. Pengarus-utamaan jender dan umur merupakan prio-
ritas operasional yang melibatkan kaum laki-laki dan perempuan dan berbagai 
isu termasuk anak-anak. Mealui pendekatan pembangunan masyarakat. Masya-
rakat pengungsi yang diwakili oleh semua kelompok [perempuan, laki-laki, anak-
anak, kaum manula, kaum minoritas dan lain-lain] telah dilibatkan untuk menilai, 
melaksanakan, memantau dan mengevaluasi semua program yang berpengaruh 
kepada mereka. Memperkuat kesertaan para pengungsi dalam kegiatan 
pengambilan keputusan, membantu membina kepercayaan diri dan harga diri 
pengungsi serta mendorong kemandirian). 
Metode perlindungan bagi pengungsi internasional sangat penting diper-
hatikan, utamanya menggunakan cara-cara yang bertujuan untuk mencapai 
kesetaraan jender dan umur. Hal ini juga perlu menjadi perhatian bagi negara-
negara, baik negara peratifikasi Konvensi 1951 maupun bukan negara perati-
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fikasi, semua negara perlu melihat secara komprehensif mengenai Pengarus 
utamaan jender dan umur merupakan strategi untuk menjamin agar segala 
kebutuhan perempuan, laki-laki dan anak-anak dapat terpenuhi sehingga dapat 
meminimalisir ketidak setaraan. Perempuan, laki-laki, anak-anak, kaum manula, 
dan kaum minoritas adalah sejumlah orang yang tidak menghendaki adanya 
arus pengungsian (menjadi pengungsi) sehingga tatkala mereka menjadi 
pengungsi, maka sudah seyogiyanya negara suaka (atapaun bukan) dapat 
menerima mereka dengan baik dan memberikan perlindungan standar atau 
minimal memberikan perlindungan semampu negara tersebut dapat meng-
upayakannya. 
A rights-based approach to protection is based on international human 
rights standards. It integrates the norms, standards, and principles of the 
international human rights system into the plans, policies, and processes related 
to protecting refugees. These rights are enumerated in the international treaties 
and declarations that address civil, cultural, economic, political, and social rights. 
The principles that apply include equality and equity, accountability, 
empowerment, and participation. It is often difficult for UNHCR staff members to 
verify that they are mainstreaming gender and age and incorporating a 
community- development and rights-based approach to their work. It is therefore 
essential to analyse how humanitarian interventions affect men, women, the 
elderly, and children differently. Conducting a comprehensive situational analysis 
is also often necessary to help assess the condition of women, men, girls, and 
boys in a camp, and to plan strategies and programmes for them. In a situation 
analysis, information on the main problems and needs within a refugee popu-
lation is gathered and the principal resources contained within that population are 
identified. Once all this information is analysed, programmes can be planned 
more effectively and efficiently49 (Pendekatan berdasarkan hak untuk memper-
oleh perlindungan dilandasi standar hak asasi manusia internasional. Pende-
katan ini menggabungkan norma, standar dan prinsip dari sistem hak asasi 
manusia internasional ke dalam rencana, kebijakan dan proses yang berurusan 
                                                          
49 Ibid. Hlm. 126-127 





 dengan melindungi pengungsi. Hak-hak ini tertulis dalam perjanjian-perjanjian 
dan deklarasi internasional yang membahas hak-hak sipil, budaya, ekonomi, 
politik dan sosial seseorang. Prinsip-prinsip yang berlaku termasuk kesetaraan 
dan keadilan, pertanggung jawaban, pemberdayaan dan partisipasi. Staf 
UNHCR sering merasa kesulitan untuk memastikan bahwa mereka sudah 
mengarus-utamakan jender dan umur serta menerapkan pembangunan berbasis 
masyarakat maupun berdasarkan hak dalam setiap pekerjaan mereka. Oleh 
karenanya, penganalisaan tentang bagaimana langkah intervensi kemanusiaan 
telah berdampak terhadap pengungsi laki-laki, perempuan dan anak-anak secara 
berbeda sangat penting. Pelaksanaan suatu analisa situasi yang komprehensif 
sering diperlukan untuk memperoleh informasi tentang keadaan para pengungsi 
perempuan, laki-laki dan anak-anak di dalam kamp, serta untuk mempermudah 
penyusunan rencana dan program untuk mereka. Dalam suatu analisa situasi, 
informasi  tentang masalah  dan  kebutuhan  populasi  pengungsi dikumpulkan 
dan sumberdaya potensial yang dimiliki populasi tersebut diidentifikasi. Setelah 
semua informasi yang diperoleh dianalisa, program-program untuk mereka  
kemudian dapat direncanakan secara lebih efektif dan efisien). 
Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) semakin banyak digunakan sebagai 
tempat untuk menampung para imigran, yang meliputi Pengungsi, Pencari Suaka 
dan orang-orang tanpa kewarganegaraan yang tidak akan secara biasanya 
berada dalam posisi mendapatkan jalur migrasi yang “biasa”. Jaringan Pembela 
Hak-hak Pengungsi kawasan Asia Pasifik (Asia Pacific Refugee Rights Network/ 
APRRN) telah menegaskan keprihatinan tentang Detensi Imigrasi di kawasan ini 
sebagai berikut: 50 
 Penggunaan penahanan sewenang-wenang dan yang tidak diperlu-
kan yang tidak memenuhi standar internasional 
 Pengabaian hak-hak dasar 
 Pembatasan terhadap prosedur suaka dan bantuan hukum, dan 
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 Penahanan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, anak-anak 
tanpa pendamping, perempuan hamil, orang lanjut usia, dan orang-
orang yang mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental. 
Rumah-rumah Detensi Imigrasi Indonesia dijalankan oleh pemerintah 
Indonesia, namun sistemnya tidak memiliki mekanisme pengawaan yang mema-
dai, tidak transparan atau tak memiliki prosedur pengaduan. Ini mengakibatkan 
pelanggaran terhadap hak asasi manusia menjadi hal yang biasa terjadi. 
Beberapa kasus pelecehan dan pelanggaran hak asasi manusia di Rumah-
rumah Detensi Imigrasi Indonesia telah didokumentasikan. Pelanggaran-pelang-
garan yang terdokumentasikan itu meliputi laporan tentang Pencari Suaka yang 
dipenjara di dalam sel selama berbulan-bulan tanpa diizinkan untuk pergi ke 
ruang umum atau ke luar ruangan, Pencari Suaka ditahan di dalam fasilitas 
penjara daripada di Rumah Detensi Imigrasi, pemerasan dan kekerasan fisik.51 
3.  Perpindahan Kedua 
When refugees are not able to enjoy effective protection in the country in 
which they first seek asylum, they may search for safety elsewhere. This onward 
journey is called secondary movement and may occur if a refugee has been 
denied access to status determination procedures, if he/she has been unable to 
regularize his/her status, if he/she has not received adequate assistance, even 
after he/she has been recognized as a refugee, if he/she has been in physical 
danger in the country of asylum, or if he/she lacks access to durable solutions. 
To prevent refugees from having to move on in search of asylum, it is important 
to build the protection capacities in the countries of first asylum, particularly their 
status determination procedures and standards of treatment. Secondary 
movement may also occur in prolonged refugee situations when refugees see no 
end to their plight52 (Jika pengungsi tidak dapat menikmati perlindungan yang 
efektif di negara tempat mereka mencari suaka, mereka akan mencari suaka di 
tempat lain. Perjalanan lanjutan ini disebut perpindahan kedua dan dapat terjadi 
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 jika pengungsi tidak mendapat akses kepada prosedur penentuan status 
pengungsi atau karena ia tidak dapat meresmikan statusnya, atau karena ia tidak 
mendapatkan bantuan yang memadai walau telah mendapat status pengungsi, 
atau bila mereka mengalami bahaya fisik di negara suaka tersebut, atau jika ia 
tidak memperoleh solusi yang permanen. Untuk mencegah pengungsi agar tidak 
berpindah mencari suaka di tempat lain, pembinaan kapasitas perlindungan di 
negara suaka pertama sangat penting, terutama pada prosedur penentuan 
status pengungsi dan standar perlakuan mereka. Perpindahan kedua juga dapat 
terjadi dalam situasi kepengungsian yang berkepanjangan sehingga pengungsi 
merasa bahwa masalah/penderitaan mereka tidak akan berakhir). 
Perpindahan kedua ini umumnya terjadi akibat penolakan dari negara 
yang paling pertama disinggahi oleh para pengungsi untuk meminta perlin-
dungan internasional. Banyak faktor yang menyebabkan mengapa beberapa 
negara melakukan penolakan terhadap pengungsi yang meminta perlindungan 
ke wilayahnya, sehingga dengan ditolaknya para pengungsi tersebut, maka 
perpindahan kedua ini sudah pasti terjadi. Perpindahan kedua ini juga bukan 
tanpa resiko, karena setelah berhari-hari ia mencari perlindungan namun setelah 
mendapatkan negara (transit/tujuan) ternyata negara tersebut juga menolak 
mereka, dari sisi psikologis tentunya mereka terbebani, dan disisi lain secara fisik 
mereka sangat tersiksa akibat tidak adanya perlindungan yang diberikan oleh 
negara tersebut. 
Empat negara anggota Uni Eropa di bagian timur; Hungaria, Republik 
Ceko, Rumania dan Slovakia dengan tegas menolak skema kuota wajib untuk 
menampung 120.000 imigran, termasuk pengungsi dari Suriah dan negara-
negara bergolak lain. Mereka antara lain beralasan pemberlakuan kuota wajib 
akan semakin mendorong orang untuk berpindah ke Eropa, sedangkan benua itu 
sekarang sudah kewalahan menangani gelombang imigran yang ada. Penolakan 
di ajang diplomasi tersebut mencerminkan pandangan sebagian penduduk di 
negara-negara Eropa Timur yang didatangi para imigran, biasanya sebagai 
negara transit dengan tujuan utama Jerman. "Mirip dengan di negeri Eropa 
lainnya juga, mereka agak gentar. Ini karena di sini penduduknya 10,2 juta 






orang," jelas Bismo Gondokusumo, orang Indonesia yang sudah bermukim di 
Republik Ceko sejak tahun 1960-an. "Ada alasan juga di sini sebetulnya 
pengangguran yang kira-kira 8% dari angkatan kerja masih merupakan masalah. 
Nah bagaimana kalau menerima lagi dari luar, walaupun kalangan bisnis 
mengatakan segera saja mereka bisa menerima 5.000 pekerja. Namun ada yang 
mengatakan itu hanya teoritis karena ada penghalang bahasa dan macam-
macam," tambahnya dalam wawancara melalui sambungan telepon, Rabu 
(23/09). Secara umum, lanjut Bismo Gondokusumo, masyarakat Ceko tidak 
antipendatang sebab mereka di masa Perang Dingin, banyak rakyat Ceko (saat 
itu masih Cekoslovakia) berpindah ke Eropa Barat. Lagi pula, saat ini pun Ceko 
sudah menampung banyak imigran dari Ukraina. "Yang sekarang mereka 
tekankan baik di kalangan pemerintahan atau masyarakat itu adalah keharusan 
menerima kuota sekian. Itu yang membuat mereka tidak senang. Pada tahun ini 
saja, sekitar 500.000 pendatang tiba di Eropa melalui laut. Banyak negara Eropa 
sekarang memperketat pengawasan perbatasan, meskipun mereka masuk di 
dalam zona Schengen yang biasanya memungkinkan pergerakan orang tanpa 
melalui pemeriksaan imigrasi.53 
Di Rumania, penolakan sebagian warga terhadap pendatang baru, 
termasuk pengungsi, lebih didasari pada faktor ketidaktahuan. "Saya baca dari 
koran, ada yang mau menerima imigran dan ada yang tidak mau. Alasannya, 
mungkin informasinya kurang dan mereka takut banyak orang akan datang," kata 
Martin, seorang warga di ibu kota Rumania, Bukares. Lebih lanjut ia berkata 
tidak terasa ada sentimen negatif terhadap kaum pendatang sejauh ini. Rencana 
relokasi 120.000 imigran di negara-negara Uni Eropa belum final di tengah 
tentangan sejumlah negara anggota. Mereka saat ini antara lain berada di Italia 
dan Yunani. Hingga kini belum jelas apa yang akan dilakukan terhadap imigran 
gelombang terbaru. "Dan mereka mengatakan bahwa Republik Ceko telah 
menerima sekian banyak pendatang dari Ukriana. Itu harus dihitung," tutur 
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 Gondokusumo dalam wawancara dengan wartawan BBC Indonesia, Rohmatin 
Bonasir.54 
4. Rangkuman 
4.1. Perlindungan khusus diberikan agar trauma saat melarikan diri dan beban 
hidup di pengasingan dapat teratasi, karena trauma lambat laun akan 
meruntuhkan struktur sosial normal pengungsi Ini dapat terjadi pada 
pengungsi yang tinggal di tengah-tengah masyarakat setempat atau yang 
tinggal di kamp atau di pusat penampungan khusus. Tekanan di dalam 
keluarga dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan di dalam rumah 
tangga atau penganiayaan terhadap anak. Kekerasan dapat meledak di 
tengah masyarakat pengungsi karena sistem penegakan hukum di negara 
suaka mungkin lemah. terutama dalam situasi kamp. 
4.2. Metode perlindungan adalah untuk memastikan bahwa kegiatan perlin-
dungan dilaksanakan secara sistematis dan bertanggung jawab, pengarus-
utamaan jender dan usia, mendorong pendekatan pembangunan 
masyarakat, serta memastikan pendekatan berdasarkan hak penting 
diterapkan pada kegiatan-kegiatan ini. Pengarus-utamaan jender dan umur 
mencakup menilai dampak dari kegiatan yang direncanakan terhadap 
perempuan, laki-laki, dan anak-anak perempuan dan laki-laki, termasuk 
dampak hukum, kebijakan dan program di setiap daerah dan di setiap 
tingkat. Pengarus utamaan jender dan umur merupakan strategi untuk 
menjamin agar segala kebutuhan perempuan, laki-laki dan anak-anak telah 
dipertimbangkan saat merencanakan, melaksanakan, memantau dan 
mengevaluasi kebijakan dan program di semua lingkup politik, ekonomi dan 
sosial, sehingga ketidak-setaraan tidak terus dipertahankan. 
4.3. Perpindahan kedua adalah jika pengungsi tidak dapat menikmati 
perlindungan yang efektif di negara tempat mereka mencari suaka, mereka 
akan mencari suaka di tempat lain. Perjalanan lanjutan ini disebut 
perpindahan kedua dan dapat terjadi jika pengungsi tidak mendapat akses 
kepada prosedur penentuan status pengungsi atau karena ia tidak dapat 
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meresmikan statusnya, atau karena ia tidak mendapatkan bantuan yang 
memadai walau telah mendapat status pengungsi, atau bila mereka 
mengalami bahaya fisik di negara suaka tersebut, atau jika ia tidak 
memperoleh solusi yang permanen. 
 
C.  PENUTUP 
1. Soal Latihan 
Fasilitator memberikan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan 
pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada materi bahasan ini dengan mem-
berikan pertanyaan antara lain sebagai berikut: 
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perlindungan khusus? 
2. Faktor apa yang menyebabkan perlindungan khusus perlu diupa-
yakan? 
3. Jelaskan mengapa metode perlindungan perlu dilakukan? 
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perpindahan kedua? 
5. Mengapa negara-negara umumnya menolak kedatangan pengungsi? 
2. Umpan Balik 
Mahasiswa dapat mengajukan hal tentang kondisi yang dialami dan diha-
rapkannya untuk memahami materi bahasan terkait.  
3.  Daftar Pustaka 
BBC Indonesia, Dibalik Penolakan Imigran di Eropa Timur, Lihat 
http://www.bbc.com/ 
indonesia/dunia/2015/09/150923_dunia_imigran_eropatimur 
Indonesian Civil Society Network for Refugee Rights Protection (SUAKA), 
Masalah Perlindungan, Lihat https://suaka.or.id/public-awareness/id-
masalah-perlindungan /  
Makarim Wibisono, Dilema Rohingya, majalah DETIK edisi 1-7 Juni 2015, 
Jakarta: Detik, 2015. 
M. Riadhussyah, dkk, Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak di Indonesia 
Menurut Hukum Internasional, Student Journal Universitas Brawijaya, 
2016. 
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 BAB VII  
PENYELESAIAN AKHIR DAN PERMANEN 
BAGI PENGUNGSI INTERNASIONAL 
 
A.  PENDAHULUAN 
1. Sasaran Pembelajaran 
Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme penyelesaian akhir dan per-
manen bagi pengungsi internasional, yang meliputi repatriasi sukarela, integrasi 
lokal, dan pemukiman kembali.  
2. Kemampuan Mahasiswa yang Menjadi Prasyarat 
Sebelum mempelajari materi ini mahasiswa harus mempunyai penge-
tahuan awal tentang pengertian hukum pengungsi internasional, istilah-istilah 
dalam hukum pengungsi internasional, sumber hukum pengungsi internasional, 
dan peranan UNHCR dalam urusan pengungsi internasional.  
3.  Keterkaitan Bahan Pembelajaran dengan Pokok Bahasan Lainnya 
Bahan pembelajaran ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa 
tentang mekanisme penyelesaian akhir dan permanen bagi pengungsi interna-
sional, yang meliputi repatriasi sukarela, integrasi lokal, dan pemukiman kembali, 
sehingga keseluruhan materi dari buku ini dapat dipahami dengan baik sebagai 
satu-kesatuan materi yang diajarkan dalam mata kuliah hukum pengungsi 
internasional.  
4.  Manfaat Bahan Pembelajaran  
Setelah mahasiswa mengikuti dan memahami materi bahasan ini maka 
mampu menguraikan bahasan mengenaimekanisme penyelesaian akhir dan 
permanen bagi pengungsi internasional, yang meliputi repatriasi sukarela, integ-
rasi lokal, dan pemukiman kembali. 
5. Petunjuk Belajar Mahasiswa 
Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa diwajibkan membaca materi 
dalam buku ajar ini. Setelah pemaparan materi bahasan tersebut di atas maha-
siswa diberi kesempatan bertanya atau membentuk kelompok diskusi, serta 






mahasiswa dibebaskan untuk mengemukakan pendapat seluas-luasnya dan 
bertanya kepada fasilitator jika ada materi yang kurang. Selain itu mahasiswa 
juga diberikan tugas mandiri dalam bentuk mahasiswa melakukan penelusuran 
bahan pustaka terkait hukum internasional, hukum perjanjian internasional, serta 
hukum pengungsi internasional yang dibahas berdasarkan ruang lingkup materi 
yang telah diajarkan. 
 
B.  PENYAJIAN MATERI BAHASAN 
PENYELESAIAN AKHIR DAN PERMANEN BAGI PENGUNGSI 
INTERNASIONAL 
A durable solution for refugees is one that ends the cycle of displacement 
by resolving their plight so that they can lead normal lives. Traditionally, one of 
three durable solutions are pursued55 (Solusi permanen bagi pengungsi adalah 
suatu keadaan yang mengakhiri kepengungsiannya dengan menyelesaikan 
masalah yang dihadapinya sehingga mereka dapat hidup dengan normal. Berikut 
tiga solusi permanen yang biasa digunakan) : 
(a) Voluntary repatriation, in which refugees return in safety and with 
dignity to their country of origin (Repatriasi Sukarela, yaitu pengungsi 
dapat pulang secara aman dan bermartabat ke negara asalnya); 
(b) Local integration, in which the country of asylum provides residency 
(Integrasi lokal, yaitu jika negara suaka menawarkan pengungsi untuk 
menetap);  
(c) Resettlement, in which refugees are transferred from the country of 
asylum to a third State willing to admit them on a permanent basis 
(Resettlement, yaitu pengungsi dipindahkan dari negara suaka ke 
negara ketiga yang mau menerima mereka secara permanen).  
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 While there is no formal hierarchy among the durable solutions, voluntary 
repatriation is the solution sought and attained by most refugees. Numerous 
documents, including notably the Agenda for Protection and ExCom Conclu-
sions, have recognized it as the preferred solution in the majority of refugee 
situations. Nonetheless, the three alternative solutions are complementary in 
nature and when applied together can form a viable and comprehensive strategy 
for resolving a refugee situation. The age and gender of refugees must be 
considered when searching for and implementing any durable solution. Although 
UNHCR has a role in relation to each of the durable solutions, the success of any 
of them is dependent on the various interested parties, including affected 
countries, working in partnership.  Until a suitable durable solution is found, it is 
important to encourage self-reliance among refugees as it56 (Meskipun tidak ada 
urutan prioritas dari ketiga pilihan solusi permanen di atas, repatriasi sukarela 
tetap merupakan pilihan solusi yang paling dicari dan ingin dicapai oleh 
kebanyakan pengungsi. Berbagai dokumen, termasuk Agenda Perlindungan dan 
Kesimpulan ExCom telah mengakuinya sebagai solusi yang diinginkan oleh 
kebanyakan situasi pengungsi. Meskipun demikian, ketiga cara di atas bersifat 
saling melengkapi sehingga jika diterapkan secara bersamaan, dapat menjadi 
strategi komprehensif yang dapat mengatasi situasi kepengungsian. Faktor usia 
dan jender pengungsi perlu diperhitungkan setiap kali mengupayakan dan 
melaksanakan solusi permanen. Walau UNHCR mempunyai peran dalam setiap 
cara solusi permanen, keberhasilan setiap cara tergantung dari kerjasama 
berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk negara-negara yang terkena 
dampak. Sebelum solusi permanen yang diinginkan ditemukan, upaya membina 
kemandirian pengungsi perlu didorong karena) : 
- Reduces the burden on the country of asylum by decreasing refugees’ 
dependence on its assistance (Mengurangi beban negara suaka 
dengan mengurangi ketergantungan pengungsi terhadap bantuan dari 
negara); 
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- Boosts refugees’ dignity and confidence by giving them more control 
over their daily lives and hope for the future (Meningkatkan harga diri 
dan kepercayaan pengungsi dengan memberi kendali yang Iebih 
besar kepada pengungsi untuk mengatur kehidupannya sehari-hari 
serta membangun harapan untuk menyongsong masa depan); 
- Helps make any long-term solution more sustainable as refugees who 
have been actively supporting themselves are best placed to take on 
the challenges of voluntary repatriation, resettlement, or local integ-
ration (Membantu mempertahankan penyelesaian jangka panjang 
dimanapun karena pengungsi yang mampu memenuhi kebutuhannya 
sendiri lebih dapat mengatasi tantangan repatriasi sukarela, dimukim-
kan kembali atau di integrasikan secara lokal).  
Promoting self-reliance strengthens refugees’ skills and can enhance their 
own well-being as well as that of the local community. Self-reliance is equally 
helpful in achieving any of the three durable solutions. The Agenda for Protection 
stresses that making use of refugee skills is particularly important in protracted 
refugee situations. In those circumstances, a swift transition from emergency 
relief to development assistance can create greater opportunities for self-reliance 
and, in the long term, benefit both the refugee population and the country of 
asylum. As a tool in promoting self-reliance and suitable durable solutions, 
UNHCR has developed, in close cooperation with its partners, the Framework for 
Durable Solutions for Refugees and Persons of Concern which includes57 
(Membangun kemandirian meningkatkan keterampilan pengungsi dan dapat 
meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri dan masyarakat di sekitarnya. 
Kemandirian sangat membantu pencapaian ketiga solusi permanen. Agenda 
Perlindungan menekankan bahwa upaya memanfaatkan keterampilan pengungsi 
sangat penting dalam situasi pengungsi yang berkepanjangan. Pada keadaan 
demikian, peralihan yang cepat dari suasana bantuan kedaruratan menjadi 
bantuan pembangunan dapat menciptakan peluang yang lebih besar bagi 
pembinaan kemandirian dan pada jangka panjangnya akan menguntungkan bagi 
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 masyarakat pengungsi maupun negara suaka. Sebagai a!at untuk mendorong 
kemandirian dan pencapaian solusi permanen, UNHCR bersama mitra lemba-
ganya telah mengembangkan suatu Kerangka Kerja untuk mencapai Solusi 
Permanen bagi Pengungsi dan Orang-orang yang Menjadi Perhatian UNHCR 
yang mencakup) : 
- The promotion of Development Assistance for Refugees [DAR] through 
better targeting of such assistance to countries and areas hosting large 
numbers of refugees over protracted periods [to share the burden] and 
to equip refugees for eventual durable solutions [local integration, repat-
riation and resettlement] (Dukungan Bantuan Pengembangan untuk 
Pengungsi [DAR] dengan Iebih mengarahkan bantuan bagi negara-
negara dan daerah yang menampung sejumlah besar pengungsi dalam 
waktu yang berkepanjangan [berbagi beban] serta melengkapi para 
pengungsi untuk menghadapi solusi permanen [integrasi lokal. 
repatriasi dan resettlemen]); 
- The promotion of a strategy of Development through Local Integration 
[DLI] where local integration of refugees is a viable solution. Central to 
the success of this strategy is the attitude of the host government and 
the local authorities. DLI, therefore, is an option and not an obligation of 
a refugee hosting country and it builds on DAR. (Mendorong strategi 
Pembangunan melalui Integrasi Lokal [DLI] di mana integrasi lokal bagi 
pengungsi merupakan solusi permanen yang paling memungkinkan. 
Kesuksesan strategi ini sangat bergantung pada sikap pemerintah 
negara penerima dan aparat setempat. DLI adalah pilihan dan bukan 
merupakan kewajiban negara penerima pengungsi. DLI adalah 
kelanjutan dari DAR). 
- The DAR as well as the DLI programming approach envision broad-
based partnerships between governments, humanitarian and both multi-
and bilateral development agencies. The mix of partnerships may vary 
from country to country, but an invariable and essential component will 
be the commitment of the relevant host government and the related 






central and local authorities (Penyusunan program DAR maupun DLI 
mengharuskan kerjasama secara yang meluas antara pemerintah, 
lembaga kemanusiaan dan kerjasama pembangunan multilateral mau-
pun bilateral. Kombinasi kerjasama ini dapat berbeda di setiap negara, 
namun unsur terpenting yang selalu sama adalah komitmen pemerintah 
negara penerima dan aparat pusat maupun daerah setempat).  
1. Repatriasi Sukarela 
As mentioned above, voluntary repatriation is the preferred solution, but it 
is not always easy to achieve. Often the basic requirements for return-safety and 
the restoration of national protection-are not in place. Without these conditions, 
return may not be sustainable and the refugees concerned may move back to the 
country of asylum. Creating conditions conducive to voluntary repatriation is a 
major challenge, primarily for the country of origin but also for the international 
community, whose support is often crucial. This is particularly true in post-conflict 
situations, where the expense, effort, and time required to establish peace, 
ensure respect for human rights, rebuild infrastructure, restore normal political, 
economic and social life, rehabilitate the judicial system, and foster long-term 
stability is daunting, to say the least.  This difficult reality is weighed against the 
desire of many countries of asylum for voluntary repatriation to take place as 
soon as possible, particularly when they have been hosting refugees for a long 
time. The States concerned may have seen a decline in international support for 
their protection efforts, raising fears about a long-term strain on their resources. 
With its mandate for identifying durable solutions, UNHCR must often work to 
temper unrealistically high expectations from States about the potential for 
voluntary repatriation when the necessary conditions do not appear to be in 
place. Unfortunately, refugees often find themselves in a precarious position, 
caught between inadequate protection and assistance in the country of asylum 
and continuing insecurity in their country of origin. Key elements of the legal 
framework for voluntary repatriation include58 (Seperti telah disebutkan di atas, 
repatriasi sukarela merupakan solusi yang diinginkan namun tidak selalu mudah 
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 untuk dicapai. Prasyarat yang diperlukan untuk kepulangan. yaitu keamanan dan 
pulihnya perlindungan nasional seringkali belum ada. Tanpa kondisi ini, 
pemulangan tidak akan bertahan lama dan pengungsi yang bersangkutan 
mungkin kembali ke negara suaka. Penciptaan kondisi yang kondusif bagi 
repatriasi sukarela merupakan tantangan yang besar, tidak saja bagi negara asal 
tapi juga bagi masyarakat internasional yang dukungannya sangat diharapkan. 
Hal ini terjadi terutama dalam situasi paska konflik di mana biaya, usaha dan 
waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan perdamaian, menjamin penghor-
matan terhadap hak asasi manusia, membangun kembali infrastruktur serta 
memulihkan kehidupan politik, ekonomi dan sosial negara, merehabililasi sistem 
hukum dan menumbuhkan stabilitas jangka panjang sangat besar. Kenyataan 
yang sulit ini harus dipertimbangkan dalam menghadapi keinginan banyak 
negara suaka agar repatriasi sukarela segera dilakukan, terutama jika mereka 
telah menampung pengungsi untuk waktu yang lama. Negara-negara yang 
bersangkutan mungkin telah menyaksikan menurunnya bantuan internasional 
bagi upaya perlindungan mereka, sehmgga menimbulkan kekhawatiran terhadap 
beban berkepanjangan yang akan terjadi teriiadap sumberdaya mereka. Dengan 
mandatnya untuk mencari solusi yang permanen, UNHCR seringkali harus 
bekerja keras untuk meredakan harapan yang tinggi dari negara-negara suaka 
tentang kemungkinan dilakukannya repatriasi sukarela, padahal kondisi yang 
diprasyaratkan belum kunjung tercipta. Sayangnya, pengungsi sering mendapat-
kan dirinya berada dalam posisi yang sulit, yaitu terperangkap di antara 
perlindungan dan bantuan dari negara suaka yang tidak memadai dan situasi 
tidak aman yang terus berlanjut di negara asalnya. Unsur penting dari kerangka 
hukum repatriasi sukarela mencakup) :  
- The right, under international human rights law, for a person to return to 
his/her own country (hak seseorang untuk pulang ke negaranya 
berdasarkan hukum hak asasi internasional; 
- Refugees, in exercising their right of return to their country, should in 
principle have the possibility to return to their place of origin, or to a 
place of residence of their choice, subject only to restrictions as 






permitted by international human rights law (Dengan menggunakan 
haknya untuk pulang ke negaranya, secara prinsip, seorang pengungsi 
mempunyai kemungkinan untuk kembali ke tempat asalnya, atau ke 
tempat menetap yang dipilihnya, kecuali jika dibatasi oleh hukum hak 
asasi manusia internasional); 
- The indicators of whether national protection has been restored in a 
country of origin being based on standards set by international human 
rights law (Indikator apakah perlindungan nasional telah pulih di negara 
asalnya dibuat berdasarkan standar hukum hak asasi internasional);  
- Regional refugee instruments that set out principles for voluntary 
repatriation (Perangkat pengungsi regional yangmenjabarkan prinsip-
prinsip repatriasi sukarela);  
- Various ExCom Conclusions identifying standards for the voluntary 
repatriation process (Berbagai Kesimpulan ExCom yang menjabarkan 
standar proses repatriasi sukarela); 
- In specific situations, bilateral or tripartite agreements among the coun-
try of origin, the country of asylum, and UNHCR defining the parties’ 
respective responsibilities and guarantees for those repatriating. 
Increasingly, peace agreements also include provisions on voluntary 
repatriation (Pada keadaan tertentu, perjanjian bilateral atau tripartit 
antara negara asal, negara suaka dan UNHCR yang menjabarkan tang-
gung jawab masing-masing pihak dan jaminan bagi mereka yang 
pulang. Akhir-akhir ini, semakin banyak perjanjian damai yang mema-
sukkan ketentuan mengenai repatriasi sukarela). 
The 1951 Convention does not explicitly address the issue of voluntary 
repatriation, although the cessation clauses are indirectly related59 (Konvensi 
1951 tidak membahas mengenai repatriasi sukarela secara gamblang, namun 
pasal-pasal penghentian status pengungsi secara tak langsung memang 
berhubungan) :  
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 - Article 1C[4] of the 1951 Convention stipulates that refugee status 
ceases if a refugee voluntarily re-establishes him- or herself in the 
country or origin (Pasal 1C[4] dari Konvensi 1951 menyatakan bahwa 
status pengungsi berhenti jika seorang pengungsi secara sukarela 
kembali tinggal di negara asalnya);   
- In relation to the “ceased circumstances” cessation clauses in Articles 
1C[5] and 1C[6], the successful completion of a voluntary repatriation 
programme can indicate that the circumstances that initially caused 
flight no longer exist (Sehubungan dengan 'keadaan yang menghen-
tikan' pada pasal penghentian 1C[5] dan 1C[6] yang berisi bahwa 
keberhasilan diselesaikannya program repatriasi sukarela dapat 
menunjukkan bahwa keadaan yang menjadi penyebab terjadinya  arus 
pengungsi kini telah tiada.  
Therefore, voluntary repatriation ultimately leads to the cessation of 
refugee status, whether on an individual or group basis.  Drawing on the above 
legal framework, UNHCR considers that the core components of voluntary 
repatriation are return in safety and with dignity. This involves the return in and to 
conditions of physical, legal, and material safety, with full restoration of national 
protection as the end result. Aspects of physical safety include60 (Oleh kare-
nanya, repatriasi sukarela pada akhirnya menghentikan status kepengungsian 
seseorang, baik secara individu maupun secara berkelompok. Dengan menggu-
nakan kerangka hukum di atas, UNHCR beranggapan bahwa unsur pokok dari 
repatriasi sukarela adalah kembali ke suasana aman dengan bermartabat. Ini 
berarti pulang dalam keadaan dan ke keadaan hukum, fisik, dan harta yang 
aman dan dipulihkannya perlindungan nasional secara utuh sebagai tujuan 
terakhir. Aspek dari keselamatan fisik termasuk) : 
- The overall security situation and assurances from the authorities about 
the safety of returnees (Situasi yang aman secara keseluruhan dan 
jaminan dari aparat atas keselamatan orang-orang yang kembali); 
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- Specific safety issues, such as the presence of mines and unexploded 
ordnance (Masalah keamanan khusus, seperti adanya ranjau dan 
persenjataan yang belum meledak). 
Aspects of legal safety include61 (Aspek keselamatan hukum termasuk) : 
- The adoption and implementation of amnesty laws to protect returnees 
from discrimination or punishment on the sole ground of having fled the 
country (Pengesahan dan pelaksanaan hukum amnesti untuk 
melindungi orang-orang yang kembali dari diskriminasi atau Penghu-
kuman hanya karena mereka telah lari meninggalkan negaranya); 
- Legislation to ensure a returnee’s citizenship status, plus access to 
documentation related to personal status (Peraturan yang menjamin 
status kewarga-negaraan orang-orang yang kembali, plus akses untuk 
memperoleh dokumen-dokumen identitas pribadi); 
- Measures in place to ensure recovery of property or, if this is not 
possible, entitlement to adequate compensation (Penetapan prosedur 
untuk menjamin pemulihan harta milik, atau jika ini tidak 
memungkinkan, hak untuk mendapat penggantian).  
Aspects of material safety include62 (Aspek keselamatan harta milik ter-
masuk): 
- Access to means of survival and basic services, such as drinking water, 
health services, and education (Akses pada sarana kelangsungan 
hidup dan pelayanan dasar seperti air minum, pelayanan 
kesehatan/medis dan pendidikan); 
- Income-generating opportunities (Peluang mencari pekerjaan).  
UNHCR’s responsibilities in relation to voluntary repatriation derive from 
its Statute. States are obliged to cooperate with the organization’s voluntary 
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 repatriation activities under the provision on general cooperation in the 1951 
Convention. The degree of UNHCR’s involvement in repatriation movements 
depends on the extent to which the core components outlined above have been 
satisfied. Thus UNHCR may63 (Tanggung jawab UNHCR dalam hal pengurusan 
repatriasi sukarela bersumber dari Undang-undangnya. Negara-negara wajib 
bekerjasama dalam upaya repatriasi sukarela UNHCR menurut ketentuan 
kerjasama umum dari Konvensi 1951. Derajat keterlibatan UNHCR dalam 
gerakan repatriasi tergantung besarnya unsur pokok di atas yang telah dipenuhi. 
Oleh karenanya UNHCR dapat) :  
- Promote large-scale voluntary repatriation when the conditions are 
considered conducive to return in safety and with dignity (Mendorong 
repatriasi sukarela secara besar-besaran jika keadaan dianggap sudah 
cukup kondusif untuk memungkinkan kepulangan pengungsi dengan 
aman dan bermartabat);  
- Facilitate the voluntary repatriation of individuals upon the specific and 
fully informed request of refugees, even when conditions are not fully 
conducive for most refugees to return (Membantu repatriasi sukarela 
individu-individu atas permintaan pengungsi yang dilakukan berda-
sarkan keputusan terinformasi, meskipun mengetahui bahwa keadaan 
belum seluruhnya siap untuk menerima kepulangan pengungsi);  
- Provide assistance in the country of origin to those who have returned 
in an organized manner and to those who return spontaneously, if 
UNHCR has access to them (Memberi bantuan kepada pengungsi yang 
telah kembali ke negara asal dengan cara yang terorganisir maupun 
secara spontan jika UNHCR dapat menghubunginya). 
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UNHCR’s activities in relation to voluntary repatriation include64 (Kegiatan 
UNHCR dalam repatriasi sukarela termasuk): 
- Dissemination of information about conditions in the country of origin 
and conducting interviews to ensure the men and women returning 
have made a free and informed decision to do so (Membagi informasi 
mengenai keadaan di negara asal dan mengadakan wawancara 
dengan para pengungsi perempuan dan laki-laki untuk memastikan 
mereka telah mengambil keputusan berdasarkan informasi yang 
cukup); 
- Concluding tripartite repatriation agreements with the country of origin 
and the country of asylum, setting out the modalities for repatriation, 
including the guarantee of admission for returnees (Membuat perjanjian 
repatriasi tripartit dengan negara asal dan negara suaka yang 
menjabarkan modalitas repatriasi, termasuk jaminan masuk kembali 
bagi para pengungsi yang pulang); 
- Supplying, when necessary, documentation for returnees and facili-
tating transport to take them home (Memberi dokumentasi yang diper-
lukan bagi para pengungsi yang kembali serta memberikan sarana 
transportasi untuk membawa mereka pulang);  
- Providing immediate material or financial support, as necessary, to 
enable return and reestablishment during the initial stage (memberi 
bantuan materi dan uang jika diperlukan untuk memungkinkan 
pemulangan dan membantu kehidupan pada tahap awal mereka 
kembali); 
- Monitoring returnees to ensure that they enjoy the full protection of their 
government (memantau orang-orang yang telah pulang untuk memas-
tikan mereka telah mendapat perlindungan penuh dari pemerintahnya); 
- Participating in efforts aimed at ensuring successful reintegration (ikut 
dalam upaya-upaya yang ditujukan untuk menjamin keberhasilan 
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 reintegrasi pengungsi).  
Most reintegration activities implemented by UNHCR and other humanita-
rian actors have been in the form of emergency relief provided during the initial 
stages of return. Few activities had any connection with longer-term development 
efforts to ensure the sustainability of return. UNHCR now works with other United 
Nations agencies and bilateral development agencies to create a smoother 
transition from repatriation, to reintegration, rehabilitation, and reconstruction 
[known as the “4Rs”]. UNHCR takes the lead on repatriation activities, while 
other United Nations agencies and the World Bank are more closely involved 
from the beginning so their subsequent development tasks will be more 
successful. This strategy aims to incorporate the needs of returnees into national 
development plans so their economic opportunities will be increased in the 
medium and long term. Sometimes an ongoing civil war can leave various 
provinces unscathed and under the control of a relatively effective local 
administration, even while other parts of the country remain in turmoil. Although 
repatriation to these calmer regions may seem desirable to countries of asylum 
and, perhaps, to some individual refugees, this option should be pursued with 
extreme caution. Stability in these areas is unlikely to be sustained for long if 
there is no improvement across the country. In addition, a sudden influx of 
returnees into a fragile, localized peace may, in fact, trigger instability. The return 
of large numbers of people to parts of the country other than their original place 
of residence may cause tensions with the local population and may result in more 
displacement65 (Kebanyakan kegiatan reintegrasi yang dilaksanakan oleh 
UNHCR dan pemeran kemanusiaan lainnya dilakukan dalam bentuk bantuan 
kedaruratan yang diberikan pada tahan awal kembalinya pengungsi. Tidak 
banyak kegiatan yang ditujukan untuk pembangunan jangka panjang yang dapat 
menjamin keberhasilan pemulangan tersebut. UNHCR kini bekerjasama dengan 
lembaga-lembaga PBB lainnya dan badan-badan pembangunan bilateral untuk 
menciptakan masa transisi yang lebih mulus dari proses repatriasi, reintegrasi, 
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rehabilitasi dan rekonstruksi [dikenal dengan sebutan "4R"]. UNHCR memimpin 
kegiatan repatriasi, sementara lembaga-lembaga PBB lainnya dan Bank Dunia 
telah bekerjasama sejak awal agar tugas pembangunan mereka kemudian lebih 
lancar. Strategi ini bertujuan untuk memasukkan semua kebutuhan orang-orang 
yeng kembali ke dalam rencana pembangunan nasional sehingga peluang eko-
nomi mereka dapat ditingkatkan dalam jarak menengah dan jangka panjangnya. 
Kadang-kadang, peperangan yang berkepanjangan tidak menyentuh beberapa 
propinsi yang dikelola oleh administrasi lokal yang efektif, meskipun wilayah-
wilayah lain di sekitarnya tetap bergolak. Walau memulangkan pengungsi ke 
wilayah-wilayah yang lebih tenang ini nampaknya lebih masuk akal bagi negara 
suaka, dan mungkin, bagi beberapa pengungsi individu, pilihan ini harus dijajaki 
dengan penuh hati-hati. Kestabilan di wilayah-wilayah ini tidak mungkin dapat 
dipertahankan selamanya jika tidak ada perbaikan di seluruh negeri tersebut. 
Selain itu, arus repatriasi dalam jumlah besar ke dalam wilayah yang 
kestabilannya sangat rapuh dan terlokalisir itu mungkin justru memicu ketidak-
stabilan. Pengembalian sejumlah besar orang ke wilayah-wilayah yang bukan 
tempat asal mereka mungkin memicu ketegangan dengan penduduk setempat 
dan mengakibatkan timbulnya ke pengungsian yang lebih banyak). 
2.   Integrasi Lokal 
In local integration, the country of asylum offers refugees permanent 
residence with the possibility of eventual citizenship. Its potential as a durable 
solution is recognized in both the 1951 Convention and UNHCR’s Statute. 
Although in certain countries naturalization of recognized refugees after a period 
of time is standard practice, many States have concerns about allowing refugees 
to stay indefinitely on their soil. They fear the impact on scarce resources, the 
risk of security problems, and potential antagonism towards refugees. They may 
also be concerned about controlling migration. Yet voluntary repatriation cannot, 
by itself, answer all refugee problems. Local integration can be a permanent 
solution for many refugees; it can also provide some benefits to the host 
country66 (Pada integrasi lokal, negara suaka menawarkan agar pengungsi dapat 
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 tinggal secara permanen dengan kemungkinan memperoleh kewarganegaraan. 
Potensialnya sebagai salah satu pilihan solusi permanen diakui dalam Konvensi 
1951 dan Statuta UNHCR. Walau beberapa negara tertentu biasa menatura-
lisasikan pengungsi setelah beberapa waktu, banyak negara yang ragu untuk 
memberi ijin kepada pengungsi untuk tinggal selama waktu yang tak tertentu di 
wilayahnya. Mereka mengkhawatirkan dampaknya tcrhadap sumberdaya mereka 
yang terbatas, risiko keamanan, dan rasa antagonisme terhadap pengungsi. 
Mereka juga khawatir soal pengendalian migrasi. Tetapi repatriasi sukarela saja 
tidak dapat mengatasi semua masalah pengungsi. Integrasi lokal dapat menjadi 
solusi permanen bagi banyak pengungsi; dan juga dapat memberi keuntungan 
bagi negara yang menerimanya, yaitu) : 
- Refugees may bring with them skills that can be of assistance to the 
country of asylum (Pengungsi bisa membawa ketrampilan yang dapat 
membantu negara suaka); 
- Their presence may attract resources from the international community 
that might not otherwise be available to the local population 
(Kehadirannya dapat mengundang sumberdaya dari masyarakat 
internasional yang mungkin tak akan pernah diterima oleh masyarakat 
lokal); 
- Ethnic, cultural, or linguistic links with the local community can increase 
the chances of successful local integration (Interaksi antar suku, 
budaya dan bahasa dengan masyarakat setempat dapat meningkatkan 
keberhasilan integrasi lokal); 
- There are numerous situations, in industrialized countries but also in 
developing countries, in which large numbers of refugees have settled 
peacefully in the country of asylum and are able to support themselves 
(Ada beberapa situasi di negara industri maupun negara berkembang di 
mana sejumlah besar pengungsi dapat tinggal dengan damai di negara 
suaka dan bahkan mampu menghidupi diri mereka sendiri).  






Local integration is a gradual process that takes place on three levels67 
(Integrasi lokal merupakan proses bertahap yang terlaksana menurut tiga 
tingkatan) :  
- Legal: refugees are granted a progressively wider range of rights, 
similar to those enjoyed by citizens, leading eventually to permanent 
residence and perhaps citizenship (Sah: pengungsi memperoleh hak 
yang semakin luas, sama dengan yang dinikmati oleh warga asli yang 
kemudian diijinkan untuk tinggal secara permanen dan mungkin, 
dianugerahi kewarganegaraan); 
- Economic: refugees become gradually less dependent on aid from the 
country of asylum or on humanitarian assistance and are increasingly 
self-reliant so that they can support themselves and contribute to the 
local economy (Ekonomi: pengungsi semakin tidak tergantung pada 
bantuan dari negara suaka atau bantuan kemanusiaan dan semakin 
mandiri sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan 
berkontribusi pada ekonomi setempat); 
- Social and cultural: interaction between refugees and the local com-
munity allows refugees to participate in the social life of their new 
country without fear of discrimination or hostility (Sosial dan budaya: 
interaksi antara pengungsi dan masyarakat setempat memungkinkan 
pengungsi untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial di negaranya 
yang baru tanpa takut diskriminasi atau dimusuhi).  
Even when local integration is not being pursued as a durable solution, 
promoting self-reliance among refugees can help to achieve the other two 
durable solutions.  The commitment to local integration comes from the 
government of the country of asylum. UNHCR can facilitate the process and 
bring together a range of actors, including donor States and other United Nations 
agencies, to design and implement coordinated programmes to assist the 
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 refugees’ integration68 (Walau integrasi lokal tidak diupayakan sebagai solusi 
yang berkelanjutan, mendorong kemandirian di antara pengungsi dapat 
membantu tercapainya dua solusi yang lain. Komitmen untuk melakukan 
integrasi lokal harus datang dari negara suaka. UNHCR dapat membantu 
kelancaran prosesnya serta menghimpun sejumlah pemeran, termasuk negara 
donor dan lembaga PBB lainnya untuk merancang dan melaksanakan program 
yang terkoordinir untuk membantu proses integrasi pengungsi). 
3.  Pemukiman Kembali 
Resettlement involves the permanent movement of refugees to a third 
country. Although comparatively small numbers of refugees benefit from 
resettlement, as acknowledged in ExCom Conclusion No. 90 [LII] 2001, it 
nevertheless serves three equally important functions. Resettlement is69 
(Pemukiman kembali mencakup perpindahan permanen pengungsi ke negara 
ketiga. Walau hanya sejumlah kecil pengungsi yang dapat memanfaatkan solusi 
pemukiman kembali. Kesimpulan ExCom No.90 [LII] 2001 mengakui bahwa 
strategi ini memenuhi tiga fungsi penting. Pemukiman kembali adalah) : 
- A protection tool for individual refugees whose life, liberty, safety, 
health, or other fundamental rights are at risk in the country of asylum 
(Alat perlindungan bagi pengungsi individu yang hidup, kebebasannya, 
keamanan, kesehatan atau hak fundamental lainnya menghadapi risiko 
di negara suaka); 
- A durable solution for larger numbers or groups of refugees (Solusi 
berkelanjutan bagi sejumlah besar.atau kelompok pengungsi); 
- A mechanism for burden and responsibility-sharing among  States 
(Mekanisme pembagian beban dan tanggung jawab di antara negara-
negara peserta).  
As a protection tool, precedence is given to resettling those individuals 
with specific and immediate protection problems, such as people at risk of 
refoulement or physical attack, including sexual violence. Individuals who have 
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been tortured or who have a pressing need for medical or psychological care are 
also considered for resettlement if they are not in a country with adequate 
facilities to assist them. For the large numbers of refugees whose protection 
needs stem from the lack of a long-term solution in the country of asylum or 
origin, however, resettlement often takes lower priority and, given the limited 
number of places, may not always be achievable.  The traditional focus on the 
protection function of resettlement, which concentrates on the needs of an 
individual, has tended to mask its strategic use as a durable solution. Resett-
lement of groups or categories of people can be part of a comprehensive 
response to a refugee situation. For example, when voluntary repatriation or local 
integration is not an option for a particular ethnic group because of a continuing 
risk of persecution that applies only to them and not to their compatriots, 
collective resettlement of that group may be appropriate. Not only would 
resettlement address the long-term protection needs of the individuals 
concerned, it could also improve the integration prospects of those allowed to 
stay permanently in the country of asylum, thus facilitating a sustainable solution 
for all those in the refugee population. By its very nature, resettlement is a form 
of burden- and responsibility-sharing, whereby the strain on the country of 
asylum is eased by other States offering permanent sanctuary for some of the 
refugee population. One of the goals of the Agenda for Protection is to increase 
the number of resettlement countries and to improve the ability of resettlement 
programmes to deal with unexpected refugee emergencies. To qualify for 
resettlement, an individual must meet the resettlement criteria of both UNHCR 
and the potential country of destination. UNHCR’s criteria reflect the function of 
resettlement as a protection tool. In order to improve its efficiency, UNHCR works 
with resettlement States to refine and harmonize resettlement criteria and 
processes. Given that resettlement is often highly prized by refugees, it is 
important that its management is transparent, to prevent corruption and to reduce 
the risk of resettlement becoming a pull-factor for new arrivals. UNHCR staff 
members with resettlement responsibilities thus have obligations as individuals to 





 act accountably and professionally70 (Sebagai alat perlindungan, prioritas 
diberikan kepada individu-individu yang mempunyai masalah perlindungan 
khusus dan segera seperti orang-orang yang menghadapi risiko pengusiran atau 
pemulangan kembali ke negara asal atau penyerangan fisik, termasuk masalah 
kekerasan seksual. Orang-orang yang telah disiksa atau yang mempunyai 
kebutuhan mendesak untuk mendapat perawatan medis atau psikologis juga 
didahulukan untuk pemukiman kembali jika negara yang mereka tempati 
sekarang tidak mempunyai fasilitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut. Bagi sebagian besar pengungsi yang kebutuhan perlindungannya 
disebabkan tidak adanya solusi jangka panjang di negara suaka atau negara 
asal, pemukiman kembali sering merupakan pilihan dengan prioritas rendah 
karena sedikitnya jumlah negara ketiga yang ada, sehingga opsi ini tidak selalu 
dapat dilaksanakan. Fokus terhadap kebutuhan perlindungan bagi individu 
cenderung menutupi fungsi pemukiman kembali sebagai pilihan yang strategis 
untuk mencapai penyelesaian permanen. Pemukiman kembali sekelompok atau 
segolongan orang dapat menjadi tanggapan komprehensif bagi suatu situasi 
kepengungsian. Contohnya, ketika repatriasi sukarela atau integrasi lokal bukan 
merupakan pilihan bagi suatu suku tertentu karena adanya resiko penganiayaan 
yang selalu mengintai kelompok mereka dan tidak rekan-rekan lainnya, maka 
pemukiman kolektif dari kelompok tersebut mungkin tidak tepat. Pemukiman 
kembali tidak saja mengatasi kebutuhan perlindungan jangka panjang individu 
yang bersangkutan. tapi juga memperbaiki integrasi dari mereka-mereka yang 
diijinkan menetap secara permanen di negara suaka, sehingga membantu 
terciptanya solusi yang berkelanjutan bagi semua masyarakat pengungsi. 
Menurut sifatnya, pemukiman kembali merupakan bentuk dari berbagi beban dan 
tanggung jawab di mana beban yang ditanggung oleh negara suaka diringankan 
oleh negara-negara lain yang menawarkan wilayahnya sebagai tempat menetap 
bagi sebagian populasi pengungsi. Salah satu sasaran dari Agenda Perlin-
dungan adalah untuk meningkatkan jumlah negara sebagai tujuan pemukiman 
kembali serta meningkatkan kemampuan program-program pemukiman kembali 
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untuk mengatasi darurat kepengungsian. Untuk dapat memenuhi syarat pemu-
kiman kembali, seseorang harus memenuhi kriteria yang dibuat oleh UNHCR 
dan negara/wilayah tujuan. Kriteria UNHCR mencerminkan fungsi dari pemu-
kiman kembali sebagai alat perlindungan. Untuk meningkatkan kinerjanya, 
UNHCR bekerja dengan negara-negara tujuan pemukiman kembali untuk me-
nyempurnakan dan mengharmonisasikan kriteria dan proses pemukiman 
kembali. Karena pemukiman kembali merupakan pilihan yang sangat didam-
bakan oleh para pengungsi, maka penting dipastikan agar pengelolaannya 
dilakukan secara transparan untuk mencegah terjadinya korupsi dan mengurangi 
resiko pemukiman kembali menjadi faktor penarik bagi datangnya pengungsi-
pengungsi baru. Staf UNHCR yang mempunyai tanggung jjwab mengelola pe-
mukiman kembali, dan mempunyai tanggung jawab sebagai pribadi untuk 
bertirdak secara profesional dan bertanggung jawab). 
4.  Rangkuman 
      4.1. Dengan mandatnya untuk mencari solusi yang permanen, UNHCR 
seringkali harus bekerja keras untuk meredakan harapan yang tinggi dari 
negara-negara suaka tentang kemungkinan dilakukannya repatriasi 
sukarela, padahal kondisi yang diprasyaratkan belum kunjung tercipta. 
Sayangnya, pengungsi sering mendapatkan dirinya berada dalam posisi 
yang sulit, yaitu terperangkap di antara perlindungan dan bantuan dari 
negara suaka yang tidak memadai dan situasi tidak aman yang terus 
berlanjut di negara asalnya. Unsur penting dari kerangka hukum 
repatriasi sukarela mencakup : (1) hak seseorang untuk pulang ke 
negaranya berdasarkan hukum hak asasi internasional; (2) Dengan 
menggunakan haknya untuk pulang ke negaranya, secara prinsip, 
seorang pengungsi mempunyai kemungkinan untuk kembali ke tempat 
asalnya, atau ke tempat menetap yang dipilihnya, kecuali jika dibatasi 
oleh hukum hak asasi manusia internasional; (3) Indikator apakah 
perlindungan nasional telah pulih di negara asalnya dibuat berdasarkan 
standar hukum hak asasi internasional; (4) Perangkat pengungsi regional 
yangmenjabarkan prinsip-prinsip repatriasi sukarela;  (5) Berbagai 





 Kesimpulan ExCom yang menjabarkan standar proses repatriasi 
sukarela; dan (6) Pada keadaan tertentu, perjanjian bilateral atau tripartit 
antara negara asal, negara suaka dan UNHCR yang menjabarkan 
tanggung jawab masing-masing pihak dan jaminan bagi mereka yang 
pulang. Akhir-akhir ini, semakin banyak perjanjian damai yang 
memasukkan ketentuan mengenai repatriasi sukarela. 
4.2.   Integrasi lokal merupakan proses bertahap yang terlaksana menurut tiga 
tingkatan, yakni : (1) Sah: pengungsi memperoleh hak yang semakin 
luas, sama dengan yang dinikmati oleh warga asli yang kemudian 
diijinkan untuk tinggal secara permanen dan mungkin, dianugerahi 
kewarganegaraan; (2) Ekonomi: pengungsi semakin tidak tergantung 
pada bantuan dari negara suaka atau bantuan kemanusiaan dan 
semakin mandiri sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri 
dan berkontribusi pada ekonomi setempat; dan (3) Sosial dan budaya: 
interaksi antara pengungsi dan masyarakat setempat memungkinkan 
pengungsi untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial di negaranya 
yang baru tanpa takut diskriminasi atau dimusuhi.  
4.3.  Pemukiman kembali mencakup perpindahan permanen pengungsi ke 
negara ketiga. Walau hanya sejumlah kecil pengungsi yang dapat 
memanfaatkan solusi pemukiman kembali, strategi ini memenuhi tiga 
fungsi penting, yakni (1) Alat perlindungan bagi pengungsi individu yang 
hidup, kebebasannya, keamanan, kesehatan atau hak fundamental 
lainnya menghadapi risiko di negara suaka; (2) Solusi berkelanjutan bagi 
sejumlah besar.atau kelompok pengungsi; dan (3) Mekanisme pemba-
gian beban dan tanggung jawab di antara negara-negara peserta.  
 
C.  PENUTUP 
1. Soal Latihan 
Fasilitator memberikan tes formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan 
pengetahuan yang diperoleh mahasiswa pada materi bahasan ini dengan mem-
berikan pertanyaan antara lain sebagai berikut: 






1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan repatriasi sukarela? 
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan integrasi lokal? 
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pemukiman kembali? 
4. Jelaskan tahap yang menjadi 3 tingkatan dalam pelaksanaan integrasi 
lokal? 
5. Jelaskan 3 fungsi penting dalam solusi pemukiman kembali? 
2. Umpan Balik 
Mahasiswa dapat mengajukan hal tentang kondisi yang dialami dan diha-
rapkannya untuk memahami materi bahasan terkait. 
3.  Daftar Pustaka 
UNHCR, An Introduction to International Protection Protecting Persons of Con-
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 SENARAI KATA PENTING  
 
Asylum Seeker = Pencari Suaka 
Economic Migrant = Migran Ekonomi 
Human Rights = Hak Asasi Manusia 
International Refugee = Pengungsi Internasional 
International Protection = Perlindungan Internasional 
Internally Displaced Persons = Pengungsi Internal 
Local Integration = Integrasi Lokal 
Mandate Refugee = Pengungsi Mandat 
Migration = Migrasi 
Non Refoulement = Larangan Pengusiran atau Pemulangan Kembali 
Refugee Law = Hukum Pengungsi 
Refugees Sur Place = Pengungsi Sur Place 
Resettlement = Pemukiman Kembali 
Sovereignty = Kedaulatan 
State = Negara 
Stateless Persons = Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan 
Statutory Refugees = Pengungsi Statuta 
Statute Refugee = Pengungsi Konvensi 
UNHCR = Komisariat Tinggi PBB untuk urusan Pengungsi 
War Refugees = Pengungsi Perang 
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